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BAB I PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG 

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penengakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi diperlukan bagian tingkatan 

satuan organisasi yang tergelar di seluruh Indonesia berdasarkan daerah hukum 

kepolisian. Penggelaran satuan organisasi kepolisian diserasikan dengan wilayah 

administrasi pemerintah daerah dan system peradilan pidana tertentu. Kepolisian 

Resor Wonosobo merupakan satu dari tiga puluh lima Satker kewilayahan dari 

Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang memiliki posisi dan peran sangat strategis 

dalam memelihara situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Wonosobo. 

Fungsi penegakan hukum di Kabupaten Wonosobo merupakan tugas 

pokok yang diampu oleh Polres Wonosobo, sehingga sebagai aparat penegak 

hukum, pemelihara keamanan dan ketertiban, serta pelindung, pengayom, dan 

pelayan masyarakat, Polres Wonosobo harus menyesuaikan diri terhadap 

perubahan dengan meningkatkan kualitas diri agar mampu menjalankan tugas 

pokoknya secara profesional. Dalam menunjang hal tersebut peningkatan 

Kualitas pelayanan Kepolisian juga merupakan pelayanan dasar yang perlu 

diperhatikan, seperti pada pelayanan di SPKT, pelayanan SKCK, pelayanan 

Satpas dan pelayanan Samsat sedangkan pada sisi lain peningkatan secara 

eksternal juga harus menyesuaikan dari tantangan situasi global yang ditandai 

dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat untuk menyerap informasi dan 

budaya global tanpa batas. 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBBM) merupakan langkah pemerintah untuk mewujudkan Good 

Governance dan Clean Goverment melalui Implementasi Program Reformasi 

Birokrasi melalui pembenahan  organisasi  dan  peningkatan pelayanan menuju 

birokrasi yang melayani telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 1.. 



2 
 

Indonesia. Hal ini menjadi pemacu bagi Polres Wonosobo untuk semakin 

meningkatkan kualitas internalnya yang tentu saja akan berdampak kepada 

semakin berkualitasnya pelayanan Institusi Kepolisian kepada publik, sehingga 

diharapkan public trust pada Institusi Kepolisian juga semakin meningkat. 

Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik dan akuntabilitas 

kepada negara serta dalam rangka mewujudkan Good Governance, pada akhir 

tahun setiap Satker wajib membuat laporan kinerja Instansi Pemerintah selama 

kurun waktu satu tahun anggaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014  

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

lingkungan Polri maka Laporan kinerja Kepolisan Resor Wonosobo menjadi salah 

satu syarat penting dalam keberhasilan Polri dalam menjalankan amanat Undang-

Undang Kepolisian, sebagai instansi Pemerintah mempunyai kewajiban di tahun 

terakhir anggaran untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.  

Tahun 2024 merupakan tahun ke empat tahapan Renstra Tahap V tahun 

2020-2024 yang merupakan Renstra akhir dari Grand Strategi Polri 2005-2025 

yang sudah masuk pada tahap Excellent dengan sasaran membangun citra Polri 

dan kemampuan pelayanan publik yang unggul di mata masyarakat agar terjalin 

sinkronisasi antara keluaran yang dicanangkan (output) dengan manfaat yang 

dihasilkan (outcome).  

Dalam penetapan prioritas program dan kegiatan di Polres Wonosobo 

dengan memperhatikan kondisi dan dinamika Masyarakat untuk mewujudkan 

pelayanan prima pada masyarakat dalam pencegahan kejahatan, penegakan 

hukum dan ketertiban, merupakan bagian prioritas pembangunan ekonomi dan 

budaya nasional untuk mewujudkan daya saing bangsa (Nation Competitivenes). 

Untuk mencapai Renstra tersebut pengukuran kinerja dan evaluasi serta 

pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran 

kinerja pada tahun 2022 akan sangat penting dalam mengambil kebijakan di tahun 

mendatang. 

Dalam1.. 
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Dalam mewujudkan Good Governance yang diturunkan ke Renstra Tahap 

V tahun 2020-2024 serta Renja 2023, Polres Wonosobo melakukan fokus 

pembenahan manajemen kinerja  pada  satuan  kerja  yang  berada  dibawahnya  

melalui  penerapan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang 

bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja yang dalam 

penilaiannya meliputi: Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan 

Pelaporan Kinerja (LKIP). Pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai 

upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas 

dan fungsi pokok organisasi. 

Untuk menjawab tantangan masa kini, di mana pola-pola pendekatan 

Institusi Polri yang dulu diterapkan pada masa-masa sebelum reformasi sudah 

tidak relevan lagi dan perlu lebih ditingkatkan dengan pola baru yang tetap dalam 

ruh tujuan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) untuk diterapkan pada masa 

sekarang, hal ini dikarenakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

telah membawa arus perubahan yang sangat cepat untuk itu Kapolri Jenderal 

Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menyusun pola strategi dengan 

Transformasi menuju Polri yang Presisi melalui 16 Program Prioritas 

Kapolri yang terdiri dari: 

1. Penataan Kelembagaan; 

2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi; 

3. Menjadikan SDM Polri yang Unggul di era Police 4.0; 

4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di era Police 4.0; 

5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas; 

6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum; 

7. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC); 

8. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 

9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional; 

10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial; 

11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri; 

12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang terintegrasi; 

13. Pemantapan Komunikasi Publik; 

14. Pengawasan Pimpinan terhadap setiap Kegiatan; 

15. Penguatan Fungsi Pengawasan; dan 

16. Pengawasan oleh Masyarakat (Public Complaint). 

 

Dalam 1.. 
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Dalam rangka menindaklanjuti Program Prioritas Kapolri (P2K) untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, Kapolda Jateng 

Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo mengeluarkan Commander Wish 

Kapolda Jateng yang dituangkan dalam 12 (dua belas) bijak dan strategi yang 

diharapkan Polda Jateng siap melayani masyarakat untuk mewujudkan Jawa 

Tengah yang Aman dan Tenteram dengan pola kerja Polri yang dekat dan 

dicintai masyarakat dan beroriantasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan 

negara serta pelaksanaan tugas secara cepat, tuntas dan sesuai prosedur atau 

peraturan yang berlaku guna percepatan pelaksanaan penjabaran Program 

Prioritas Kapolri, adalah sebagai berikut: 

1. Laksanakan dan dukung penuh Beyond Trust Presisi 

2. Polri senantiasa hadir di tengah masyarakat 

3. Penguatan deteksi dini 

4. Penegakan hukum yang tegas dan responsif 

5. Wujudkan situasi aman (no fear of terror) 

6. Inovasi bidang pelayanan publik menuju predikat WBK/WBBM 

7. Kawal proses pembangunan nasional 

8. Optimalisasi pengamanan Pilkada serentak 

9. Optimalisasi cooling system 

10. Optimalisasi komunikasi public 

11. Menjadi peminpin yang Presisi 

12. Penguatan sinergitas dan soliditas 
 

Dengan penekanan terhadap commander wish Kapolda Jateng Inspektur 

Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo, adalah sebagai berikut: 

1. Senantiasa jadikan Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman hidup, 

serta pedoman kerja; 

2. Tampilkan sosok Polri yang dekat dan dicintai masyarakat sebagaimana 

transformasi menuju Polri yang Presisi, setiap pelaksanaan tugas Polri 

harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara; 

3. Pastikan setiap pelaksanaan tugas dilakukan secara cepat, tuntas dan 

sesuai prosedur/peraturan yang berlaku; 

4. Terapkan sistem reward and punishment bagi seluruh personel untuk 

meningkatkan motivasi kerja; 

5. Pegang teguh filosofi Satya Haprabu, karena Bhayangkara sejati akan 

selalu setia kepada Negara dan Pimpinannya. 

Untuk 1.. 
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Untuk menyelaraskan Program Prioritas Kapolri dan Commander Wish 

Kapolda Jateng keberhasilan atau kegagalan, pelaksanaan pencapaian 

Indikator Kinerja berdasarkan sasaran strategis yang diprogramkan pada 

Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Polres Wonosobo 

Tahun 2020-2024, Renja Polres Wonosobo Tahun 2024 dan Perjanjian 

Kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024 disusunlah Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Polres Wonosobo Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban 

pelaksanaan kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024 dengan mengacu pada 

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini 

setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders 

yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). 

Selanjutnya dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka Polda Jateng 

melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada satuan kerja yang 

berada dibawahnya melalui penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas 

akuntabilitas kinerja. Penilaian AKIP meliputi: Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, 

Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja (LKIP). Pengukuran kinerja menjadi 

hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan 

dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan 

pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan 

bertanggung jawab, maka diperlukan validitas data yang mendukung kegiatan 

pada Indikator Kinerja Utama/Penunjang (IKU/IKP), sehingga hasil perhitungan 

realisasi kinerja dan capaian kinerja dapat lebih terukur. 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan UU RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2021 tentang Susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian 

Resor dan Kepolisian Sektor, maka tugas dan fungsi Polres adalah sebagai 

berikut: 

1. Tugas 

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara 

kamtibmas, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman 

dan 1.. 
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dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas lainnya 

dalam wilayah hukum Polres, sesuai ketentuan peraturan dan perundang-

undangan. 

2. Fungsi 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok, Polres secara umum berfungsi: 

a. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada warga masyarakat, dalam 

bentuk penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan pemberian 

bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat 

dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin / keterangan, serta 

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. Pelaksanaan fungsi Intelijen dalam bidang keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini 

(early warning); 

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan 

fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, 

serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS); 

d. Pembinaan  masyarakat,  yang  meliputi,  pemberdayaan  masyarakat 

melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan 

kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

ketentuan perundang-undangan, terjalinnya hubungan Polri dengan 

masyarakat, koordinasi dan pengawasan Kepolisian khusus; 

e. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, dan patroli (turjawali) serta  pengamanan kegiatan 

masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan 

(tipiring), pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta 

pengamanan objek vital, pariwisata dan Very Important Person ( VIP ); 

f. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas, 

termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu 

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka 

penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, 

ketertiban, dan kelancaraan lalu lintas; 

g. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 

memberikan 1.. 
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memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia; 

h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 
C. STRUKTUR ORGANISASI 

 
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 tahun 2021 tanggal 14 Januari 

2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres dan Polsek, 

struktur organisasi sebagai berikut : 

 
1. Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor disingkat Polres yang 

terdiri dari: 

a. Unsur Pimpinan: 

1) Kepala Kepolisian Resor disingkat Kapolres  

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan 

mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan 

dalam jajarannya serta memberikan saran pertimbangan kepada 

Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya; 

 

2) Wakil Kepala Kepolisian Resor disingkat Wakapolres  

Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam 

melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, 

mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres; 

 
b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan : 

1) Seksi Pengawasan disingkat Siwas  

Siwas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan 

operasional mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pencapaian kinerja; 
 

2) Seksi Profesi dan Pengamanan disingkat Sipropam 

Sipropam bertugas melaksanakan pengawasan terhadap 

pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, 

pertanggungjawaban profesi, pelayanan pengaduan masyarakat 

mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan pegawai negeri 

pada 1.. 
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pada Polri, penelitian dan rehabilitasi personel sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
 

3) Bagian Operasi disingkat Bagops  

Bagops bertugas merencanakan, mengoordinasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan manajemen operasi 

kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu,  pengamanan kegiatan 

masyarakat dan/atau instansi pemerintah serta mengoordinasikan 

pelaksanaan kerja sama dan mengendalikan pengamanan 

markas. Terdiri dari 3 Subbagian yaitu Subbagbinops, 

Subbagdalops, Subbagkerma dan dibantu 1 Urmin. 
 

4) Bagian Perencanaan disingkat Bagren  

Bagren bertugas menyusun perencanaan kebijakan teknis dan 

strategis, menyusun rencana kerja, melaksanakan dan 

mengendalikan program dan anggaran, menerapkan sistem 

manajemen organisasi dan tata laksana, serta melaksanakan 

program reformasi birokrasi. Didalam Bagian Perencanaan ini 

terdiri dari 3 Subbag (Subbagrenprogar, Subbagdalprogar dan 

Subbagstrajemen) dan 1 Urmin. 

 

5) Bagian Sumber Daya Manusia disingkat Bag SDM  

Bertugas melaksanakan fungsi manajemen di bidang pembinaan 

sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan  

pegawai negeri pada Polri serta penyelenggaraan pembinaan dan 

pelatihan. Bag SDM terdiri dari 3 Subbag (Subbagbinkar, 

Subbagwatpers dan Subbagdalpers) dan 1 Urmin. 
 

6) Bagian Logistik disingkat Baglog 

Baglog bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen 

logistik yang meliputi pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, 

persediaan barang, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan 

konstruksi, serta angkutan. Terdiri dari 2 Subbag (Subbagbekpal 

dan Subbagfaskon) dan 1 Urmin. 
 

7) Seksi Hubungan Masyarakat disingkat Sihumas 

Sihumas bertugas melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, 

memproduksi, mengelola informasi, penyajian data, dan 

dpkumentasi 1.. 
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dokumentasi kegiatan Polres yang dapat diakses oleh 

masyarakat. 
 

8) Seksi Hukum disingkat Sikum 

Sikum bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, 

memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, turut 

serta dalam pembinaan hukum dan pengembangan hukum. 
 

9) Seksi Teknologi Informasi Komunikasi disingkat Si TIK  

Si TIK bertugas melaksanakan pelayanan teknologi informasi dan 

komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian 

informasi keamanan dan ketertiban masyarakat. 

 
10) Seksi Umum disingkat Sium 

Sium bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan 

administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di 

lingkungan Polres 

 
c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok:  

1) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu disingkat SPKT 

SPKT bertugas memimpin dan mengendalikan dalam memberikan 

pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan 

masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan 

tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - 

undangan; 
 

2) Satuan Intelejen Keamanan disingkat Satintelkam 

Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi 

intelijen keamanan, mengumpulkan dan mengolah dan 

mendokumentasikan  data  serta  pelayanan  yang  berkaitan  

dengan  izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, 

penerbitan surat keterangan catatan kepolisian, menerima 

pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta 

membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata 

api dan penggunaan bahan peledak; 

 

3) Satuan Reserse Kriminal disingkat Satreskrim 

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan 

pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi 

dan 1.. 
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dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi 

dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. 
 

4) Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya 

lainnya disingkat Satresnarkoba 

 Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi 

penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana 

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan 

obat berbahaya berikut prekursornya, serta pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban 

penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya. 
 

5) Satuan Pembinaan Masyarakat disingkat Satbinmas 

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat 

yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan 

keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan 

kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan dan 

pengoordinasian Bhayangkara Pembina Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat. 
 

6) Satuan Samapta disingkat Satsamapta 

Satsamapta bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan, patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dan 

instansi pemerintah, objek vital, tindakan pertama di tempat 

kejadian perkara, penanganan tindak pidana ringan, dan 

pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban masyarakat, pengamanan markas serta bantuan Satwa; 

 

7) Satuan Lalu-Lintas disingkat Satlantas 

Satlantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, 

pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan 

lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu 

lintas. 
 

8) Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti disingkat Sattahti 

Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi 

pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta 

menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta 

administrasinya. 

d. Unsur 1.. 
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d. Unsur Pendukung: 

1) Seksi Keuangan disingkat Sikeu 

Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang 

meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan 

verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. 
 

2) Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian disingkat 

Sidokkes  

Sidokkes bertugas melaksanakan pelayanan kedokteran 

kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai lapis kemampuan 

yang meliputi pelayanan kedokteran kepolisian untuk kepentingan 

tugas kepolisian, menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi 

pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum 

pada poliklinik serta pelayanan kesehatan kesamaptaan. 

 
e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilyahan: 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor disingkat Polsek 

adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah 

Kapolres. 

Polres Wonosobo terdiri dari 14 Polsek dan 1 Polsubsektor sebagai 

berikut: 

1) Polsek Garung; 

2) Polsek Kalikajar; 

3) Polsek Kaliwiro; 

4) Polsek Kejajar; 

5) Polsek Kepil; 

6) Polsek Kertek; 

7) Polsek Leksono; 

8) Polsek Mojotengah; 

9) Polsek Sapuran; 

10) Polsek Selomerto; 

11) Polsek Sukoharjo; 

12) Polsek Wadaslintang; 

13) Polsek Watumalang; 

14) Polsek Wonosobo; 

15) Polsubsektor Kalibawang Polsek Sapuran. 

2. Penggelaran 1.. 
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2. Penggelaran struktur organisasi Polres dan Polsek sebagai berikut: 

Penggelaran struktur organisasi Polri ke seluruh wilayah hukum 

Indonesia menganut sistem piramida sesuai dengan Postur Kekuatan Polri 

yang Profesional, Bermoral, dan Modern (PBM). Postur PBM secara 

vertikal disusun dalam pelapisan kekuatan, yaitu Mabes Kecil, Polda 

Cukup, Polres Besar, dan Polsek Kuat. Susunan vertikal tersebut 

diproyeksikan untuk mencapai sasaran pada tingkat efisiensi dan 

efektivitas kelembagaan yang optimal.  

Struktur organisasi disusun dengan tingkatan Mabes Polri sebagai 

perumus kebijakan Politik Strategi Keamanan (Polstrakam) dengan 

kekuatan 5% dari kekuatan Polri yang melaksanakan kegiatan operasional 

bersifat back up, mengelola strategi keamanan, melakukan pengawasan, 

dan pengendalian   regional, sedangkan satuan kewilayahan tingkat Polda 

sebagai Kesatuan Induk Penuh (KIP) dengan kekuatan 20% dari kekuatan 

Polri. Adapun satuan kewilayahan tingkat Polrestabes, Polresta, dan Polres 

sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) adalah pelaksana utama 

operasional Polri pada tingkat kewilayahan dengan alokasi kekuatan 75% 

dari kekuatan Polri, sedangkan tingkat Polsek sebagai ujung tombak 

operasional Polri merupakan satuan operasional di bawah kendali Polres. 

Implementasi atas visi pelayanan dan pengembangan satuan 

kewilayahan disesuaikan dengan pengembangan/pemekaran administrasi 

daerah serta mendekatkan titik pelayanan kepada masyarakat. Jumlah 

satuan kewilayahan yang telah tergelar adalah 14 Polsek dan 1 

Polsubsektor dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan 

pembinaan kamtibmas. 

 
3. Sumber Daya Manusia 

a. Jumlah Personel per Subsatker Pergolongan tanggal 31 Desember 

2023. 

Tabel 1 

Jumlah Personel per Subsatker Pergolongan tanggal 31 Desember 2023 

NO PANGKAT 
JUMLAH PERS 

KET 
POLRES POLSEK 

PAMEN 

1. AKBP  1 0  

2. KOMPOL  5 0  

Table 1.. 
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PAMA 

3. AKP  12 10  

4. IPTU 12 3  

5. IPDA 9 0  

BRIGADIR 

6. AIPTU 25 67  

7. AIPDA 44 66  

8. BRIPKA  65 59  

9. BRIGPOL 39 29  

10. BRIPTU 56 17  

11. BRIPDA  63 3  

TAMTAMA 

12. BHARAKA 1 0  

PNS 

13. GOLONGAN III 6 0  

14. GOLONGAN II 3 1  

15. GOLONGAN I  0 0  

JUMLAH 341 255  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Struktur 1.. 
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b. Struktur Organisasi Polres Wonosobo 

STRUKTUR ORGANISASI POLRES 

 

D. SISTEMATIKA 1.. 
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D. SISTEMATIKA PENYAJIAN : 

 

Sistematika  Penyajian  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (LKIP)  Polres  

Wonosobo tahun 2023 adalah sebagai berikut : 

BAB I     :    Pendahuluan,    memuat    penjelasan    umum    Organisasi    

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta 

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi; 

BAB II      :     Perencanaan  Kinerja,  memuat  uraian    ringkasan  /  ikhtisar   

tentang Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan; 

BAB III     :     Akuntabilitas  Kinerja,  Memuat  Analisis  Capaian  Kinerja   

Organisasi, Realisasi Anggaran; dan 

BAB IV    :     Penutup,  memuat  tentang  kesimpulan  umum  atas  Capaian  

Kinerja Organisasi serta Kendala, Upaya dan Tindak Lanjut. 

 

 

Lampiran-lampiran : 

1.     Struktur Organisasi Polres Wonosobo  

2.     Perjanjian Kinerja Polres Wonosobo TA 2024 

3.     Pengukuran Kinerja Polres Wonosobo TA 2024 

4.     Rekapitulasi Realisasi Anggaran Polres Wonosobo TA 2024 

5.     Daftar penghargaan Polres Wonosobo 

6.     Data Dukung lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 4.. 
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BAB II  PERENCANAAN KINERJA  

A. RENCANA STRATEGIS POLRES WONOSOBO 

Penyusunan LKIP Tahun 2024 pada Renstra Polri Tahun 2020-2024 

merupakan program Renstra Tahap V, dengan agenda Excellence 

(Terbaik/Prima/Unggul), sebagai kelanjutan dari program Renstra Polri tahap I 

Tahun 2005 - 2009 yaitu “Trust Building” (Membangun Kepercayaan) dan tahap 

II Tahun 2010 - 2014 “Net working/Partnership Building” (Membangun 

Kerjasama/Kemitraan), Tahun 2015 - 2019 tahap III Strive For Excellence 

(Berusaha/Berjuang yang terbaik/Prima/Unggul) kesemuanya merupakan 

pentahapan dari Grand Strategy Polri Tahun 2005-2025. 

Rencana Strategis Polres Wonosobo Tahun 2020-2024 merupakan 

perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran sasaran atau kondisi hasil 

yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan 

dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas, fungsi dan peran yang 

diamanahkan. 

Tahun 2024 adalah tahun ke lima pelaksanaan Rencana Strategis Polres 

Wonosobo Tahun 2020-2024, sebagaimana uraian Sasaran Strategis produk 

Renstra Polres Wonosobo sebagai berikut: 

                            Tabel 2. 1 

Perbandingan Sasaran Strategis Tahun 2023 

dengan Sasaran Strategis Tahun 2024 

 

NO 
SASARAN STRATEGIS 

2023 2024 

 
1. 

Pemeliharaan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat di Wilayah 

Wonosobo 

Pemeliharaan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat di Wilayah 

Wonosobo 

2. Penegakan Hukum secara Berkeadilan Penegakan Hukum secara Berkeadilan 

 
3. 

Profesionalisme SDM
 Polres
 Wonosobo 

Profesionalisme SDM Polres 
Wonosobo 

4. Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo 

 
5. 

Sistem Pengawasan yang Akuntabel, 

Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres 

Wonosobo 

Sistem Pengawasan yang Akuntabel, 

Bersih, Terbuka dan Melayani di Polres 

Wonosobo 

Secara ..... 
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Secara substantif Rencana Strategis Polres Wonosobo memuat visi dan 

misi, tujuan yang ingin dicapai, sasaran prioritas dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi sebagai berikut: 

1. Visi Polres Wonosobo 

“Terwujudnya Wonosobo yang Aman dan Tertib” 

Visi tersebut di atas merupakan turunan dari Visi Polri dan dioperasionalkan 

melalui pemahaman sebagai berikut: 

� Wonosobo yang aman adalah suatu kondisi wilayah hukum Kepolisian 

Resor Wonosobo dengan situasi dan keadaan aman, dalam suatu kondisi 

yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, 

pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman 

terhadap faktor-faktor tersebut. 

� Wonosobo yang tertib adalah suatu kondisi wilayah hukum Kepolisian 

Resor Wonosobo untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat 

yang aman, dinamis, dan teratur, sebagai hasil hubungan yang selaras 

antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, 

masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. 

2. Misi Polres Wonosobo 

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat” 

Misi tersebut di atas merupakan turunan dari Misi Polri dan dioperasionalkan 

melalui pemahaman sebagai berikut: 

� Polres Wonosobo melindungi adalah melindungi keselamatan jiwa raga, 

harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban 

dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia di wilayah hukum Kepolisian Resor 

Wonosobo. 

� Polres Wonosobo mengayomi adalah memberikan suatu tindakan yang 

dilakukan kepada masyarakat atau suatu kelompok dengan tujuan 

melindungi, melayani, mendampingi, serta memberikan arahan untuk 

menuju kehidupan dengan tatanan yang lebih baik sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan sosial masyarakat atau suatu kelompok di wilayah hukum 

Kepolisian Resor Wonosobo. 

Polres /.. 
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� Polres Wonosobo melayani adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Wonosobo sesuai dengan 

kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 

3. Tujuan 

Tujuan di bawah ini merupakan turunan dari Tujuan Polri dan dioperasionalkan 

sebagaimana penjelasan sebagi berikut: 

a. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

seluruh wilayah Wonosobo; 

b. menegakan hukum secara berkeadilan; 

c. mewujudkan Polres Wonosobo yang profesional; 

d. modernisasi pelayanan Polres Wonosobo; 

e. menerapkan manajemen Polres Wonosobo yang terintegrasi dan terpercaya. 

 

4. Sasaran Strategis Polres Wonosobo 

Mengacu kepada Sasaran Strategis Polri dan Sasaran Strategis Polda Jawa 

tengah  Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis Polres Wonosobo Tahun 

2020-2024 dalam rangka mencapai pelayanan publik Terbaik/Prima/Unggul 

(Excellence) adalah: 

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Wonosobo; 

b. penegakan hukum secara berkeadilan; 

c. professionalisme SDM Polres Wonosobo; 

d. modernisasi teknologi Polres Wonosobo; 

e. sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di 

Polres Wonosobo. 

 

B. PERJANJIAN KINERJA POLRES WONOSOBO 

Dalam proses penyusunan perencanaan kinerja, sebagai penjabaran dari 

Rencana Strategis Polres Wonosobo Tahun 2020-2024 yang dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan tahunan, disusunlah perencanaan kinerja tahunan seiring 

dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran dalam Rencana Kerja Polres 

Wonosobo. Pada Rencana Kerja Polres Wonosobo Tahun 2024 telah ditetapkan 

target kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada setiap sasaran 

strategis ?.. 
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strategis dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Target kinerja yang tercantum 

dalam rencana kerja tahunan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja sebagai  

komitmen bagi instansi untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan.  

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja  antara 

atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada 

sumber daya yang dikelola. Perencanaan Kinerja dimaksud berisi tekad atau janji 

untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja 

Polres Wonosobo dibuat oleh Kepala Kepolisian Resor Wonosobo selaku 

pengemban tugas pokok fungsi Polri di wilayah kabupaten, yang merupakan 

kesepakatan kinerja antara Kapolda Jateng selaku atasan dan Kapolres 

Wonosobo selaku bawahan.  

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam 

lingkungan kepolisian penyusunan Perjanjian Kinerja diatur dalam Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 24 

Juni 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan Penetapan Kinerja di 

lingkungan Polri.  

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan untuk menentukan arah dan prioritas 

kinerja Satfung, mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja, 

memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung, mendorong tingkat 

pencapaian dan keberhasilan kinerja, memantau dan mengendalikan pelaksanaan 

kinerja Satfung, mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung dan organisasi Polri, 

serta dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada 

akhir tahun anggaran berjalan guna menilai tingkat keberhasilan organisasi. 

Perjanjian Kinerja juga digunakan sebagai dasar pengukuran dan evaluasi kinerja 

satuan kerja guna pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment).  

Perencanaan Kinerja Tahun 2024 yang disusun dan disesuaikan berdasarkan 

Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Revisi 

Rencana Kerja Tahun 2024 yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. Indikator 

kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 akan dihitung capaian 

kinerjanya dalam Pengukuran Kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024 dengan 

Harapan ?.. 
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harapan dapat digunakan sebagai kriteria keberhasilan kinerja Polres Wonosobo 

secara proporsional dan akuntabel yang akan memberikan gambaran tentang 

sejauh mana Polres Wonosobo dapat mencapai kinerja sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsi serta peran yang diemban.  

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan indikator kinerja yang telah disesuaikan 

dan akan diperhitungkan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 2.2 

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

SI Keamanan dan Ketertiban Wonosobo SI Indeks Harkamtibmas Wonosobo 4.50 

Internal Proses  

SSI Pemeliharaan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat di Wilayah 

Wonosobo 

IKU1 Indeks Harkamtibmas 84.90 

SS2 Penegakan hukum secara 

berkeadilan 

IKU2 Indeks Gakkum 96.40 

Indikator Penunjang 

Innovation  

SS3 Profesionalisme SDM Polres 

Wonosobo  

IKP1 Indeks Profesionalis SDM Polri 64.21 

IKP2 Indeks Kompetensi Diklat Polri  88.02 

SS4 Modernisasi Teknologi Polres 

Wonosobo 

 

IKP3 Persentase pemenuhan Alkom 

siap operasional 

68.27% 

IKP4 Pemenuhan Almatsus/ 

modernisasi sarana prasarana 

sesuai Teknologi terkini  

70.49% 

IKP5 Persentase pemenuhan 

pembangunan di Polres 

Wonosobo 

66.67% 

IKP6 Persepsi user terhadap 

kemudahan akses data 

3.60 

SS5 

 

Pengawasan yang akuntabel, bersih, 

terbuka dan melayani di Polres 

Wonosobo 

IKP7 Nilai SAKIP 75.25 

IKP8 Penyajian Laporan Keuangan 3 

IKP9 Nilai RBP 72.25 

IKP10 Indeks  Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK)  

97.80 

Table ?.. 
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

(1) (2) (3) (4) (5) 

IKP11 Nilai Kinerja Anggaran 99.05 

IKP12 Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat 

100% 

IKP13 Persentase penyelesaian 

masalah hukum yang dihadapi 

Polri 

100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III?.. 
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. CAPAIAN KINERJA POLRES WONOSOBO 
 

Untuk mengetahui capaian dari setiap pernyataan kinerja suatu organisasi diperlukan 

adanya pengukuran kinerja organisasi. Dalam pengukuran kinerja tahun 2024, Polres 

Wonosobo berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pengukuran capaian kinerja Polres Wonosobo T.A. 2024 dilakukan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

pengumpulan data kinerja dari seluruh penanggungjawab indikator kinerja, kemudian data 

tersebut dihitung untuk mengetahui realisasi kinerja pada tahun ini untuk dibandingkan 

antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan realisasi 

kinerja sasaran. Dalam mengukur capaian kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024, rumus 

yang  digunakan  untuk  menghitung  persentase  capaian  kinerja indikator kinerja adalah: 

 

 

 

 

Capaian kinerja Polres Wonosobo yang dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2024 dapat 

ditabulasikan menjadi sebagai berikut: 

Table II 

Pengukuran Kinerja Tahun 2024 

No 
Sasaran 

Strategis/Impact 

Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 
T R C (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

SI Terwujudnya 

keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

Wonosobo 

Indeks keamanan dan ketertiban 

masyarakat Wonosobo 

4,50 4,74 105,53% 

SS1 Pemeliharaan 

keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

di wilayah Wonosobo 

Indeks harkamtibmas 84,90 92,83 109,34% 

Pemeliharaan 1.. 

     Realisasi  
Capaian Kinerja   =              x  1 0 0 %  
                     T a r g e t  
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No 
Sasaran 

Strategis/Impact 

Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 
T R C (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

SS2 Penegakan hukum 

secara berkeadilan 

Indeks gakkum 96,40 97,66 103,10% 

SS3 Profesionalitas SDM 

Polres Wonosobo 

IKP1 Indeks profesionalitas 

SDM Polres Wonosobo 

64.21 62.06 96.59% 

IKP2 Indeks Kompetensi 

Prolat Polri  

88.02 46.42 52.73% 

SS4 Modernisasi teknologi 

Polres Wonosobo 

IKP3 a. Persentase 

pemenuhan alkom 

siap operasional 

68.27 66.07 96.84% 

IKP4 b. Pemenuhan Almatsus 

/ Modernisasi sarana 

pprasarana sesuai 

Teknologi Terkini  

70.49 82.55 117.10% 

IKP5 c. Persentase 

opemenuhan 

Pembangunan di 

Polres Wonosobo 

66.67 0 0% 

IKP6 d. Persepsi user 

terhadap kemudahan 

akses data 

3.60 3.66 101.67% 

SS5 Sistem pengawasan 

yang akuntabel, bersih, 

terbuka dan melayani 

di Polres Wonosobo 

IKP7 a. Nilai  AKIP 75.25 75.16 99.89% 

IKP8 b. Penyajian Laporan 

Keuangan 

3 3 100% 

IKP9 c. Nilai RBP 72.25 95.41 132.05% 

IKP1

0 

d. Indeks Kepuasan 

Layanan Kepolisian 

97.80 80.47 82.28% 

IKP1

1 

e. Nilai kinerja anggaran 99.05 98.94 99.89% 

IKP1

2 

f. Persentase 

penanganan 

pengaduan 

masyarakat 

100 100 100% 

IKP1

3 

g. Persentase 

penyelesaian 

masalah hukum yang 

dihadapi Polri 

100 100 100% 

     
dari1.. 
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Dari tabel II dapat dilihat sasaran impact terwujudnya keamanan dan ketertiban 

wilayah Polres Wonosobo dengan sasaran indeks keamanan dan ketertiban wilayah 

Polres Wonosobo pada tahun 2024 mencapai realisasi 4,74 dari target 4,50 dengan 

capaian kinerja 105,53%, sehingga pencapaian kinerja tercapai melebihi target yang 

ditetapkan. Nilai realisasi sasaran impact ini diukur berdasarkan perhitungan skor indeks 

harkamtibmas dengan bobot 56% ditambah skor indikator kinerja indeks gakkum dengan 

bobot 44% dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel II.1 
 

Perhitungan nilai sasaran impact dalam indeks kamtibmas 
 
 

 

IK = ( WIH X IH/20 ) R ( WIG X IG/20 ) 
 

 
 

Keterangan: 

IK = Indeks Kamtibmas 

IH = Indeks Indeks Harkamtibmas 

IG = Indeks Indeks Gakkum 

WIH = Bobot Indeks Harkamtibmas (56%) 

WIG = Bobot Indeks Gakkum (44%) 

 

Realisasi sasaran impact terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah Polres 

Wonosobo, dengan sasaran indeks keamanan dan ketertiban wilayah Polres Wonosobo 

pada tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel II.2 

Pengukuran elemen sasaran impact indeks kamtibmas tahun 2024 

 
 

No 
 

Elemen Nilai Bobot Nilai 

1 Indeks Harkamtibmas 92.83 56% 51.98 

2 Indeks Gakkum 97,66 44% 39,06 

Realisasi indeks kamtibmas 4,74 

Target indeks kamtibmas 4,50 

Capaian indeks kamtibmas 105,3% 

 

Dari penjelasan tabel II.2 di atas, dapat dilihat bahwa  sasaran impact  indeks 

kamtibmas pada tahun 2024 mencapai nilai 4,74 dari target 4,50 dengan capaian kinerja 

sebesar 105,54% sehingga pencapaian kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan. 

Analisis capaian sasaran impact dari masing-masing indikator kinerja utama pada 

tahun 2024, disajikan sebagai berikut: 

1.Sasaran 1.. 
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1. Sasaran  strategis  SS1.  Terwujudnya  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban 

Masyarakat di Wilayah Polres Wonosobo, dengan indikator kinerja utama IKU1. 

Indeks Harkamtibmas. 

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKU1 

Indeks harkamtibmas tahun 2024 
 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % 

Indeks harkamtibmas 84.90 92.83 109.3% 

 

Dari penjelasan tabel IKU1 di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja 

indeks harkamtibmas pada tahun 2024 mencapai nilai 92.83 dari target 84.90 

dengan capaian kinerja sebesar 109.3% sehingga pencapaian kinerja tercapai 

melebihi target yang ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja indeks 

harkamtibmas pada tahun 2024 dihitung dari jumlah skor indeks elemen 

kinerja dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks harkamtibmas tahun 2024 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
Skala 
Indeks 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Road safety index 4.60 4.60 9,86% 0,45 

Indeks community policing 56.67% 2.83 12,31% 0.35 

Respon time kehadiran Polisi di 
TKP 

100% 5,00 21,12% 1,06 

Persentase pengamanan obyek 
vital dan target rentan 

100% 5 17,69% 0.75 

Persentase kemampuan reduksi 
potensi gangguan 

33.33% 3.17 11,72% 0,37 

Crime rate 26,32 4.93 27,30% 1,35 

Total 100% 4.64 

Indeks Harkamtibmas (skor indeks x 20) 92.83 

 

Dari tabel IKU1.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

harkamtibmas diukur berdasarkan skor indeks dari elemen road safety index, 

indeks community policing, respon time kehadiran Polisi di TKP, persentase 

pengamanan obyek vital dan target rentan, persentase kemampuan reduksi 

potensi gangguan dan crime rate. Pengukuran dari masing-masing elemen 

kinerja pada tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut: 

 

1.Road 1.. 
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1. Road safety index, penanggungjawab Satlantas. 
 

Tabel IKU1.1.a.1 

Road safety index tahun 2024 

 

Elemen kinerja Nilai Bobot Skor indeks 

Road safety index 
 

4.60 
 

9,86% 
 

0.45 

 

Dari tabel IKU1.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 road 

safety index nilainya 4.60 dengan pembobotan 9,86% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0.45. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja road safety index dihitung 

dari jumlah rincian elemen kinerja yang terdiri dari nilai indeks tingkat 

fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk ditambah nilai 

indeks tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 kendaraan, 

dibagi 2, dikalikan pembobotan 9,86%. Pengukuran dari masing-masing 

rincian elemen kinerja road safety index pada tahun 2024 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.a.2 

Data rincian elemen kinerja road safety index pada tahun 2024 

 

Rincian elemen Jumlah Ket 

Total kematian akibat kecelakaan lalu lintas 

(M) 

62 jiwa 

Populasi penduduk (P) 898.732 

 

jiwa 

Kendaraan bermotor (K) 4.006.632 Unit 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 100.000 penduduk (X) 

6.90 Level 

kinerja 4 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 10.000 kendaraan (Y) 

0.15 Level 

kinerja 5 

Indeks X, dikonversi dengan level kinerja 3 4.31 

Indeks Y, dikonversi dengan level kinerja 2 4.89 

Nilai RSI 4.60 

 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKU1.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa rincian elemen 

tingkat fatalitas akibat kecelakaan  lalu  lintas  per 100.000  penduduk 

sejumlah 6.90, dengan level kinerja 4, maka hasil konversi indeksnya 

menjadi 4.31. Sedangkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 10.000 kendaraan sejumlah 0.15, dengan level kinerja 5,maka hasil 

konversi indeksnya menjadi 4.89. Dengan demikian, setelah nilai tersebut 

ditambahkan lalu dibagi 2, didapatkan nilai elemen road safety index 

tahun 2024 sejumlah 4.60. Pada tahun 2024, kejadian kecelakaan lalu 

lintas sejumlah 430 kejadian, dengan korban meninggal 62 jiwa, korban 

luka berat 1 orang, korban luka ringan 457 orang dan kerugian materiil 

sejumlah Rp. 257.700.000,-. 

Tabel IKU1.1.a.3 

Data rincian Laka Lantas tahun 2024 

NO BULAN JML LP 
KORBAN 

KERMAT 
MD LB LR 

1 JANUARI 39 4 0 42  Rp     27,400,000  

2 FEBRUARI 39 5 0 42  Rp       9,400,000  

3 MARET 32 6 0 34  Rp     34,200,000  

4 APRIL 53 5 1 54  Rp     41,900,000  

5 MEI 46 2 0 47  Rp     42,200,000  

6 JUNI 34 7 0 31  Rp     17,200,000  

7 JULI 24 3 0 30  Rp        4,800,000  

8 AGUSTUS 28 5 0 30  Rp        4,550,000  

9 SEPTEMBER 40 9 0 46  Rp      23,050,000  

10 OKTOBER 41 8 0 44  Rp     15,300,000  

11 NOVEMBER 27 5 0 28  Rp     32,300,000  

12 DESEMBER 27 3 0 29  Rp        5,400,000  

JUMLAH 430 62 1 457  Rp    257,700,000  

 

Perbandingan rincian elemen road safety index tahun 2024 dengan 

tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.a.4 
 

Perbandingan rincian elemen road safety index pada tahun 2024 dengan 

tahun 2023 

 

Rincian elemen 2024 2023 

Total kematian akibat kecelakaan lalu 

lintas (M) 

62 21 

Populasi penduduk (P) 898.732 896.346 

Kendaraan bermotor (K) 4.006.632 3.992.564 

 Tingkat 1..
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Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu 

lintas per 100.000 penduduk (X) 

6.90 2.34 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu 

lintas per 10.000 kendaraan (Y) 

0.15 0.05 

Indeks X, dikonversi dengan level kinerja 3 4.31 4.77 

Indeks Y, dikonversi dengan level kinerja 2 4.89 4.96 

Skor indeks 4.60 4.86 

 

Dari tabel IKU1.1.a.3 di atas dapat dilihat skor indeks elemen kinerja 

road safety index pada tahun 2024 sejumlah 4.60 mengalami penurunan 

0.26 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 dengan skor indeks 4.86. 

Tabel IKU1.1.a.5 
 

Perbandingan rincian elemen road safety index pada tahun 2020-2024 

KO
DE 

TAHUN SATU
AN 2020 2021 2022 2023 2024 

M 45 55 52 21 62 JIWA 

K 2.004.350 2.025.042 3.236.530 3.992.564 4.006.632 UNIT 

P 792.558 803.250 894.102 896.346 898.732 JIWA 

RSI 4.64 3.29 4.14 4.86 4.60  

 

2. Indeks community policing, penanggungjawab Satbinmas. 
 

Tabel IKU1.1.b.1 
 

Indeks community policing tahun 2024 
 

Elemen kinerja Nilai Satuan Skala level 

kinerja 

Bobot Skor 

indeks 

 

Indeks community 

policing 

 

56.67 
 

% 
 

2.83 
 

12,31% 
 

0.35 

Dari tabel IKU1.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 indeks 

community policing nilainya 56.67, dengan skala level kinerja 2.83 dan 

pembobotan 12,31% maka nilai skor indeksnya sejumlah 0.35. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja indeks community policing 

diukur dari penjumlahan persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa 

dengan pembobotan 25%, persentase siskamling aktif dengan 

pembobotan 30%, persentase FKPM/Pokdarkamtibmas dengan 

pembobotan 25% dan persentase lembaga yang memiliki polsus dengan 

pembobotan 20%. Pengukuran dari masing-masing rincian elemen kinerja  

indeks  community  policing  pada  tahun  2024  dapat  disajikan sebagai 

berikut: 

Table 1.. 
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Tabel IKU1.1.b.2 

Rincian elemen kinerja indeks community policing pada tahun 2024 

Rincian elemen Perbandingan % Bobot Nilai 

 

75 Bhabinkamtibmas 
 

265 Desa/Kel 
 

28.30% 
 

25% 
 

7.08 

176 siskamling akfif 550 siskamling 31.54% 30% 9.46 

256 FKPM 256 Desa/Kel 100% 25% 25.00 

175 Polsus 175 Polsus ideal 100% 20% 20 

Jumlah 100% 61.54 

 

Dari tabel IKU1.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

rincian elemen persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa sejumlah 

28.30% dengan pembobotan 25% maka nilainya 7.08, persentase 

siskamling aktif sejumlah 31.54% dengan pembobotan 30% maka nilainya 

9.46, persentase FKPM 100% dengan pembobotan 25% maka nilainya 

25.00 dan persentase lembaga yang memiliki Polsus 100% dengan 

pembobotan 20% maka nilainya 20. Dengan demikian nilai elemen indeks 

community policing pada tahun 2024 sejumlah 61.54. Data rincian elemen 

persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa pada tahun 2024, dapat 

disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.b.3 

Data persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa tahun 2024 

(per Desember 2024) 
 

 

Polsek 
 

Desa/Kelurahan 
Jumlah 

Bhabinkamtibmas 

 

% 

Wonosobo  20 6 30% 

Kertek  21 6 28.57% 

 Kalikajar  19 6 31.58% 

Sapuran 21 6 28.57% 

 Kepil  17 6 35.29% 

Garung  15 5 33.33% 

Kejajar  16 6 37.50% 

Mojotengah 19 6 31.58% 

Watumalang  16 5 31.25% 

Selomerto  24 3 12.50% 

Leksono  14 5 35.71% 

  Sukoharjo 1.. 
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Sukorajo  

 

17 3 17.65% 

Kaliwiro 21 6 28.57% 

Wadaslintang 17 5 29.41% 

Kalibawang  8 1 12.50% 

Jumlah 265 75 28.30% 

 

Dari tabel IKU1.1.b.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

jumlah Bhabinkamtibmas ada 75 personel sedangkan jumlah 

desa/kelurahan sejumlah 265, sehingga persentase Bhabinkamtibmas 

terhadap desa sejumlah 28.30%. 

Data rincian elemen persentase siskamling aktif pada tahun 2024, 

dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.b.4 

Data persentase siskamling aktif tahun 2024 

 

 

Polsek 
Desa/ 

Kel 

Jumlah 

siskamling 

Jumlah siskamling 

aktif 

 

% 

Wonosobo  20 41 13 31.7% 

Kertek  21 134 26 26.8% 

Kalikajar  19 77 21 27.2% 

Sapuran 21 22 13
3

59.09% 

Kepil  17 21 5 23.80% 

Garung  15 18 6 33.33% 

Kejajar  16 16 4 25.0% 

Mojotengah 19 52 15 28.84%
R 

Watumalang  16 16 5 31.25% 

Selomerto  24 26 18 69.2% 

Leksono  14 14 7 50% 

Sukorajo  

 

17 17 3 17.64% 

Kaliwiro 21 63 30 49.20% 

Wadaslintang 17 33 4 12.1% 

Kalibawang  8 8 6 75% 

Jumlah 1948 558 176 31.54% 

 

Dari tabel IKU1.1.b.4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

jumlah siskamling aktif ada 176 dari 558 jumlah keseluruhan sehingga 

persentase siskamling aktif sejumlah 31.54%. 

Data 1.. 
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Data rincian elemen persentase FKPM/pokdarkamtibmas pada 

tahun 2024, dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.b.5 
 

Data persentase FKPM/pokdarkamtibmas tahun 2024 
 

Polsek Desa/ Kel Jumlah FKPM % 

Wonosobo  20 20 100% 

Kertek  21 21 100% 

Kalikajar  19 19 100% 

Sapuran 21 21 100% 

Kepil  17 17 100% 

Garung  15 15 100% 

Kejajar  16 16 100% 

Mojotengah 19 19 100% 

Watumalang  16 16 100% 

Selomerto  24 24 100% 

Leksono  14 14 100% 

Sukorajo  17 17 100% 

Kaliwiro 21 21 100% 

Wadaslintang 17 17 100% 

Kalibawang  8 8 100% 

jumlah 265 265 100% 

 

Dari tabel IKU1.1.b.5 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

jumlah FKPM/Pokdarkamtibmas ada 265 dari 265 desa/kelurahan 

sehingga persentase FKPM/Pokdarkamtibmas sejumlah 100%. 

 

Data rincian elemen persentase lembaga yang memiliki Polsus pada 

tahun 2024, dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.b.6 
 

Data persentase lembaga yang memiliki Polsus tahun 2024 
 

 

Jumlah lembaga 
Jumlah ideal 

Polsus 

Jumlah Polsus yang 

terbentuk 

 

% 

4 175 175 100% 

 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKU1.1.b.6 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

terdapat 4 lembaga yang memiliki Polsus dengan jumlah Polsus 175 

personel, apabila dibandingkan dengan jumlah ideal Polsus yakni 175 

personel, maka persentase lembaga yang memiliki Polsus sejumlah 

100%. Adapun lembaga yang memiliki Polsus antara lain Satpol PP 

sejumlah 47 Polsus, Polhut sejumlah 15 Personel, Lapas sejumlah 48 

Polsus, Kementerian Perhubungan (Dishub) dan  sejumlah 55 Polsus. 

 

Perbandingan  rincian  elemen  indeks  community  policing  tahun 

2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut:  

Tabel IKU1.1.b.7 

Perbandingan rincian elemen indeks community policing pada tahun 2024 

dengan tahun 2024 

 

Rincian elemen 2023 2024 

Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa (X1) 24.53% 
 

28.30% 

Persentase siskamling aktif (X2) 18.55% 31.54% 

Persentase FKPM (X3) 100% 100% 

Persentase lembaga yang memiliki Polsus (X4) 100% 100% 

Pembobotan X1 (25%) 6.13 
 

7.08 

Pembobotan X2 (30%) 5.56 9.46 

Pembobotan X3 (25%) 25.00 25.00 

Pembobotan X4 (20%) 20.00 20.00 

Total nilai 56.69 61.54 

 

Dari tabel Tabel IKU1.1.b.7 di atas dapat dilihat nilai elemen kinerja 

indeks community policing pada tahun 2024 sejumlah 64.54 mengalami 

peningkatan 4.85 apabila dibandingkan dengan  tahun 2023 sejumlah 

56.69. Hal ini dikarenakan jumlah siskamling aktif dan Bhabinkamtibmas 

pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada tahun 2023. 
 

 

3. Respon time kehadiran Polisi di TKP, penanggungjawab Satsamapta. 
 

Tabel IKU1.1.c.1 

Respon time kehadiran Polisi di TKP tahun 2024 

 

Respon 1.. 
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Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
 

Skor 

indeks 

 

Respon time 

kehadiran Polisi 

di TKP 

 

100 
 

% 
 

5 
 

21,12% 
 

1.06 

 

Dari tabel IKU1.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 respon 

time kehadiran Polisi di TKP nilainya 100%, dengan skala level kinerja 5 

dan  pembobotan  21,12% maka  nilai  skor  indeksnya  sejumlah  1,06. 

Pengukuran nilai elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP 

dihitung menggunakan rumus berikut: 

 

                                     P  =  ( 2 -  R ) X 100% 

                                                      T 

Keterangan: 
 

P = Persentase respon time 

R = Realisasi respon time 

T = Target respon time 

 

Pengukuran elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP 

pada tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:  

Tabel IKU1.1.c.2 

Data rincian elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP pada 

tahun 2024 

 

 

Rincian elemen 
 

Target 
 

Realisasi 
 

Nilai 

 

Respon time 
15 15 100% 

 

Dari tabel IKU1.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa respon time 

kehadiran Polisi di TKP dilakukan dalam waktu 15 menit, sedangkan 

standar waktu mendatangi TKP yaitu 15 menit, sehingga nilainya 100. 

Perbandingan elemen respon time kehadiran Polisi di TKP tahun 2024 

dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 1.. 
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Tabel IKU1.1.c.3 

Perbandingan respon time kehadiran Polisi di TKP 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Rincian elemen 2023 2022 

Respon time kehadiran Polisi di TKP 15 15 

Standar 15 15 

Nilai 100 100 

 

Dari tabel IKU1.1.c.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai elemen kinerja 

respon time kehadiran Polisi di TKP pada tahun 2024 sejumlah 100 sama 

dengan tahun 2023 sejumlah 100%. 

 

4. Persentase     pengamanan     obyek     vital     dan     target     rentan, 

penanggungjawab Satsampata. 

 

Tabel IKU1.1.d.1 

Persentase pengamanan obyek vital dan target rentan tahun 2024 

 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Persentase 

pengamanan obyek 

vital dan target rentan 

100 % 5 17,69% 0.88 

 

Dari tabel IKU1.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

persentase pengamanan obyek vital dan target rentan nilainya 100%. 

dengan skala level kinerja 5 dan pembobotan 17,69% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0.88. Pengukuran elemen kinerja persentase 

pengamanan  obyek  vital  dan  target  rentan  pada  tahun  2024 dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.d.2 

Data rincian elemen kinerja persentase pengamanan obyek vital 

dan target rentan pada tahun 2024 

 

Rincian elemen Target Realisasi Nilai 

Persentase          pengamanan 

obyek vital dan target rentan 

3 3 100% 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKU1.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa obyek vital dan target 

rentan yang dilakukan pengamanan sejumlah 3 dari target 3, sehingga  

nilainya  100%. Rincian  data  pengamanan  obyek  vital dan target rentan 

pada tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.d.3 

Rincian data pengamanan obyek vital dan target rentan  

pada tahun 2024 

 
 

No 
 

Lembaga 
 

Masa berlaku 

 

1. BRI Cabang Wonosobo  S.D. 2025 
 

2. BNI Cabang Wonosobo  
 

S.D. 2025 
 

3. Mandiri Cabang Wonosobo  
 

S.D. 2025 

 

Perbandingan elemen persentase pengamanan obyek vital dan 

target  rentan  tahun  2024  dengan  tahun  2023  dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.d.4 

Perbandingan persentase pengamanan obyek vital dan target rentan 

tahun 2024 dengan tahun 2023 
 

Rincian elemen 2024 2023 

Target pam obvit dan target rentan 3 5 

Realisasi pam obvit dan target rentan 3 5 

Persentase pam obvit dan target rentan 100% 100% 

 

Dari tabel IKU1.1.d.4  di  atas  dapat  dilihat bahwa  nilai elemen 

kinerja persentase pengamanan obyek vital dan target rentan pada tahun 

2024 sejumlah 100% mengalami penurunan pada jumlah Mou nya tapi 

untuk presentase pengamanan objek vital dan rentan sama yaitu 100%. 

 

5. Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan, penanggungjawab 

Satintelkam 
Tabel IKU1.1.e.1 

Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan tahun 2024 

 

 

Persentase 1.. 
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Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Persentase kemampuan 

reduksi potensi 

gangguan 

33.33 % 3.17 11,72% 0.37 

 

Dari tabel IKU1.1.e.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

persentase kemampuan reduksi potensi gangguan nilainya 33.33% 

dengan skala level kinerja 3 dan pembobotan 11,72% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0.37. Pengukuran elemen kinerja persentase 

kemampuan reduksi potensi gangguan pada tahun 2024 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.e.2 

Data rincian elemen kinerja persentase kemampuan reduksi potensi 

gangguan pada tahun 2024 

 
 

Rincian elemen 
 

 

Selisih 

 

 

Nilai  

Potensi Gangguan 
 

Gangguan Nyata 

3 2 
 

1 
 

33.33% 

 

Dari tabel IKU1.1.e.2 di atas dapat dilihat gangguan nyata pada tahun 

2024 sejumlah 2 kejadian dari potensi gangguan sejumlah 3 kejadian 

sehingga gangguan yang dapat direduksi sejumlah 1 kejadian, maka 

nilainya 33.33%. 

 

Data gangguan nyata pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut: 

1. Pada hari Senin 12 Februari 2024, Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB, 

Bertempat di Kantor Bawaslu Kab. Wonosobotelah dilaksanakan 

Penyampaian laporan dugaan penyelenggara pemilu dank ode etik 

oleh Komunitas Masyarakat Peduli Demokrasi (KOMPILASI) terhadap 

teduga pelaku Komisioner KPUD Wonosobo a.n Riswahyu Raharjo 

yang diduga melalkukan pelanggaran tindak pemilu diproses hokum 

(pada tanggal 20 Maret 2024 diputus Hukuman Penjara 1 Tahun dan 

Subsider 10 juta dengan masa percobaan 2 Tahun tanpa terkena 

tindak pidana); 

 

2.Pada 1.. 
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2. Pada hari minggu tanggal 18 februari 2024 pukul 07.00 s.d 18.30 WIB 

Telah dilaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS 19 Kel Wonosobo 

Barat dan TPS 9 Kel. Selomerto karena adanya pemilih dari luar TPS 

menggu7nakan hak pilih tidak sesuai ketentuan. 

 

Perbandingan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan 

tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.e.3 

Perbandingan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Rincian elemen 
 

2023 
 

2022 

 

Potensi gangguan 
 

16 
 

3 

 

Gangguan nyata 
 

2 
 

2 

 

Selisih 
 

14 
 

1 

 

Nilai 
 

87.50% 
 

33.33% 

 

Dari tabel IKU1.1.e.3  di  atas  dapat  dilihat  nilai  elemen  kinerja 

persentase kemampuan reduksi potensi gangguan  pada tahun 2024 

sejumlah 33.33% mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan 

tahun 2023 dengan nilai 87.50%. 

 

6. Crime rate, penanggungjawab Bagops. 

 

Tabel IKU1.1.f.1 

Crime rate tahun 2024 
 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Crime rate 26.32 4.93 27,30% 1.35 

 

Dari tabel IKU1.1.f.1 di atas dapat dilihat crime rate pada tahun 

2024 nilainya 26,32, dengan skala level kinerja 4.93 dan pembobotan 

27,30% maka nilai skor indeksnya sejumlah 1,35. Pengukuran crime rate 

dihitung dari jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 

penduduk. Pengukuran elemen kinerja crime rate pada tahun 2024 dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel 1.. 

 



38 
 

Tabel IKU1.1.f.2 

Data rincian elemen kinerja crime rate pada tahun 2024 
 

Rincian elemen Jumlah 

Jumlah kasus kejahatan 127 kasus 

Jumlah penduduk 898.732jiwa 

Jumlah kasus kejahatan per 100.000 

penduduk (crime rate) 

26,32 

 

Dari tabel IKU1.1.f.2 di atas dapat dilihat bahwa kejahatan yang 

terjadi pada tahun 2024 sejumlah 127 kejadian dari 898.732jiwa jumlah 

penduduk, sehingga crime rate nilainya 26,32. Perbandingan crime rate 

tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKU1.1.f.3 

Perbandingan crime rate tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah kasus kejahatan 127 122 

Jumlah penduduk 898.732 896.346 

Jumlah kasus kejahatan per 100.000 

penduduk (crime rate) 

26.32 13.61 

 

Dari tabel IKU1.1.f.3 di atas dapat dilihat nilai elemen kinerja crime 

rate pada tahun 2024 sejumlah 26,32 mengalami peningkatan apabila 

dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai 13.61. 

 

 

b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

 

Tabel IKU1.2 

Perbandingan indeks harkamtibmas tahun 2024 dengan tahun 2023 
 

 

 

Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2024 2023 
 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks

Road safety index 9,89% 4.60 4.60 0,46
5 

4.86 4.86 0.48 

Indeks community 12,31% 56.67
% 
100% 

2.83 
 

0.35 
 

31.38 

 

1.78 

 

0.22 

 
policing 

Respon time 21,12% 100% 5.00 1.06 
66.67 3.33 

0.70 
kehadiran Polisi di 
TKP 

Persentase 17,69% 100% 
 

5.00 
 

0.88 
99.1 

 

4.96 

 

0.88 

 
pengamanan obyek 
vital dan target 
rentan 
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Persentase 11,72% 33.33
% 

3.17 0.55 87.50 4.69 0.55 
kemampuan reduksi 
potensi gangguan 

Crime rate 27,30% 26,32 4.93 1.35 13.63 4.93 1.35 

Total 100%  4.65  4.18 

Indeks harkamtibmas (skor x 20) 92.83   83.6 

 

Dari tabel IKU1.2 di atas dapat dilihat indikator kinerja indeks 

harkamtibmas pada tahun 2024 sejumlah 92,83 mengalami peningkatan 9,8 

apabila dibandingkan tahun 2023 sejumlah 83,6. Capaian kinerja indeks 

harkamtibmas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan 

dalam grafik berikut: 

Grafik 1 

Perbandingan indeks Harkamtibmas dari 2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa indeks harkamtibmas mengalami 

peningkatan dari tahun 2020-2024. 

 

c) Membandingkan  realisasi  kinerja  dengan  target  jangka  menengah  dalam 

Renstra 

Tabel IKU1.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target 

jangka menengah dalam Renstra 

 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2024 

 

Realisasi 

2024 

 

 

% 

 

Indeks harkamtibmas 

 

84.90 

 

84.90 

 

92.83 

 

109.34% 

 

 

 

Dari 1.. 

70

75

80

85

90

95

2020 2021 2022 2023 2024

Series 1
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Dari  tabel  IKU1.3  dapat  dijelaskan  bahwa  target  jangka  menengah 

Renstra yaitu 84.90 dari target tahun 2024 dengan 84.90 sehingga realisasi 

kinerja tahun 2024 sejumlah 92.83 apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah dalam Renstra, maka capaiannya sejumlah 109.34%. 

 
 

d) Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan adalah koordinasi yang baik antar 

satfung, pembina fungsi satuan atas, lintas sektoral dan masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga harkamtibmas. Upaya yang telah 

dilakukan antara lain: 

1. Penanganan TKP diutamakan menolong korban yang masih hidup untuk 

segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk 

menekan fatalitas kematian karena kecelakaan lalu lintas; 

2. Membangun kerjasama dengan rumah sakit dalam penanganan korban 

kecelakaan lalu lintas; 

3. Melaksanakan patroli dengan sasaran daerah rawan tindak kriminalitas 

dan kecelakaan lalu lintas guna mencegah timbulnya gangguan 

kamtibmas; 

4. Meningkatkan deteksi dini dan monitoring dengan pembuatan produk 

intelijen terkait informasi yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. 

 

e) Analisa efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik personel, anggaran 

maupun sarana prasarana 

 

1. Analisa efisiensi penggunaan personel 

a) Melaksanakan patroli secara berkesinambungan dengan sistem 

piket regu; 

b) Adanya pelatihan peningkatan kemampuan personel yang terlibat 

untuk mendukung pelaksanaan tugas; 

c) Koordinasi yang baik antara petugas turwali/piket Polres, Polsek 

dan masyarakat untuk mendatangi TKP. 

 

2. Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

a) Anggaran  Dikmas  Lantas  untuk  memberikan  edukasi  kepada 

masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas; 

 

Anggaran 1.. 
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b) Anggaran Pemberdayaan Potensi Keamanan untuk mendukung 

pelaksanaan community policing; 

c) Anggaran  Turwali  baik  Polres  maupun  Polsek  dalam  rangka 

menekan crime rate dan respon time kasus kejahatan yang terjadi; 

d) Anggaran Penyelenggaraan PNBP Pamobvit untuk pemenuhan 

pengamanan obyek vital dan target rentan sesuai MoU; 

e) Anggaran  Analisis  Keamanan  serta  Penyelenggaraan  Strategi 

Keamanan dan Ketertiban bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya 

dan Keamanan Negara untuk mendukung kegiatan intelijen guna 

mengurangi potensi konflik sosial. 

 

Apabila dari anggaran yang ada diperkirakan sisa di akhir tahun, 

maka akan dilakukan revisi anggaran, hal ini dilakukan agar anggaran 

yang telah disediakan oleh negara dapat digunakan dan diserap secara 

optimal. 

 

3. Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung 

operasional kegiatan tupoksi berupa peralatan yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan, baik perlengkapan perorangan maupun kendaraan 

roda 2 termasuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 

yang ada. Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan diharapkan 

dapat memperpanjang masa pakai sehingga berdampak baik dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sarana prasarana 

tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan kegiatan 

kepolisian. 

 

f) Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja indeks harkamtibmas adalah sebagai berikut: 

1. Melaksanakan  patroli  dialogis  dengan  warga  masyarakat  dengan 

memberikan himbauan masyarakat; 

2. Melaksanakan patroli skala besar setiap akhir pekan dan hari libur/hari 

libur nasional serta pada situasi kondisi tertentu (balap liar, begal, geng 

motor dan lain-lain); 

 

3.Melakukan 1.. 
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3. \Melaksanakan  Blue  Light  Patrol  (BLP)  yaitu  patroli  rutin  dengan 

menggunakan mobil patroli dengan menyalakan rotator guna mencegah 

adanya gangguan kamtibmas dan tindak kejahatan; 

4. Melaksanakan pengamanan ambang gangguan dengan menempatkan 

anggota di lokasi-lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk memberikan 

rasa aman dan nyaman; 

5. Pimpinan memberikan arahan dan anev secara rutin (periodik bulanan 

dan mingguan) kepada pejabat utama tentang evaluasi kegiatan yang 

dilaksanakan, perencanaan kegiatan ke depan serta menjalin hubungan 

emosional dan kekompakan antar pimpinan dengan anggota; 

6. Membentuk Tim Reaksi Cepat yang merespon secara cepat laporan 

kejadian di wilayah hukum Polres Wonodobo; 

7. Kawal  Ambulans,  yakni  pelayanan  masyarakat  berupa  mengawal 

ambulans yang membawa pasien gawat darurat menuju rumah sakit 

rujukan; 

8. Dalam rangka community policing, seluruh Bhabinkamtibmas secara 

rutin menyapa masyarakat dan memberi informasi kamtibmas melalui 

program BMW (Bhabinkamtibmas Menyapa Warga) via Grup Whatsapp; 

 

2. Sasaran strategis SS2. Terwujudnya Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan, 

dengan indikator kinerja utama IKU2. Indeks Gakkum. 

 

a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKU2 

Indeks Gakkum tahun 2024 
 

 

Indikator Kinerja Utama 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Indeks Gakkum 
96,40 97,66 101,30% 

 

Dari tabel IKU2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja 

utama indeks gakkum pada tahun 2024 mencapai 97,66 dari target 96,40 

dengan capaian kinerja sebesar 101,30%, sehingga pencapaian kinerja 

tercapai melebihi target yang ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja 

indeks gakkum pada tahun 2024 dihitung dari jumlah skor indeks elemen 

kinerja sebagai berikut 

 

 

Tabel 1.. 
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Tabel IKU2.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks gakkum tahun 2024 

 

 

Elemen 
 

Nilai 

 

Skala 
kinerja 

 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Clearance rate kejahatan 
konvensional 

81,05 4,62 
 

25,84% 1.19 

 

Clearance rate kejahatan 
transnasional 

96,97 4,92 
 

25,07% 1,23 

 

Clearance rate kejahatan 
kekayaan negara 

100 5 
 

26,78% 1,34 

 

Persentase penyelesaian perkara 
tindak pidana laka lantas 

100 5 
 

22,31% 1,12 

 

Total 
 

100% 4,88 

 

Indeks Gakkum (skor indeks x 20) 97,66 

 

Dari tabel IKU2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

gakum diukur berdasarkan skor indeks dari elemen clearance rate kejahatan 

konvensional, clearance rate kejahatan transnasional, clearance rate kejahatan 

kekayaan negara dan persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka 

lantas.   Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada 

tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut: 

1) Clearance rate kejahatan konvensional, penanggungjawab Satreskrim. 
 

Tabel IKU2.1.a.1 
 

Clearance rate kejahatan konvensional tahun 2024 
 

 

Rincian elemen 
 

 

Nilai 

 

Skala 
indeks 

 

 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

T 
 

K 

95 77 
 

81.05% 
 

4.62 
 

25,84% 
 

1.19 

 

Dari tabel IKU2.1.a.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan konvensional pada tahun 2024 sejumlah 95 kasus, 

penyelesaian sejumlah 77 kasus sehingga nilainya 81.05%, dengan skala 

indeks 4.62 dan pembobotan 25,84% maka nilai skor indeksnya sejumlah 

1,19. Data jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Table 1. 
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Tabel IKU2.1.a.3 
 

Data penyelesaian kasus kejahatan konvensional per jenis kasus 

tahun 2024 

 

Jenis kasus Lapor Selesai % KET 

Currat 22 19 86.36% 3 Kasus Proses 
Sidik 

Curanmor 2 1 50% 1 Kasus Proses 
Lidik  

Curras 2 4 150% 2 Kasus Tunggakan 
2023  

Curbi 10 6 60% 4 Kasus Proses 
Sidik  

Penganiayaan 
biasa/ringan  

2 2 100% - 

Kdrt  3 4 133.3% Tunggakan 2023 

Penipuan  2 3 150% 1 Kasus Tunggakan 
2023 

Penggelapan  3 3 100% - 

Perjudian  14 8 57.14% 6 Kasus proses 
Sidik  

TP Pemilu 1 1 100% - 

Cabul / Setubuh 
anak  

13 10 76.92% 3 Kasus Proses 
Sidik  

Pengeroyokan  6 3 50% 3 Kasus Proses 
Sidik 

Migas  2 2 100% - 

Pemalsuan  1 0 0% 1 Kasus Proses 
Sidik  

Kekerasan 
seksual  

1 2 150% 1 Kasus Tunggakan 
2023 

Percobaan 
pencurian  

1 1 100% - 

Kekerasan anak  3 3 100% - 

Bahan peledak  2 2 100% - 

Perzinahan  1 0 0% 1 Kasus Proses 
Sidik  

Pemerasan  1 1 100% - 
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Pencemaran 
nama baik 

1 1 100% - 

Ite  1 1 100% - 

TOTAL  95 77 81.05%  
 

 

Dari tabel IKU2.1.a.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 kasus 

kejahatan konvensional tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan 

(Currat) dengan jumlah laporan 22 kasus dan penyelesaian sejumlah 19  

kasus,  sehingga  persentase  penyelesaian  perkaranya  sejumlah 

86.36%. Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan 

konvensional pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU2.1.a.4 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional tahun 

2024 dengan tahun 2023 

Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah kasus 95 122 

Jumlah penyelesaian kasus 77 108 

Capaian 81.05 88.52 

Skala indeks 4.62 4.77 

Bobot 25,84% 25,84% 

Skor indeks 1.21 1.25 

 

Dari tabel IKU2.1.a.4 di atas dapat dilihat skor indeks elemen 

kinerja clearance rate kejahatan konvensional pada tahun 2024 sejumlah 

1,21 mengalami penuruanan 0.04 apabila dibandingkan dengan tahun 

2023 dengan skor indeks 1,25. 

 

2) Clearance rate kejahatan transnasional, penanggungjawab Satreskrim 

dan Satresnarkoba 

Tabel IKU2.1.b.1 

Clearance rate kejahatan transnasional tahun 2024 

 

 

Tabel 1.. 
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Rincian elemen  

Nilai 
Jenis kasus T K 

TP PO 1 0 0% 

TP Siber 0 0 0% 

TP Narkoba 32 32 100% 

Total 33 32 96.96% 

Skala indeks 4,92 

Bobot 25,07% 

Skor indeks 1,25 

 

Dari tabel IKU2.1.b.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan transnasional pada tahun 2024 sejumlah 33 kasus, 

penyelesaian sejumlah 32 kasus sehingga nilainya 96.96%, dengan skala 

indeks 4,92 dan pembobotan 25,07% maka nilai skor indeksnya sejumlah 

1,23. 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional 

pada  tahun  2024  dengan  tahun  2023  dapat  ditabulasikan  sebagai 

berikut: 

Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah kasus 33 31 

Jumlah penyelesaian kasus 32 30 

Capaian 96.96 96.77 

Skala indeks 4.92 4.92 

Bobot 25,07% 25,07% 

Skor indeks 1.25 1.25 

 

Dari tabel IKU2.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan transnasional pada tahun 2024 sejumlah 33 kasus, penyelesaian 

sejumlah 32 kasus sehingga nilainya 96.96%, dengan skala indeks 4,92 

dan pembobotan 25,07% maka nilai skor indeksnya sejumlah 1,23. 

 
3) Clearance   rate   kejahatan   kekayaan   Negara,   penanggungjawab 

Satreskrim 

 

 

Tabel 1.. 
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Tabel IKU2.1.c.1 
 

Clearance rate kejahatan kekayaan negara tahun 2024 
 

Rincian elemen  

Nilai 
Jenis kasus T K 

TP Korupsi 1 1 100% 

TP Minerba 0 0 0% 

Total 1 1 100% 

Skala indeks 5 

Bobot 26,78% 

Skor indeks 1.34 

 

Dari tabel IKU2.1.c.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan kekayaan negara pada tahun 2024 1 kasus, realisasi 1 kasus 

sehingga nilai capainnya adalah 100%, dengan skala indeks 5 dan 

pembobotan 26,78% maka nilai skor indeksnya 1.34 sejumlah.  

1) Tindak pidana korupsi. Untuk penanganan tindak pidana korupsi 

selama  tahun  2024,  Satreskrim  menyerap  anggaran  sejumlah Rp. 

144.000.000,- (100%) dari pagu Rp. 160.000.000,- dan anggaran 

Blokir sebesar Rp. 16.000.000,- dengan data penanganan perkara 

sebagai berikut : 

a) Laporan Polisi Nomor : LP/A/20/XII/2024/SPKT.Satreskrim/ Polres 

Wonosobo/Polda Jawa Tengah  29 Desember 2024.  

Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/108/XI/RES.3.3./2024, 

tanggal 29 Desember 2024. 

Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. 

Sidik/108/XI/RES.3.3./2024, tanggal 29 Desember 2024 

Barang Bukti Dalam proses penyitaan. 

 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan 

negara pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: 

Tabel IKU2.1.c.2 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

Tabel 1.. 
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Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah kasus 1 1 

Jumlah penyelesaian kasus 1 1 

Capaian 100% 100% 

Skala indeks 5 5 

Bobot 26,78% 26,78% 

Skor indeks 1,34 1,34 

 

Dari tabel IKU2.1.c.2  di  atas  dapat  dilihat skor  indeks  elemen 

kinerja clearance rate kejahatan kekayaan negara pada tahun 2024 

sejumlah 1,34 sama dengan tahun 2023 dengan skor indeks 1,34. 

 

4) Persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas, penanggungjawab 

Satlantas. 

Tabel IKU2.1.d.1 

Persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas tahun 2024 
 

Rincian elemen  

Nilai 

 

Skala 
indeks 

 

Bobot 

 

Skor 
indeks T K 

430 430 100 5 22,31% 1.34 

 

Dari tabel IKU2.1.d.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus tindak 

pidana laka lantas pada tahun 2024 sejumlah 430 kasus, penyelesaian 

sejumlah 430 kasus sehingga nilainya 100%, dengan skala indeks 5 dan 

pembobotan 22,31% maka nilai skor indeksnya sejumlah 1,12 

(pembulatan dua desimal dari 1,113). Pada tahun 2024, Satlantas 

menangani 430 kasus laka lantas dengan penyelesaian sejumlah 430 

kasus berupa P-21 untuk 1 kasus, SP3 untuk 9 kasus, dan Restorative 

Justice untuk 420 kasus. Data kasus tindak pidana laka lantas pada tahun 

2024 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel IKU2.1.d.2 

Jumlah tindak pidana laka lantas tahun 2024 

 
 

NO BULAN JML LP 
KORBAN 

KERMAT 
MD LB LR 

1 JANUARI 39 4 0 42  Rp      27,400,000  

2 FEBRUARI 39 5 0 42  Rp        9,400,000  

3 MARET 32 6 0 34  Rp      34,200,000  

      Table 1.. 
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4 APRIL 53 5 1 54  Rp      41,900,000  

5 MEI 46 2 0 47  Rp       42,200,000  

6 JUNI 34 7 0 31  Rp       17,200,000  

7 JULI 24 3 0 30  Rp         4,800,000  

8 AGUSTUS 28 5 0 30  Rp         4,550,000  

9 SEPTEMBER 40 9 0 46  Rp        23,050,000  

10 OKTOBER 41 8 0 44  Rp        15,300,000  

11 NOVEMBER 27 5 0 28  Rp        32,300,000  

12 DESEMBER 27 3 0 29  Rp          5,400,000  

JUMLAH 430 62 1 457 Rp      257,700,000 

 

Dari tabel IKU2.1.d.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 jumlah 

tindak pidana laka lantas tertinggi terjadi di bulan April sejumlah 53 kasus, 

sedangkan jumlah laka lantas terendah terjadi pada bulan Juli sejumlah 

24 kasus. Perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak pidana laka 

lantas pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: 

Tabel IKU2.1.d.3 

Perbandingan persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas 

tahun 2024 dengan tahun 2023 
 

Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah tindak pidana laka lantas 430 433 

Jumlah penyelesaian tindak pidana laka lantas 430 433 

Nilai 100% 100% 

Skala indeks 5 5 

Bobot 22,31% 22,31% 

Skor indeks 1.12 1.12 

 

Dari  tabel  IKU2.1.d.3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  persentase 

penyelesaian  tindak  pidana  laka  lantas  pada  tahun  2024 dan 2023 

sejumlah 100% .  

 

b. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKU2.2 

Perbandingan indeks gakkum tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

 

 

Tabel 1.. 
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Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2024 2023 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks

Clearance rate 
kejahatan 
konvensional 

25.84% 81.05 4.62 1.19 88.52 4.77 1.25 

Clearance rate 
kejahatan 
transnasional 

25.07% 96.97 4.92 1.23 96.77 4.92 1.25 

Clearance rate 
kejahatan 
kekayaan negara 

26.78% 100 5 1.34 100 5 1.34 

Persentase 
Penyelesauan 
Perkara Tindak 
Pidana Laka 
Lantas  

22.31% 100 5 1.12 100 5 1.12 

Total  100%   4.88   4.96 

Indeks Gakkum (skor x 20) 97.66   99.2 

 
 

Dari tabel IKU2.2 di atas dapat dilihat indikator kinerja indeks gakkum 

pada tahun 2024 sejumlah 97.66 mengalami peningkatan sejumlah 1.54 

apabila dibandingkan tahun 2023 sejumlah 99,20. Capaian kinerja indeks 

gakkum pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan dalam 

grafik berikut: 

Grafik 2 

Perbandingan indeks gakkum tahun 2024 s.d 2023 
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Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa indeks gakkum sejak tahun 2020 -2023 

meningkat namun untuk tahun 2024 ini  mengalami penurunan dikarenakan 

banyaknya kasus yang belum terselesaiakn prosesnya.  

 

c. Membandingkan  realisasi  kinerja  dengan  target  jangka  menengah  dalam 

Renstra 

Tabel IKU2.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah 

dalam Renstra 

 

 

Indikator Kinerja Utama 
Target 

Renstra 

Target 

2024 

Realisasi 

2024 

 

% 

Indeks gakkum 93,54 94,63 99,37 106,23% 

 

 

Dari  tabel  IKU2.3  dapat  dijelaskan  bahwa  target  jangka  menengah 

Renstra yaitu 93,54, lebih rendah 1,09 (1,15%) dari target tahun 2023 dengan 

94,63 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 99,37 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 106,23%. 
 

 

d.     Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis  penyebab  keberhasilan  pencapaian  kinerja  indeks  gakkum 

adalah sebagai berikut: 

1) Penyidik memahami manajemen penanganan perkara tindak pidana, 

sehingga pelaksananaan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, 

selain itu pimpinan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penyidik 

tentang manajemen penanganan tindak pidana; 

2) Kesiapsiagaan juga koordinasi yang baik antara petugas turwali dan 

petugas piket untuk mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP serta 

mengamankan barang bukti; 

3) Adanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam penyelesaian 

kasus tindak pidana. 

 

 

Upaya 1.. 
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Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indeks gakkum 

melalui beberapa upaya antara lain sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi  dengan  jaksa  penuntut  umum  untuk  mendapatkan 

petunjuk kelengkapan berkas perkara; 

2) Berkoordinasi  dengan  fungsi  intelkam  guna  mendapatkan  informasi 

intelijen terkait perkara yang ditangani, serta unit identifikasi untuk 

mendapatkan informasi hasil olah TKP; 

3) Meningkatkan upaya penyelidikan dengan lebih mengefektifkan jaringan 

informasi dan penyusunan anatomi kejadian tindak pidana; 

4) Untuk   menekan   terjadinya   tindak   pidana,   maka   fungsi   Binmas, 

Satresnarkoba dan Satlantas melakukan upaya untuk pembinaan dan 

penyuluhan kepada masyarakat. 

 

e. Analisa efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik personel, anggaran 

maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

1) Analisa efisiensi penggunaan personel 

 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah personel yang 

melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak 

pidana harus sudah memiliki Skep Penyidik atau Skep Penyidik 

Pembantu, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat penyidik, 

sedangkan personel yang tidak memiliki Skep Penyidik maupun Skep 

Penyidik Pembantu ditugaskan menjadi staf administrasi. Untuk 

meningkatkan kemampuan, personel diikutsertakan prolat/dikbangspes 

yang diadakan oleh Polda Jateng maupun Mabes Polri. 

 

2) Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah melaksanakan 

penyerapan anggaran penanganan tindak pidana secara optimal sesuai 

kebutuhan riil di lapangan. Apabila dari anggaran yang ada diperkirakan 

sisa di akhir tahun, maka akan dilakukan revisi anggaran, hal ini 

dilakukan agar anggaran yang telah disediakan oleh negara dapat 

digunakan dan diserap secara optimal.  

 

 

3)Analisa 1.. 
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3)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung 

operasional kegiatan tupoksi baik perlengkapan  perorangan maupun 

kendaraan bermotor termasuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan 

prasarana yang ada. Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan 

diharapkan dapat memperpanjang masa pakai sehingga dapat 

digunakan secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 
 

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja indeks gakkum adalah sebagai berikut: 
 

1) Mengaktifkan  kring serse  berupa  pembagian  personel Satreskrim  di 

masing-masing kecamatan untuk memudahkan kegiatan monitoring 

wilayah kerawanan di wilayah hukum Polres Wonosobo; 
 

2) Membentuk Tim Reaksi Cepat yang merespon secara cepat laporan 

kejadian di wilayah hukum Polres Wonosobo guna menjaga TKP dalam 

keadaan status quo agar mempermudah proses olah TKP; 

 

3) Mengaktifkan  nomor  layanan  Satreskrim  di  wilayah  hukum  Polres 

Wonosobo, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pengaduan yang dipasang di Satreskrim dan medsos Satreskrim Polres 

Wonosobo. 

 

Pengukuran Kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024, selain menyajikan capaian 

Indikator Kinerja Utama dari Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum yang menunjang 

capaian Indikator Kinerja Impact Indeks Kamtibmas, juga menyajikan capaian dari 

Indikator Kinerja Penunjang yang berada pada sasaran strategis SS3. Profesionalisme 

SDM, SS4. Modernisasi Teknologi dan SS5. Pengawasan yang Profesional, Akuntabel, 

Bersih Terbuka dan Melayani dalam bentuk nilai Indeks Agregat Kinerja Penunjang. 

Perhitungan Indeks Agregat Kinerja Penunjang mengagregasikan nilai dari tiga 

indeks yakni Indeks Human Capital (IHC) dengan bobot 14,28%, Indeks Technology 

Capital (ITC) dengan bobot 28,56% dan Indeks Organization Capital (IOC) dengan bobot 

57,16%. Realisasi Indeks Agregat Kinerja Penunjang tahun 2023 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 1..
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Tabel III 
 

Pengukuran Indeks Agregat Kinerja Penunjang Tahun 2024 
 

 

No 
 

Indeks 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Nilai 

 

1 
 

Indeks Human Capital (IHC) 3,15 
 

14,28% 0,45 

 

2 
 

Indeks  Technology  Capital 
(ITC) 

0.76 
 

28,56% 2.65 

 

3 
 

Indeks Organization Capital 

(IOC) 

2.13 
 

57,16% 4.09 
 

 

Realisasi Indeks Agregat Kinerja Penunjang 3.60 

 

Level kinerja (1-5) 
 

Level 3 (3-<4) 

 

Dari penjelasan tabel III di atas, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Agregat Kinerja 

Penunjang pada tahun 2024 mencapai nilai 3,60 berada pada level kinerja 3. Analisis 

capaian dari masing-masing indeks pada tahun 2024, disajikan sebagai berikut: 

 

1. Indeks Human Capital (IHC) 

 

Indeks Human Capital (IHC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS3. Profesionalisme SDM Polres Wonosobo 

dengan bobot kinerja 14,28%. Perhitungan Indeks Human Capital (IHC) dihitung 

dari penjumlahan IKP1. Indeks Profesionalitas SDM Polres Wonosobo dikali bobot 

7,14% dan IKP2. Persentase pemenuhan Prolat Polres Wonosobo dikali bobot 

7,14% lalu dibagi 14,28%. Realisasi Indeks Human Capital (IHC) Polres Wonosobo 

tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel III.1 
 

Pengukuran Indeks Human Capital (IHC) Polres Wonosobo Tahun 2024 
 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP1 Indeks Profesionalitas SDM 3,60 7,14% 0,26 

IKP2 Persentase pemenuhan Prolat 3,41 7,14% 0,24 

Jumlah 0.50 

Bobot kinerja 14,28% 

Realisasi Indeks Human Capital (IHC) 3,15 

Level kinerja (1-5) Levell3  
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Dari tabel III.1, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Human Capital (IHC)pada 

tahun 2024 mencapai nilai 3,15 berada pada level kinerja 3. 

 

Analisis capaian pada sasaran strategis SS3. Profesionalisme SDM  dari 

masing-masing IKP pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 

 

a. IKP1. Indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo, penanggungjawab Bag 

SDM. 

 

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP1 

Indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo tahun 2024 

 

 

Indikator Kinerja Pendukung 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 
 

Indeks profesionalitas SDM 

Polres Wonosobo 

64,21 62,02 96,59% 

 

Dari tabel IKP1 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo pada 

tahun 2024 mencapai 62,02 dari target 64,21 dengan capaian kinerja 

sebesar 96,59%, sehingga berhasil mencapai target yang ditetapkan. 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks profesionalitas SDM Polres 

Wonosobo tahun 2024 dihitung dari jumlah skor indeks elemen kinerja 

sebagai berikut: 

Tabel IKP1.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks profesionalitas SDM 

Polres Wonosobo tahun 2024 

 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Persentase pelaksanaan rekruitmen 
(N1) 

14,65 
 

25% 4,66 

 

Persentase kompetensi pengisian 
jabatan AKP dan Inspektur (N2) 

58,82 
 

40% 23,52 

 

Persentase jumlah input SMK anggota 
Polri dengan kategori minimal Baik dari 
seluruh anggota Polri (N3) 

99,31 
 

25% 24,83 
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Persentase jumlah input PPK PNS Polri 
dengan kategori minimal Baik dari 
seluruh PNS Polri (N4) 

100 
 

5% 5 
 

 

Persentase pemberian reward (N5) 100 
 

5% 5 

 

Realisasi 62,02 

 

Indeks kinerja Level 
3 

 
 

Dari tabel IKP1.1 dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polres Wonosobo diukur berdasarkan skor indeks dari 

elemen persentase pelaksanaan rekruitmen, persentase kompetensi 

pengisian jabatan AKP dan Inspektur, persentase jumlah input SMK 

anggota Polri dengan kategori minimal Baik dari seluruh anggota Polri, 

persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori minimal Baik dari 

seluruh PNS Polri dan persentase pemberian reward. Capaian nilai 

elemen kinerja indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo tahun 

4dapat disajikan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 3 

Capaian nilai elemen kinerja indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo 

tahun 2024 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari  grafik  3,  dapat  dilihat  bahwa  elemen  kinerja  N1  yakni 

presentase  pelaksanaan  rekruitmen  memiliki  capaian  terendah  yaitu 

15,85%. 
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Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2024 

dapat disajikan sebagai berikut: 

 

a) Persentase pelaksanaan rekruitmen. 
 

Tabel IKP1.1.a 
 

Persentase pelaksanaan rekruitmen tahun 2024 
 

 

Animo 
 

Kuota 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

116 17 14,65% 
 

25% 
 

3,66 

 
 Dari tabel IKP1.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

dari animo 116 orang terdapat kuota 1 7  orang sehingga 

capaiannya 14,65%, dengan pembobotan 25% maka skor 

indeksnya sejumlah 3,66. Pengukuran skor indeks elemen kinerja 

persentase pelaksanaan rekruitmen diukur dari jumlah kuota dibagi 

jumlah animo dikali dengan nilai pembobotan 25%. Jumlah animo 

dan kuota  pelaksanaan  rekruitmen  yang  diikuti  pada  tahun  

2024 sebagai berikut: 

Tabel IKP1.1.a.2 

Jumlah animo dan kuota pelaksanaan rekruitmen tahun 2024 

 

Jenis rekruitmen Animo Kuota % 

Akpol 4 0 0% 

Bintara 106 15 14,15% 

Tamtama 6 2 33,3% 

Rekpro 0 0 0% 

Jumlah 116 17 14,65% 

 

Dari tabel IKP1.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2024 pelaksanaan rekruitmen Bintara memiliki animo dan kuota 

yang tertinggi. 

 

b) Persentase kompetensi pengisian jabatan AKP dan Inspektur. 
 

Tabel IKP1.1.b.1 

Persentase kompetensi pengisian jabatan AKP dan Inspektur tahun 

2024 

Tabel 1.. 
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DSP ideal 
Jabatan 

yang terisi 

 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

68 40 58,82 40% 23,53 

 

Dari tabel IKP1.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah jabatan AKP dan Inspektur yang terisi sejumlah 40 personel  

dari  68 personel  DSP  ideal  sehingga  capaiannya 58,82%, 

dengan pembobotan 40% maka skor indeksnya sejumlah 23,53. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase kompetensi 

pengisian jabatan AKP dan Inspektur diukur dari jumlah jabatan 

AKP dan Inspektur yang terisi dibagi jumlah jabatan AKP dan 

Inspektur sesuai DSP ideal dikali dengan nilai pembobotan 40%. 

Jumlah jabatan AKP dan Inspektur pada tahun 2024 

dapatditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel IKP1.1.b.2 

Jumlah jabatan AKP dan Inspektur pada tahun 2024 

 

Jenis jabatan DSP Terisi % 

AKP 32 22 68,75% 

Inspektur 36 18 44,4% 

Jumlah 68 40 58,82% 
 

Dari tabel IKP1.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa pengisian 

jabatan yang masih kurang yakni untuk jabatan Inspektur sebesar 

58,82%. 
 

c) Persentase  jumlah  input  SMK  anggota  Polri  dengan kategori 

minimal Baik dari seluruh anggota Polri. 

 

Tabel IKP1.1.c.1 

Persentase jumlah input SMK anggota Polri dengan 

kategori minimal Baik dari seluruh anggota Polri tahun 2024 

 

Jumlah 

anggota Polri 

SMK minimal 

nilai Baik 

 

Nilai 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

577 573 99,31% 25% 24,82 
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Dari tabel IKP1.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah anggota Polri dengan SMK kategori minimal Baik 577 

personel dari 573 personel sehingga capaiannya 99,31%, dengan 

pembobotan 25% maka skor indeksnya sejumlah 24,82. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase jumlah input 

SMK anggota Polri dengan kategori minimal Baik dari seluruh 

anggota Polri diukur dari jumlah anggota Polri dengan SMK kategori 

minimal Baik dibagi jumlah seluruh anggota Polri dikali dengan nilai 

pembobotan 25%. Jumlah input SMK dengan minimal nilai Baik 

dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKP1.1.c.2 

Jumlah input SMK dengan minimal nilai Baik Tahun 2024 

 

 

Jenis pangkat 
Jumlah 

anggota 

SMK nilai 

min Baik 

 

% 

Pamen 7 7 100% 

Pama 42 42 100% 

Bintara 528 524 99,24% 

Jumlah 577 573 99,31% 

 

Dari tabel IKP1.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa jenis pangkat 

yang memiliki nilai SMK dengan minimal Baik tertinggi yakni pamen 

dan pama dengan 99,31. 

 

d) Persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori minimal 

Baik dari seluruh PNS Polri. 

Tabel IKP1.1.d.1 

Persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori 

minimal Baik dari seluruh PNS Polri tahun 2024 

 

Jumlah PNS 

Polri 

 

PPK minimal 

nilai Baik 

 

Nilai 
 

Bobot 

 

Skor 

indeks 

 

8 
8 

 

100% 
 

5% 
 

5,00 
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Dari tabel IKP1.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah PNS Polri dengan PPK kategori minimal Baik 8 personel 

dari 8 personel sehingga capaiannya 100%, dengan pembobotan 

5% maka skor indeksnya sejumlah 5. Pengukuran skor indeks 

elemen kinerja persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan 

kategori minimal Baik dari seluruh PNS Polri diukur dari jumlah PNS 

Polri dengan PPK kategori minimal Baik dibagi jumlah seluruh PNS 

Polri dikali dengan nilai pembobotan 5%. 

 

Jumlah input PPK PNS Polri dengan minimal nilai Baik dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKP1.1.d.2 

Jumlah input PPK PNS dengan minimal nilai Baik Tahun 2023 

 

 

 

Jenis pangkat 

 

Jumlah 

anggota 

 

PPK 

nilai min 

Baik 

 

 

% 

 

Golongan III 
5 5 100% 

 

Golongan II 3 3 100% 

 

Golongan I 0 0 0 

 

Jumlah 8 8 100% 

 

Dari tabel IKP1.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2024 PPK seluruh PNS Polri minimal nilai Baik. 

 

e) Persentase pemberian reward. 
 

Tabel IKP1.1.e.1 

Persentase pemberian reward tahun 2024 
 

Jumlah 

pengajuan 

Jumlah 

Reward 

 

Nilai 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

108 108 100 5% 5 
 

Dari tabel IKP1.1.e.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah reward yang diberi sejumlah 108 dari 108 pengajuan, 

maka capaian nilainya 100%, dengan pembobotan 5% maka nilai 

skor indeksnya sejumlah 5.  

Pengukuran 1.. 
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Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase 

pemberian reward diukur dari jumlah reward yang diberi dibagi 

dengan jumlah pengajuan dikali dengan nilai pembobotan 5%.   

Jumlah   pemberian   reward   pada   tahun   2024   dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel IKP1.1.e.2 

Jumlah pemberian reward pada tahun 2024 

 

Bulan 
Pemberian 

Reward  

Pengajuan Realisasi 

Bulan Januari  48 48 

Bulan Juni 47 47 

Bulan Oktober  13 13 

Jumlah 108 108 
 

Dari tabel IKP1.1.e.2 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

reward terbanyak diberikan pada Bulan Januari 2024. 

 

 

2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

 

Tabel IKP1.2 

Perbandingan indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Indikator Kinerja Pendukung 2024 2023 % 

Indeks profesionalitas SDM 

Polres Wonosobo 

62,02 63.36 97.89% 

 
Dari  tabel  IKP1.2  dapat  dilihat  bahwa  indikator  kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polres Wonosobo pada  tahun  2024  sejumlah 

62,02 dibandingkan dengan tahun 2023 sejumlah 63.36 mengalami 

penurunan di elemen animo pendaftaran dan jumlah anggota yang 

melaksanakan prolat.  
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3) Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Rensta 

Tabel IKP1.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2024 

Realisasi 

2024 

 

% 

Indeks profesionalitas 

SDM Polres Wonosobo 

64,21 64,21 62,02 96,59% 

 

Dari tabel IKP1.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 64,21 sama dari target tahun 2024 dengan 64,21 sehingga 

realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 62,02 apabila dibandingkan 

dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya 

sejumlah 96,59%. 
 

 

4) Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polres Wonosobo adalah pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik dari segi rekruitmen, pembinaan karier, 

pendendalian dan perawatan personel. 

 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polres Wonosobo melalui beberapa upaya antara 

lain sebagai berikut: 

 

a) Melakukan  sosialisasi  tentang  penerimaan  anggota  Polri  serta 

melaksanakan rekruitmen dengan prinsip BETAH; 

b) Melakukan pemetaan jabatan; 

c) Melakukan sosialisasi tentang cara pengisian penilaian SIPK dan 

PPK kepada anggota Polri dan PNS Polri; 

d) Melakukan   wanjak   pemberian   reward   bagi   anggota   yang 

berprestasi. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

Analisa 1.. 
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6) Analisa efisiensi penggunaan personel 

a) Analisa efisiensi penggunaan personel adalah sebagai berikut: 

 

(1) Seluruh anggota berperan serta dalam melakukan amplifikasi 

sosialisasi rekruitmen melalui media sosial; 

(2) Pengisian  jabatan  AKP  dan  Inspektur  dengan  menunjuk 

personel dengan pangkat Iptu/Ipda/Bintara tinggi dan PNS 

Gol IV/III. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah 

menggunakan anggaran dalam DIPA, antara lain: 

(1) Anggaran rekruitmen pada Program Profesionalisme SDM 

Polri; 

(2) Anggaran Beladiri Berkala dan Snack Binrohtal yang didukung 

dari Dukops Polres pada Program Harkamtibmas; 

(3)    Anggaran Honor Binrohtal dan TKJ pada Program Dukma.  

 

c)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung operasional kegiatan tupoksi berupa peralatan yang 

diperlukan dalam melakukan kegiatan, baik perlengkapan 

perorangan maupun kendaraan roda 2, sedangkan untuk kegiatan 

secara online menggunakan fasilitas internet dan perangkat 

telekomunikasi. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo sebagai 

berikut: 

 

a)     Sosialisasi dan kegiatan penerimaan terpadu anggota Polri; 

b) Pembinaan dan pelatihan calon siswa sebelum memasuki masa 

pendidikan; 

c) Pelatihan bela diri dan menembak serta tes kesamaptaan jasmani 

secara periodik; 

d)     Pembinaan rohani dan mental; 

e)Pemberian 1.. 
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e) Pemberian   penghargaan   saat   upacara   bendera   agar   dapat 

menumbuhkan rasa kebanggaan bagi penerima reward dan 

menjadikan semangat bagi personel lain; 

f)      Upacara Wisuda Purna Bhakti untuk anggota dan PNS Polri. 

 
 

b.     IKP2. Persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo, penanggungjawab 

Bag SDM. 

 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP2 

Persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung 

 

Target 

 

Realisasi 

 

% 

Persentase pemenuhan prolat 

Polres Wonosobo 

88,02 46,42 52,73 

 

Dari tabel IKP2 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo pada 

tahun 2024 mencapai 46,42 dari target 88,02 dengan capaian kinerja 

sebesar 52,73%, sehingga target pencapaian kinerja belum dapat 

tercapai. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase pemenuhan 

prolat diukur dari jumlah personel yang mengikuti prolat dibagi dengan 

jumlah usulan prolat selama tahun berjalan dikali dengan nilai 

pembobotan 100%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polres Wonosobo tahun 2024 dihitung dari jumlah 

skor indeks elemen kinerja sebagai berikut: 

 

Tabel IKP2.1 

Persentase anggota yang mengikuti prolat tahun 2024 

 

 

Rincian elemen 
 

 

Nilai % 

 

 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Level 
kinerja  

Usulan 
 

Realisasi 

28 13 46,42% 
 

100 46,42  Level 2 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP2.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 

anggota yang mengikuti prolat sejumlah 13 personel dari 28 usulan, 

maka capaiannya 52,73% sehingga skor indeksnya 3,41 berada di level 

kinerja 2. Jumlah prolat yang diikuti selama tahun 2024 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKP2.2 

Jumlah prolat yang diikuti tahun 2024 

 

Jenis prolat Usulan Realisasi 

Pelatihan MOP 2 1 

Pelatihan RPK F.T Reskrim  2 1 

Lat BA Polsek sebagai Basis Deteksi 
Dini  

2 1 

Lat BA Tukbinjar Intelejen  2 0 

Lat BA Idik T.P Uang Palsu 2 2 

Lat BA Idik Curat dan Curas 2 1 

Lat BA Negosiator  2 1 

Lat BA Pengamanan VIP 2 0 

Lat BA BIN Pam Swakarsa  2 1 

Lat BA Binluh Kamtibmas  2 1 

Lat BA Etika Berlalu lintas  2 0 

Lat BA Pengawalan VIP  2 1 

Lat BA Keslap  2 2 

Lat BA Gaktiplin dan PAamwal Provos  2 1 

Jumlah 28 13 

 
 

Dari tabel IKP2.2 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 banyak 

usulan prolat yang tidak terakomodir secara penuh bahkan beberapa 

bahkan tidak terpenuhi sama sekali. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP2.3 

Perbandingan persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

 

Tabel 1.. 
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Rincian elemen 2024 2023 

Usulan 28 24 

Realisasi 13 12 

Nilai capaian 46,42% 50% 

 

Dari   tabel   IKP2.3   di   atas   dapat   dilihat   bahwa persentase 

pemenuhan  prolat  Polres Wonosobo  pada  tahun  2024  sejumlah 

46,42%  mengalami  penurunan  sejumlah  3,58% apabila dibandingkan 

tahun 2023 sejumlah 50%. Capaian kinerja persentase pemenuhan 

prolat Polres Wonosobo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 

dapat disajikan dalam grafik berikut: 

 
Grafik 4 

Perbandingan persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa persentase pemenuhan prolat 

Polres Wonosobo sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami 

naik turun. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP2.4 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

 

Tabel 1.. 
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Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

 

Persentase pemenuhan 

prolat Polres Wonosobo 

88,02 88,02 46,42 52,73% 

 

Dari tabel IKP2.4 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 88,02, sama dari target tahun 2024 dengan 88,02 

sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 46,42 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 52,73%. 
 

4)      Analisa penyebab kegagalan 

Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polres wonosobo adalah terbatasnya kuota 

pelaksanaan prolat.tahun 2020 s.d 2024. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polres Wonosobo melalui beberapa upaya antara lain 

sebagai berikut: 

a) Melakukan   pendataan   untuk   anggota   yang   berminat   untuk 

mengikuti prolat; 

b)     Mengirimkan usulan anggota yang akan mengikuti prolat ke Polda; 

c)     Mengirimkan personel sesuai surat pemanggilan dari Polda. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah personel yang 

mengikuti prolat melakukan transfer knowledge ke anggota yang 

lain. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah tidak ada 

anggaran dalam DIPA, karena penyelenggaraan pendidikan ada di 

tingkat satuan atas. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

 

Analisa 1.. 
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Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam pelaksanaan latkatpuan mandiri menggunakan seluruh 

sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung operasional 

kegiatan tupoksi berupa peralatan yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan, baik perlengkapan perorangan maupun 

kendaraan roda 2, sedangkan untuk mengikuti program Belajar 

Bersama dilakukan secara online menggunakan fasilitas internet 

dan perangkat telekomunikasi. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo adalah   

melaksanakan Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian kepada personel 

Polres Wonosobo dan perwakilan Polsek jajaran sesuai dengan 

fungsinya. 

 

2. Indeks Technology Capital (ITC) 

 

Indeks Technology Capital (ITC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS4. Modernisasi Teknologi Polres Wonosobo 

dengan bobot kinerja 28,56%. Perhitungan Indeks Technology Capital (ITC) 

dihitung dari total penjumlahan dari IKP3. Persentase pemenuhan alkom siap 

operasional Polres Wonosobo dikali bobot 7,14%, IKP4. Persentase pemenuhan 

pembangunan di jajaran Polres Wonosobo dikali bobot 7,14%, IKP5. Modernisasi 

sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini dengan bobot 7,14% dan IKP6. 

Persepsi user terhadap kemudahan akses data dengan bobot 7,14% lalu dibagi 

bobot 28,56%. Realisasi Indeks Technology Capital (ITC) Polres Wonosobo tahun 

2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut:  

Tabel III.2 

Pengukuran Indeks Technology Capital (ITC) Polres Wonosobo Tahun 2024 
 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP3 Persentase pemenuhan alkom 
siap operasional 

2,11 7,14% 0,15 

IKP4 Persentase pemenuhan 
pembangunan 

0,70 7,14% 0,05 

IKP5 Modernisasi sarana dan 
prasarana sesuai teknologi 
terkini 

4,13 7,14% 0,29 
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IKP6 Persepsi user terhadap 
kemudahan akses data 

3,66 7,14% 0,26 

Jumlah 0,76 

Bobot kinerja 28,56% 

Realisasi Indeks Technology Capital (ITC) 2,65 

Level kinerja (1-5) Level 2  

 

Dari tabel III.2, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Technology Capital (ITC) pada 

tahun 2024 mencapai nilai 2,65 berada pada level kinerja 2 dengan nilai capaian 

terendah pada IKP4. Persentase pemenuhan pembangunan. 

Analisis capaian pada sasaran strategis SS4. Modernisasi Teknologi Polres 

Wonosobo dari masing-masing IKP pada tahun 2024, disajikan sebagai berikut: 

 

a. IKP3. Persentase pemenuhan alkom siap operasional, penanggungjawab Si 

         TIK. 

 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP3 

Persentase pemenuhan alkom siap operasional tahun 2024 

 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase pemenuhan alkom 

siap operasional 

 

68,27 66,07 96,84% 

 

 

Dari tabel IKP3 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase pemenuhan alkom siap operasional pada 

tahun 2024 mencapai 66,07 dari target 68,27 dengan capaian kinerja 

sebesar 96,84%, sehingga pencapaian kinerja dapat melebihi target 

yang ditetapkan. 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

alkom siap operasional dihitung dari penambahan rasio pemenuhan 

kebutuhan infrastruktur  dikali 50% dan  rasio  pemenuhan  kebutuhan 

subsriber dikali 50%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional tahun 2024 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Table 1.. 
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Tabel IKP3.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan alkom 

siap operasional tahun 2024 

 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

Rasio pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur (I) 

75 % 50% 37,50 

Rasio pemenuhan kebutuhan 
subscriber (S) 

96,52 % 50% 48,26 

Realisasi 66,07 
Indeks 2,11 

Level kinerja 2 
 

Dari tabel IKP3.1 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks rasio 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur 37,50 dan skor indeks rasio 

pemenuhan kebutuhan subsriber 48,26 sehingga realisasi persentase 

pemenuhan alkom siap operasional nilainya 66,07 dengan skor indeks 

2,11 berada pada level kinerja 2. Capaian nilai elemen kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional tahun 2024 dapat disajikan dalam 

grafik berikut: 

 

Grafik 5 

Capaian nilai elemen kinerja persentase pemenuhan alkom 

siap operasional tahun 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik 5, dapat dilihat bahwa elemen kinerja rasio pemenuhan 

kebutuhan subsriber (S) memiliki capaian terendah yaitu 75%. 
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Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2024 

dapat disajikan sebagai berikut: 

a)     Rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur. 

Tabel IKP3.1.a 

Rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur tahun 2024 

 

 

Uraian 
Kebutuhan/ 

ideal 

Realiasi/ 

Tergelar 

 

Rasio 

MSO - - 100 

RBS 23 23 100 

Site Tower 1 1 100 

Repeater 1 1 100 

Jumlah 25 25 100 

Bobot 50% 

Skor indeks 50 

 

Dari tabel IKP1.3.a di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah infrastruktur yang tergelar sejumlah 25 unit dari kebutuhan 

sejumlah 25 unit, maka nilai rasionya 100 dengan pembobotan 50% 

maka nilai skor indeksnya sejumlah 50. Pada tahun 2024, 

infrastruktur yang tergelar sejumlah 0 unit MSO, 23 unit RBS, 1 site 

tower dan 1 unit repeater. 

 

b)     Rasio pemenuhan kebutuhan subsriber. 
 

Tabel IKP3.1.b 

Rasio pemenuhan kebutuhan subsriber tahun 2024 
 

 

Uraian 
Kebutuhan/ 

Ideal 

Realiasi/ 

Tergelar 

 

Rasio 

Radio fix stasion 23 23 100 

Radio mobile 32 32 100 

Radio HT 268 240 89,55 

Jumlah 323 295 96,52 

Bobot 50% 

Skor indeks 48,26 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP1.3.b di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

jumlah subsriber yang tergelar sejumlah 25 unit dari kebutuhan 

sejumlah 25 unit, maka nilai rasionya 75 dengan pembobotan 50% 

maka nilai skor indeksnya sejumlah 37,5. Pada tahun 2024, 

subsriber yang tergelar sejumlah 23 unit radio fix station, 32 unit 

radio mobile dan 268 unit radio HT. 

 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP3.2 

Perbandingan persentase pemenuhan alkom siap 

operasional tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2024 
 

2023 
 

% 

 

Persentase pemenuhan alkom 

siap operasional 

 

66,07 
 

66,07 
100% 

 

Dari tabel IKP3.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional pada tahun 2024 sejumlah 66,07 

dibandingkan dengan tahun 2023 masih sama. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga 

capaian tahun sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP3.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2024 

 

Realisasi 

2024 

 

 

% 

 

Persentase pemenuhan 

alkom siap operasional 

 

 

68,27 

 
68,27 

 
66,07 

 
96,83 

 

 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP3.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 68,27, sama dari target tahun 2024 yakni 68,27 sehingga 

realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 66,07 apabila dibandingkan 

dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya 

sejumlah 96,83%. 
 

4) Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional adalah pemeliharaan dan perawatan 

alkom yang rutin untuk mendukung tupoksi. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pelaksanaan 

harwat alkomlek dilaksanakan secara swakelola oleh Si TIK dan 

juga melibatkan pihak ketiga sebagai rekanan pelaksana harwat. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran dalam DIPA, antara lain: 

(1)    Anggaran harwat alkomlek dan har repeater pada Program 

Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri; 

(2)    Anggaran pengecekan alkom di Dukops Polres pada Program 

Harkamtibma. 
 

Apabila dari anggaran yang ada, diperkirakan akan sisa di 

akhir tahun, maka akan dilakukan revisi anggaran apabila output 

telah tercapai. Hal ini dilakukan agar anggaran yang telah 

disediakan oleh negara dapat digunakan dan diserap secara 

optimal. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam pelaksanaan pemenuhan alkom siap operasional 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung tupoksi. 

 

6)analisa 1.. 
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6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya kegiatan 

pengecekan dan harwat terhadap alkom dan tower yang dimiliki agar 

dapat berfungsi dengan baik untuk operasional kepolisian. 
 

b. IKP4. Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo,   

penanggungjawab Baglog 

1)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun ini 

Tabel IKP4 

Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo 

tahun 2024 
 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Persentase pembangunan di 

jajaran Polres Wonosobo 

66,67 0 0% 

 
Dari tabel IKP4 dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja 

pendukung persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polres 

Wonosobo pada tahun 2024 adalah 0 dari target 66,67 dengan capaian 

kinerja sebesar 0%, sehingga tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase pemenuhan 

pembangunan diukur dari jumlah realiasi pembangunan dibagi dengan 

jumlah usulan pembangunan  dikali dengan nilai pembobotan 100%. 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

pembangunan  di  jajaran  Polres Wonosobo  tahun  2024  dihitung 

sebagai berikut: 

Tabel IKP4.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo 

tahun 2024 

 

Rincian elemen 
 

 

Nilai 

 

 

Skor indeks 

 

 

Level kinerja 
 

Usulan 

 

Realisasi 
 

3 

 

0 

 

0% 

 

0,70 

 

1 (1-<2) 

 

 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP4.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

pembangunan yang diusulkan sejumlah 3 unit, namun tidak ada realisasi 

maka capaian dan nilainya 0%, dengan pembobotan 100% maka nilai 

skor indeksnya sejumlah 0,70. Pada tahun 2024 Polres Wonosobo 

mengusulkan  rencana kebutuhan ideal sejumlah 5 pembangunan yaitu 

pembangunan Mako Polsek Kejejar, Asrama Polsek Kejejar dan Gedung 

BPKB Sat Lantas, namun tidak ada yang terealisasi. 

 

2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP4.2 
 

Perbandingan persentase pemenuhan pembangunan di 

jajaran Polres Wonosobo tahun 2024 dengan tahun 2023 

 
 

Rincian elemen 
 

2024 
 

2023 

 

Usulan 
 

3 
 

3 

 

Realisasi 
 

0 
 

0 

 

Nilai 
 

0% 
 

0% 

 

Dari   tabel   IKP4.2   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo pada tahun 

2024 sama dengan tahun 2023 yakni 0%. Capaian kinerja persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo pada tahun 

2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 6 

Perbandingan persentase pemenuhan pembangunan di jajaran 

Polres Wonosobo tahun 2020 s.d. 2024 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

2020 2021 2022 2023 2024

Series 1



76 
 

Dari grafik 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2022 tidak ada pemenuhan pembangunan di jajaran Polres 

Wonosobo namun di tahun 2023 ada 1 pembangunan asrama Polsek 

Sapuran sedangkan tahun 2024 ini tidak ada pembangunan. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP4.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Persentase pemenuhan 

pembangunan di jajaran 

Polres Wonosobo 

 

 

66,67 

 

 

66,67 

 

 

0 

 

 

0% 

 

Dari tabel IKP4.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 66,67 sama dengan target tahun 2024 sejumlah 66,67, 

sehingga apabila realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 0 dibandingkan 

dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya 

sejumlah 0%. 

4) Analisa penyebab kegagalan 
 

Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo adalah 

dikarenakan tingginya kebutuhan pembangunan/renovasi di jajaran 

Polres Wonosobo namun sulitnya untuk mendapatkan pengadaan 

belanja modal yang masuk dalam DIPA Satker. Polres Wonosobo hanya 

dapat mengusulkan rencana pembangunan yang diperlukan kepada 

pembina fungsi di satuan atas, namun tidak dapat menentukan realisasi 

pengadaannya, hal ini disebabkan pemenuhan tersebut termasuk dalam 

kategori belanja modal. 

 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah 

sebagai berikut: 

a) berkoordinasi  dengan  Rolog  Polda  Jateng  untuk  menentukan 

prototipe bentuk bangunan; 

b)mengusulkan 1. 
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b)     mengusulkan  anggaran  pembangunan  yang  diperlukan  kepada 

Rorena Polda Jateng; 

c) Berkoordinasi dengan pihak Pemda Kab. Wonosobo serta pihak 

lain yang ingin memberi hibah barang dalam rangka pembangunan. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pengajuan 

usulan secara berjenjang dari tingkat Polres ke satuan atas, dengan 

berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonosobo 

untuk perhitungan pembiayaan dan pembuatan sketsa/denah 

bangunan. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menerima 

apabila ada donatur yang ingin memberi hibah barang ke 

Wonosobo dalam rangka  pembangunan/renovasi  gedung, serta 

menyerap anggaran pemeliharaan/perawatan gedung kantor yang 

tersedia dalam DIPA. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam proses pengajuan usulan pembangunan menggunakan 

seluruh sarana prasarana yang dimiliki. Selama usulan 

pembangunan    belum    dapat    terpenuhi,    maka     dilakukan 

pemeliharaan dan perawatan gedung kantor. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian kinerja ini adalah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten 

Wonosobo untuk pemenuhan pembangunan dalam bentuk hibah 

barang di tahun yang akan datang. 

 

c. IKP5.   Modernisasi   sarana   dan   prasarana   sesuai   teknologi   terkini, 

penanggungjawab Baglog 

 

1)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun ini 

Table 1.. 
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Tabel IKP5 

Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Modernisasi sarana dan prasarana 

sesuai teknologi terkini 

70,49 82,55 117,10% 

 

Dari tabel IKP5 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi 

terkini pada tahun 2024 mencapai 82,55% dari target 70,49% dengan 

capaian kinerja sebesar 117,10%, sehingga pencapaian kinerja dapat 

melebihi target yang ditetapkan. 

Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi sarana dan 

prasarana sesuai teknologi terkini dihitung dari total jumlah penambahan 

dari persentase pemenuhan almatsus transportasi operasional, 

persentase pemenuhan almatsus pengindraan dan gakkum, persentase 

pemenuhan almatsus teknologi informasi kepolisian, persentase 

pemenuhan almatsus forensik dan persentase pemenuhan almatsus 

persenjataan dibagi 5. Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi 

sarana  dan  prasarana  sesuai  teknologi  terkini  tahun  2024  sebagai 

berikut: 

Tabel IKP5.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi sarana 

dan prasarana sesuai teknologi terkini tahun 2024 

 

Elemen Kebutuhan Pemenuhan % 

Persentase pemenuhan 
almatsus transportasi 
operasional (TO) 

321 332 96,69% 

Persentase pemenuhan 
almatsus pengindraan dan 
gakkum (PG) 

8 10 80% 

Persentase pemenuhan 
almatsus teknologi informasi 
kepolisian (TIK) 

240 268 89,55% 

Persentase pemenuhan 
almatsus forensik (Fo) 

45 53 84,91% 

Persentase pemenuhan 
almatsus persenjataan (Pj) 

31.5
50 

51.2
00 

61,63% 

Jumlah 412,78 

Bilangan pembagi 5 

Realisasi kinerja 82,55% 
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Indeks 4,13 

Level kinerja 4 

 

Dari tabel IKP3.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah persentase 

pemenuhan almatsus transportasi operasional 96,69%, jumlah 

persentase pemenuhan  almatsus pengindraan dan  gakkum 80%, 

jumlah persentase pemenuhan almatsus teknologi informasi kepolisian 

89,55%, jumlah persentase pemenuhan almatsus forensik 84,91% dan 

jumlah persentase pemenuhan almatsus persenjataan 61,63% sehingga 

total jumlahnya 412,78%, setelah dibagi 5 maka realisasi kinerjanya 

82,55% dengan skor indeks 4,13 berada pada level kinerja 5. Capaian 

nilai elemen kinerja modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi 

terkini tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

 

Grafik 7 

Capaian nilai elemen kinerja modernisasi sarana dan prasarana 

sesuai teknologi terkini tahun 2024

 

Dari  grafik  7,  dapat  dilihat  bahwa  elemen  kinerja  persentase 

Pemenuhan Almatsus Transportasi Operasional (TO) memiliki capaian 

tertinggi yaitu 96,69%. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP5.2 

Perbandingan modernisasi sarana dan prasarana sesuai 

teknologi terkini tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Table 1. 
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Indikator Kinerja Pendukung 
 

2024 
 

2023 
 

% 

 

Modernisasi sarana dan prasarana 

sesuai teknologi terkini 

 

82,55 
 

80,15 
 

102,99 

 

Dari tabel IKP5.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja modernisasi 

sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini pada tahun 2024 sejumlah 

82,55% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 80,15% .  
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Rensta 

Tabel IKP5.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2024 

 

Realisasi 

2024 

 

% 

 

Modernisasi sarana dan 

prasarana sesuai 

teknologi terkini 

70,49 70,94 82,55 117,10 

 

Dari tabel IKP5.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 70,49, sama dari target tahun 2024 sejumlah 70,49, 

sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 82,55 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 117,10%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya 

pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan almatsus yang telah dimiliki. 

Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan almatsus ke 

Polda. 

5)       Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pelaksanaan 

harwat almatsus dikelola oleh Baglog sesuai aturan   pengadaan 

barang dan jasa. 

b) Analisa 1. 

c)  
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b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran harwat almatsus secara 

optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan. Apabila dari anggaran 

yang ada, diperkirakan akan sisa diakhir tahun, maka akan 

dilakukan revisi anggaran apabila output telah  tercapai. Hal ini 

dilakukan agar anggaran yang telah disediakan oleh negara dapat 

digunakan dan diserap secara optimal. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung tupoksi. 

 

6) Analisa   program/kegiatan   yang   dilaksanakan   adalah   melakukan 

penatausahaan dan pengelolaan barang milik Negara secara baik. Oleh 

karena itu, Polres Wonosobo mendapatkan penghargaan dari Asisten 

Kapolri Bidang Logistik untuk anggota yang berprestasi dalam 

penatausahaan dan pengelolaan BMN Polri guna penyusunan laporan 

keuangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 

 

 

d. IKP6. Persepsi user terhadap kemudahan akses data, penanggungjawab Si 

TIK 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 

Tabel IKP6 

Persepsi user terhadap kemudahan akses data tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Persepsi user terhadap 

kemudahan akses data 

3,60 3.66 101.67% 

 

 

 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP6 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persepsi user terhadap kemudahan akses data pada 

tahun 2024 mencapai 3,66  dari target  3,6  dengan  capaian  kinerja 

sebesar 101.67%, sehingga pencapaian kinerja dapat melebihi target 

yang ditetapkan. 

Persepsi kemudahan akses data mencerminkan kemampuan 

untuk memberikan akses data yang memadai di lingkungan internal 

Polres Wonosobo. Persepsi diperoleh dari suatu survei internal dengan 

membagikan kuesioner ke personel di Bag/Sat/Si sebagai responden 

pengguna data berbasis jaringan TIK di lingkungan Polres Wonosobo. 

Respon yang diberikan berupa suatu rating skala 1-5. Nilai akhir dari 

persepsi kemudahan data adalah rata-rata nilai untuk seluruh respon 

tersebut. 

Pengukuran elemen indikator kinerja persepsi user terhadap 

kemudahan akses data tahun 2024 dihitung dari jumlah skor indeks 

elemen kinerja sebagai berikut: 

 

Tabel IKP6.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persepsi user 

terhadap kemudahan akses data (dari survei internal) 

tahun 2024 

 
 

Pertanyaan survei 
 

Rating survei 

 

Apakah anda puas dengan layanan internet? (S1) 
 

3,53 
 

Apakah kecepatan internet memenuhi spesifikasi umum? 

(S2) 

 

3,53 

 

Apakah akses kecepatan internet stabil? (S3) 
 

3,53 
 

Apakah petugas cepat tanggap dalam merespon keluhan 

internet? (S4) 

 

3,53 

 

Apakah prosedur penanganan sesuai standar 

kualifikasi pelayanan? (S5) 

 

4,17 

 

Jumlah rating survei dari responden 
 

18,30 
 

Jumlah pertanyaan sebagai pembagi 
 

5 
 

Realisasi indeks 
 

3,66 
 

Level kinerja 
 

3 (3-<4) 

 

 

Dari 1..
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Dari tabel IKP6.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rating survei 

dari responden yakni 18,30, dengan pembagi 5 pertanyaan maka 

realisasi indeksnya mencapai 3,66 berada pada level kinerja 3. 
 

 

Capaian nilai elemen kinerja persepsi user terhadap kemudahan 

akses data berdasarkan rating survei pada tahun 2024 dapat disajikan 

dalam grafik berikut: 

Grafik 8 
 

Capaian nilai elemen kinerja persepsi user terhadap 

kemudahan akses data berdasarkan rating survei tahun 

2024 

 

Dari grafik 8, dapat dilihat bahwa rating survei S5 yakni prosedur 

penanganan sesuai standar kualifikasi pelayanan memiliki capaian 

tertinggi dengan indeks 4,17. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP6.2 

Perbandingan persepsi user terhadap kemudahan akses 

data tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2024 
 

2023 
 

% 

 

Persepsi user terhadap kemudahan 

akses data 

 

3,66 
 

3,62 
 

101,1 
 

 

Dari tabel IKP6.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persepsi user 

terhadap kemudahan akses data pada tahun 2024 sejumlah 3,66 

Sedangkan dengan tahun 2023 nilai 3,62.  

3)membandingkan 1. 

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

E1 E2 E3 E4 E5

Series 1

83 



27 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP6.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

% 

 

Persepsi user terhadap 

kemudahan akses data 

3,60 3,60 3,66 101,11% 

 

Dari tabel IKP6.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 3,60 sama dengan target tahun 2024 dengan 3,60 

sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 3,66 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 101,1%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah Si 

TIK sebagai penyelenggara pelayanan teknologi informasi memiliki 

kemampuan untuk memberikan akses data yang memadai di 

lingkungan internal Polres Wonosobo. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara 

lain: 

a)     pemeliharaan jaringan internet dan peralatannya; 

b) pelayanan sistem informasi, meliputi penyiapan dan 

penyajian data pelaksanaan kegiatan daring baik vidcon 

maupun aplikasi meeting; 

c) koordinasi  dengan  satuan  fungsi  internal  Polres Wonosobo 

dalam penggunaan teknologi informasi; 

d) koordinasi  dengan   pihak   ketiga   pemberi  layanan   jaringan 

internet. 

 

 

5)Analisa 1.. 
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5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah dengan 

personel Si TIK mampu secara cepat dan tanggap dalam 

menangani jaringan akses data sesuai prosedur standar 

kualifikasi pelayanan. 

b)  Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran dalam DIPA, antara lain: 

(1)    Anggaran Har Jaringan Internet pada Program Almatsus 

dan Sarpras Polri; 

(2)    Anggaran Biaya Langganan Internet pada Program 

Dukungan Manajemen. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

pengguna layanan dapat mengakses data menggunakan fasilitas 

peralatan mesin dan kantor yang terhubung dengan kabel 

internet atau WiFi. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya pelaksanaan MoU 

dengan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk penyelenggaraan 

jaringan internet. 

 

3. Indeks Organization Capital (IOC) 
 

Indeks Organization Capital (IOC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS5. Sistem Pengawasan yang akuntabel, 

bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo dengan bobot kinerja 57,16%. 

Perhitungan Indeks Organization Capital (IOC) dihitung dari total penjumlahan 

dari IKP7. Nilai AKIP dengan bobot 7.14%, IKP8. Laporan Keuangan dengan bobot 

7.14%, IKP9. Nilai Indeks dari Nilai Reformasi Birokrasi dengan bobot 7.15%, 

IKP10 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) dengan bobot 7.14%, IKP11. 

Nilai Indeks dari Nilai Kinerja Anggaran dengan Bobot 7.15%. IKP12. Persentase 

85 



29 
 

 

penanganan pengaduan masyarakat dengan bobot 7.15% dan IKP13. 

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri dengan bobot 

7.15% lalu dibagi bobot 57,16%. Realisasi Indeks Organization Capital (IOC) 

Polres Wonosobo tahun 2024 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel III.3 

Pengukuran Indeks Organization Capital (IOC) Polres Wonosobo Tahun 2024 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP7 Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 

4.13 8.17% 0.34 

IKP8 Laporan Keuangan 5 8.17% 0.41 

IKP9 Nilai Indeks dari Nilai Reformasi 
Birokrasi 

4.89 8.17% 0.40 

IKP10 Nilai Indeks dari Indeks 
Kepuasan Layanan Kepolisian 

4.35 8.17% 0.36 

IKP11 Nilai kinerja anggaran 4.95 8.16% 0.40 

IKP12 Persentase penanganan 
pengaduan masyarakat 

5 8.16% 0.41 

IKP13  Persentase penyelesaian 
masalah hukum yang dihadapi 
Polri 

1 8.16% 0.08 

Jumlah 2.39 

Bobot kinerja 57,16% 

Realisasi Indeks Organization Capital (IOC) 4.19 

Level kinerja (1-5) Level 4 

 

Dari tabel III.3, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Organization Capital (IOC) 

pada tahun 2024 mencapai nilai 4,19 berada pada level kinerja 4 dengan nilai 

capaian terendah pada IKP13. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK). 

 

Analisis capaian pada sasaran strategis SS5. Sistem Pengawasan yang 

akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polres Wonosobo dari masing-masing 

IKP pada tahun 2024, disajikan sebagai berikut: 

 

a. IKP7. Nilai     Akuntabilitas     Kinerja     Instansi     Pemerintah     (AKIP), 

penanggungjawab Bagren 

 

1)membandingkan 1.. 
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1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP7 

Nilai AKIP tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Nilai AKIP 
 

75,25 75,16 99,89% 

 

Dari tabel IKP7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2024 mencapai 75,16 dari target 75,25 dengan capaian kinerja sebesar 

99,89%, sehingga pencapaian kinerja dapat tahun 2024 kurang sedikit 

dari target yang ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja nilai 

AKIP tahun 2024 dihitung sebagai berikut: 

Tabel IKP7.1 

Pengukuran elemen indikator nilai AKIP tahun 2024 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Level 
kinerja 

 

Nilai AKIP 
 

75,16 
 

100% 
 

4,13 
 

4 (4-<4,5) 

 

Dari tabel IKP7.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2024 yakni 75,16, dengan pembobotan 100% maka skor indeksnya 

4,13 berada di level kinerja 4. Pengukuran skor indeks elemen kinerja 

nilai AKIP diukur dari nilai hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh 

Itwasda Polda Jateng di tahun berjalan dikali dengan nilai pembobotan 

100%. 

Pada tahun 2024, Itwasda Polda Jateng melakukan penilaian 

evaluasi AKIP terhadap dokumen perencanaan tahun 2024 dan 

laporan kinerja tahun 2023, Polres Wonosobo mendapatkan nilai 75,16 

kategori BB (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem 

manajemen kinerja yang handal). Dokumen perencanaan yang telah 

dievaluasi antara lain Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 

Perubahan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Perubahan, Rencana 

Aksi Kinerja tahun 2024, Perjanjian Kinerja tahun 2024, Indikator 

Kinerja Utama (IKU) tahun 2024, Laporan Anev Capaian Kinerja 

Triwulan I tahun 2024 serta Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 

Perubahan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 

2023. 

Adapun 1.. 
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Adapun temuan dan rekomendasi dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 

2024 oleh Tim Evaluasi Itwasda Polda Jateng yaitu: 

a) Hasil temuan evaluasi, dokumen Laporan Anev Capaian Kinerja 

Triwulan I tahun 2023 sudah dibuat namun isi dokumen belum 

sesuai ketentuan; 

b) Rekomendasi   evaluasi,   agar   memperbaiki   dokumen   anev 

pengukuran kinerja triwulan sesuai ketentuan. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP7.2 

Perbandingan nilai AKIP tahun 2024 dengan tahun 2023 

Rincian elemen 2024 2023 

 

Nilai AKIP 75,16 73,61 

Bobot 100% 100% 

Skor indeks 75,16 73,61 

 

Dari tabel IKP7.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2024  sejumlah 75,16 mengalami  peningkatan  sejumlah  1,06  apabila 

dibandingkan tahun 2023 sejumlah 73,61. Capaian kinerja nilai AKIP 

sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dalam 

grafik berikut: 

Grafik 9 
 

Perbandingan nilai AKIP pada tahun 2020 s.d. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari 1. 
 

Dari grafik 9 dapat dilihat bahwa nilai AKIP mengalami peningkatan 

sejak tahun 2020 – 2022 sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan 

dan 2024 naik siknifikan. 
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3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 

dalam Renstra 

Tabel IKP7.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

% 

 

Nilai AKIP 
75,25 75,25 75,16  

99,89% 

 

Dari tabel IKP7.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra yaitu 75,25, sama dari target tahun 2024 dengan 

75,25 sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 75,16 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 99,89%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

Polres Wonosobo selalu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan 

oleh Tim Evaluasi AKIP Itwasda Polda Jateng. Upaya yang dilakukan 

dalam rangka pencapaian kinerja adalah menyusun produk 

perencanaan 

dan laporan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah produk 

perencanaan dan laporan  kinerja disusun oleh  Bagren  dengan 

mengumpulkan data dari seluruh Satfung/Polsek secara berjenjang 

sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawabnya. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

 

Analisa 1.. 
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Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

secara optimal, apabila diperkirakan ada sisa maka dilakukan revisi 

sesuai kewenangan. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. 

 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah melakukan pengukuran capaian kinerja 

secara berkala setiap triwulan  untuk  mengevaluasi capaian masing- 

masing indikator inerja. 

 

b. IKP8. Penyajian Laporan Keuangan, penanggungjawab Sikeu 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP8 

Penyajian Laporan Keuangan tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Penyajian Laporan Keuangan  
3 3 100% 

 

Dari tabel IKP8 di atas, dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan 

Keuangan pada tahun 2024 mencapai 3 dari target 3 dengan capaian 

kinerja sebesar 100%, sehingga dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 

 

2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP8.2 

Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan tahun 2024 dengan tahun 

2023 

 

 

Table 1.. 
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Rincian elemen 2024 2023 

 

Penyajian Laporan Keuangan  3 3 

Bobot 100% 100% 

Skor indeks 5 5 

 

Dari tabel IKP8.2 di atas dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan 

Keuangan pada tahun 2024 sejumlah 3 laporan sama  dibandingkan 

tahun 2023 sejumlah 3 Laporan Keuangan yaitu Laporan Keuangan 

Semester I, Laporan Keuangan Triwulan III dan Laporan Akhir Tahun. 

Capaian kinerja Penyajian Laporan Keuangan sejak tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 10 
 

Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan pada tahun 2020 s.d. 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dari grafik 10 dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan Keuangan 

sama sejak tahun 2020 – 2024 sejumalah 3 Laporan Keuangan. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 

dalam Renstra 

Tabel IKP8.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

% 

Penyajian 
Laporan 
Keuangan  

3 3 3  

100% 
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Dari tabel IKP8.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra yaitu 3 sama dari target tahun 2024 dengan 3 

sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 3 apabila dibandingkan 

dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya 

sejumlah 100%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

Polres Wonosobo selalu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan 

oleh Tim BidKeu Polda Jateng tentang jumlah penyajian laporan 

keuangan yang susai target termasuk kesesuaian realisasi anggaran, 

neraca keuangan, asset dan penanggungjawaban keuangan yang 

dinilai akuntabel. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah produk 

laporan keuangan disusun oleh  Seksi Keuangan Polres 

Wonosobo dengan mengumpulkan data dari seluruh 

Satfung/Polsek secara berjenjang sesuai indikator kinerja yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran DIPA Laporan Keuangan Semester 1, semester 2, 

Honor Benma, Operator SAS, SAIBA, SIMAKBMN, SAKTI dan 

SMAP. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. 

6)Analisa 1.. 
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6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah melakukan pengukuran capaian kinerja 

secara berkala setiap triwulan  untuk  mengevaluasi capaian masing- 

masing indikator inerja. 

 
c. IKP9. Nilai RBP, penanggungjawab Bagren  

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 

Tabel IKP9 

Nilai RBP tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Nilai RBP  
72,25 95,41 132,05% 

 

Dari tabel IKP9 di atas, dapat dilihat bahwa Nilai RBP pada tahun 

2024 mencapai 95,41 dari target 72,25 dengan capaian kinerja sebesar 

132,05%, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. 

 

3) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP9.2 

Perbandingan Nilai RBP tahun 2024 dengan tahun 2023 

Rincian elemen 2024 2023 

 

Nilai RBP  95,41 92,32 

Bobot 100% 100% 

Skor indeks 4,89 4,81 

 

Dari tabel IKP9.2 di atas dapat dilihat bahwa Nilai RBP pada tahun 

2024 Sebesar 95,41 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 92,32. 

Capaian kinerja Penyajian Laporan Keuangan sejak tahun 2020 sampai 

dengan tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 11 
 

Perbandingan Nilai RBP pada tahun 2020 s.d. 2024 

 

 

 

 

Grafik 1. 
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Dari grafik 11 dapat dilihat bahwa Nilai RBP sama sejak tahun 

2020 – 2024 Terus mengalami kenaikan. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah 

dalam Renstra 

Tabel IKP9.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

% 

Nilai RBP 72,25 72,25 95,41 132,05 

 

Dari tabel IKP9.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra yaitu 72,25 sama dari target tahun 2024 dengan 

72,25 sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 95,41 diambil di 

Aplikasi Epzi apabila dibandingkan dengan target jangka menengah 

dalam Renstra, maka capaiannya sejumlah 132,05%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

hasil evaluasi Tim RBP Rorena Polda Jateng melalui penilaian mandiri 

reformasi birokrasi Polri mengacu pada 8 area perubahan antara lain 

menajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, 

penataan tatalaksana, penataan SDM Aparatur, penguatan 

akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas 

pelayanan public. 

5) Analisa 1. 
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5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

 

Analisa efisiensi penggunaan personel terhadap nilai 

Reformasi Birokrasi Polri oleh anggota Bagian Perencanaan 

Polres Wonosobo dengan mengumpulkan data dari seluruh 

Satfung/Polsek secara berjenjang sesuai indikator kinerja yang 

menjadi tanggungjawabnya. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran DIPA yang digunakan untuk kegiatan rapat RBP dan 

survey indeks kepuasan masyarakat. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah melakukan pengukuran capaian kinerja 

secara berkala setiap triwulan  untuk  mengevaluasi capaian masing- 

masing indikator inerja. 

 
d. IKP10. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK), penanggungjawab 

SPKT, Satintelkam, Satlantas, Satbinmas dan Bag SDM 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 

Tabel IKP10 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2024 

 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) 

97,80 80,47 82,28 

 
 

Dari 1. 
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Dari  tabel  IKP10,  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  indikator  

kinerja pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 

pada tahun 2024 mencapai 80,47 dari target 97,80 dengan capaian 

kinerja sebesar 82,28%, sehingga dapat mencapai target yang 

ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja Indeks Kepuasan 

Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 20234dihitung dari jumlah skor 

indeks elemen kinerja sebagai berikut: 

Tabel IKP10.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2024 

 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

Kualitas pelayanan 100 % 20% 20 

Kecepatan pelayanan 100 menit 30% 30 

Kewajaran dan kepastian biaya 98,24 % 30% 29,47 

Konsistensi penyelenggaraan 
prinsip BETAH 

5 1-5 20% 1 

Realisasi 80,47 

Indeks 4,35 

Level kinerja 4 (4-<4,5) 

 

Dari tabel IKP10.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja 

IKLK diukur berdasarkan skor indeks dari elemen kualitas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, kewajaran dan kepastian biaya serta konsistensi 

penyelenggaraan prinsip BETAH. Pada tahun 2024, realisasi kinerja 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) mencapai 80,47 dengan 

indeks 4,35 berada pada level kinerja 4. 

 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 

20234dapat disajikan sebagai berikut: 

a)     Kualitas pelayanan. 

Tabel IKP10.1.a.1 

Kualitas pelayanan tahun 2024 

Rincian elemen  

% nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
 

Nilai 
Satfung 

SPKT 100 % 20% 20,00 

Satintelkam 100 % 20% 20,00 
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Satlantas 85 1-85 20% 20,00 

Satbinmas 100 % 20% 20,00 

Bag SDM 5 1-5 20% 20,00 

Realisasi 100% 100 

 

Dari tabel IKP10.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

nilai kualitas pelayanan yakni 100. Perbandingan kualitas 

pelayanan tahun 2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKP9101.a.2 

Perbandingan kualitas pelayanan tahun 2024 dengan tahun 2023 

Rincian elemen 2024 2023 

SPKT 20,00 20,00 

Satintelkam 20,00 20,00 

Satlantas 20.00 20.00 

Satbinmas 20,00 20,00 

Bag SDM 20,00 20,00 

Nilai 100% 100% 

Bobot 20% 20% 

Skor indeks 20,00 20,00 

 

Dari tabel IKP10.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa skor 

indeks elemen kinerja kualitas pelayanan tahun 2024 sama 

dengan tahun 2023 dengan jumlah 20,0. 

 

 

c)     Kewajaran dan kepastian biaya. 
 

Tabel IKP10.1.c.1 

Kewajaran dan kepastian biaya tahun 2024 
 

 

Satfung 
 

% nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
 

Nilai 

Satintelkam 100 % 50% 50,00 

Satlantas 83 1-85 50% 48,82 

Realisasi 100% 98,82 

 

Dari tabel IKP10.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

nilai kewajaran dan kepastian biaya yakni 98,82. Perbandingan 

kewajaran dan kepastian biaya tahun 2024 dengan tahun 2023 

dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel 1.. 
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Tabel IKP10.1.c.2 

Perbandingan kewajaran dan kepastian 

biaya tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Rincian elemen 2024 2023 

Satintelkam 50,00 50,00 

Satlantas 48,82 47,06 

Nilai 98,82% 97,06% 

Bobot 30% 30% 

Skor indeks 29,65 29,12 

 

Dari tabel IKP10.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa skor 

indeks elemen kinerja kewajaran dan kepastian biaya tahun 2024 

sejumlah 29,65 mengalami peningkatan 0,53 apabila 

dibandingkan tahun 2023 dengan 29,12. 

 

d)     Konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH. 

Tabel IKP10.1.d.1 

Konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH tahun 2024 

 

Satfung Nilai Bobot Skor indeks 

Bag SDM 4,70 20% 0,94 

Dari tabel IKP9.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

nilai konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH yakni 0,94. 

Perbandingan konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH 

tahun 

2024 dengan tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel IKP10.1.d.2 

Perbandingan konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH 

tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

Rincian elemen 2024 2023 

Nilai 4,7 4,7 

Bobot 20% 20% 

Skor indeks 0,94 0,94 

 

Dari 1.. 
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Dari tabel IKP10.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks 

elemen kinerja konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH tahun 

2024 sejumlah 0,94 sama dengan tahun 2023. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP10.2 

Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 

(IKLK) tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

 

 

Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2024 2023 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

Kualitas pelayanan 20% 100 20,00 100 20,00 

Kecepatan pelayanan 30% 100 30 100 30 

Kewajaran dan kepastian 
biaya 

30% 98,64 29,59 97,06 29,12 

Konsistensi 
penyelenggaraan prinsip 
BETAH 

20% 4,7 0,94 4,7 0,94 

Realisasi 100%  80,53  79,92 

 

Dari tabel IKP10.2 dapat dilihat skor indeks elemen kinerja Indeks 

Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2024 sejumlah 80,53 

mengalami peningkatan 0,61 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 

dengan nilai 79,92. Capaian kinerja kinerja Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat 

disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 11 
Perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian 

(IKLK) sejak tahun 2020 s.d. 2024 
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Dari grafik 12 dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan, 

namun pada tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP10.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) 

97,80 97,80 80,53 82,34% 

Dari tabel IKP10.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra yaitu 97,80 sama dari target tahun 2024 dengan 

97,80 sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 80,53 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 82,34%. 

 

 

4)       Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah 

memberikan upaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan 

pelayanan publik. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Petugas  layanan  selalu  memberikan  senyum,  sapa  dan  salam 

kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik; 

b) Petugas layanan selalu menyelesaikan waktu pelayanan sesuai 

dengan SOP pelayanan publik; 

c) Menyediakan   tempat   pelayanan   publik   yang   nyaman   bagi 

masyarakat; 

d)     Memasang tanda tarif pelayanan yang berlaku. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  

personel, anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan 

antara lain: 

a)analisa 1.. 
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a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah seluruh 

personel berperan aktif dalam peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, terutama Satfung yang langsung bersentuhan dengan 

unit pelayanan publik. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran secara optimal, apabila diperkirakan sisa maka dilakukan 

revisi anggaran. Anggaran yang terdukung di dalam DIPA berupa 

honor pelaksana PNBP, sehingga diharapkan adanya pelayanan 

publik yang transparan tanpa percaloan. 

 

c)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dengan penyediaan ruangan yang nyaman dilengkapi sarana 

prasarana penunjang untuk mendukung pelayanan publik. 

 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian indikator kinerja ini antara lain: 

a) Survei mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui 

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian di 

Sentra Layanan Terpadu Presisi; 

b) Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Polres 

Wonsobo ikut berperan serta memberikan pelayanan publik satu 

atap dengan instansi lain di lingkup Kabupaten Wonosobo berupa 

pelayanan perpanjangan SKCK di Mall Pelayanan Publik 

Kabupaten Wonosobo; 

 

e. IKP12. Nilai kinerja anggaran, penanggungjawab Bagren dan Sikeu 
 

1) Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP11 
 

Nilai kinerja anggaran tahun 2024 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Nilai kinerja anggaran 
 

99,05 
98,94 99,89% 

Adapun 1.. 
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Dari tabel IKP11 di atas, dapat dilihat bahwa nilai kinerja anggaran 

pada tahun 2024 mencapai 98,94 dari target 99,05 dengan capaian 

kinerja sebesar 99,89%, sehingga dapat melebihi target yang 

ditetapkan. 

Pengukuran elemen indikator kinerja nilai kinerja anggaran 

dihitung dari penjumlahan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 

pada aplikasi SMART  DJA dengan bobot 60% dan nilai Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN 

dengan bobot 40%. Pengukuran elemen indikator kinerja nilai kinerja 

anggaran tahun 2024 dihitung dari jumlah skor indeks elemen kinerja 

sebagai berikut:  

Tabel IKP11.1 

Pengukuran elemen indikator nilai kinerja anggaran tahun 2024 

 
 

Elem
en 

 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 
 

Nilai IKPA (N2) 
 

98,94 
 

100% 
 

98,94 

 

Jumlah 
 

98,94 
 

Indeks 
 

4,9
5  

Level kinerja 
 

5 (4,5-<5) 

 

Dari tabel IKP11.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai kinerja 

anggaran pada tahun 2024 yakni 98,94 dengan skor indeks 4,95 

berada pada level kinerja 5. 

2) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP11.2 
 

Perbandingan nilai kinerja anggaran tahun 2024 dengan tahun 2023 

 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2024 
 

2023 
 

% 

 

Nilai kinerja anggaran 
 

98,94 
99,16 99,77 

 

Dari tabel IKP11.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja nilai 

kinerja anggaran pada tahun 2024 sejumlah 98,94dibandingkan tahun 

2023 yang lebih tinggi yaitu 99,16. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga capaian 

tahun sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 

3) membandingkan 1.. 
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3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP11.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

% 

 

Nilai kinerja anggaran 
99,05 99,05 98,94 99,89 

 

Dari tabel IKP11.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 99.05, sama dari tahun 2023 sehingga realisasi kinerja 

tahun 2023 sejumlah 99,89 apabila dibandingkan dengan target jangka 

menengah dalam Renstra, maka capaiannya sejumlah 99,89%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

Polres Wonosobo selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari Rorena 

Polda  Jateng dan  Bidkeu  Polda  Jateng  serta  berkoordinasi dengan 

KPPN Banjarnegara dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja adalah 

melaksanakan indikator pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  

personel, anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan 

antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah seluruh 

Satfung dan Polsek ikut bertanggungjawab  dan berperan serta 

dalam pelaksanaan kinerja anggaran, namun Satfung Bagren dan 

Sikeu menjadi pelaksana kegiatan. 

 

b)analisa1.. 
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b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah terdapat 

anggaran yang dapat mendukung pencapaian kinerja ini yakni 

anggaran revisi dan honor pengelola keuangan. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi dari Kemenkeu serta 

dalam pelaksanaan anggaran menggunakan seluruh sarana 

prasarana yang dimiliki. 

 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 

a) Melaksanakan anev secara rutin sebagai upaya pengendalian 

kinerja anggaran; 

b) Pemasangan banner kartu pengawasan sebagai bentuk 

transparansi anggaran. 

 

f. .IKP12. Persentase penanganan pengaduan masyarakat,penanggungjawab 

Siwas dan Sipropam 

 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP12 

Persentase penanganan pengaduan masyarakat tahun 2024 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat 
100 100 100% 

 

Dari tabel IKP12 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase penanganan pengaduan masyarakat 

pada tahun 2024 mencapai 100 dari target 100 dengan capaian kinerja 

sebesar 100%, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. 

 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat diukur berdasarkan penjumlahan dari skor 

indeks  dari elemen  persentase  jumlah  penanganan  pengaduan  

dan 1.. 
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dari instansi/lembaga dan penanganannya dengan bobot 40% dan 

persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya dengan bobot 60%. Pengukuran elemen indikator 

kinerja  persentase  penanganan  pengaduan  masyarakat  tahun  

2024 dihitung sebagai berikut: 

 

Tabel IKP12.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat tahun 2024 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satua
n 

 

Bobot 
Skor 

indeks 
 

Persentase jumlah penanganan 
pengaduan dari 
instansi/lembaga dan 
penanganannya 

 

100 
 

% 
 

40% 
 

40 

Persentase jumlah penanganan 
pengaduan dari masyarakat dan 
penanganannya 

100 % 60% 60 

Realisasi 100 

Indeks kinerja 5 

Level kinerja 5 (4,5-<5) 

Dari tabel IKP12.1 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks dari 

elemen persentase jumlah penanganan pengaduan dari 

instansi/lembaga dan penanganannya 40 dan skor indeks dari 

persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya 60, sehingga realisasi kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat mencapai 100 dengan indeks 5 berada pada 

level kinerja 5. 

 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2024 

dapat disajikan sebagai berikut: 

a) Persentase jumlah penanganan pengaduan dari instansi/ 

lembaga dan penanganannya. 

Tabel IKP11.1.a.1 

Persentase jumlah penanganan pengaduan dari instansi/lembaga 

dan penanganannya tahun 2024 

Table 1. 
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Rincian elemen  

 

% 

 

 

Nilai 

 

 

Bobot 

 

 

Skor 
indeks 

 

Jumlah 
pengaduan 

Jumlah 
pengaduan yang 
selesai ditangani 

4 4 100 100% 40% 40 

 

Dari tabel IKP12.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2024 

pengaduan yang selesai ditangani sejumlah 4 dari 4 pengaduan 

yang diterima sehingga capaian dan nilainya 100%, dengan 

pembobotan 40% maka skor indeksnya 40. Pengaduan yang 

masuk selama tahun 2024 yakni 4 pengaduan dari Itwasda Polda 

Jateng sejumlah 4 pengaduan. 

 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan 

dari instansi/lembaga dan penanganannya tahun 2024 dengan 

tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel IKP12.1.a.2 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan 

dari instansi/lembaga tahun 2024 dengan tahun 2023 

Rincian elemen 2024 2023 

Jumlah pengaduan 4 10 

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani 4 10 

Nilai 100% 100% 

Bobot 40% 40% 

Skor indeks 40 40 

Dari tabel IKP11.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

penanganan pengaduan dari masyarakat tahun 2023 sejumlah 14 

mengalami peningkatan 5 (55%) apabila dibandingkan tahun 

2022 dengan jumlah 9 pengaduan. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP11.2 

Perbandingan persentase penanganan pengaduan masyarakat tahun 

2024 dengan tahun 2023 

 

 

Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2024 2023 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

Adapun 1.. 
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Persentase jumlah 
penanganan pengaduan 
dari instansi/lembaga 
dan penanganannya 

40% 100,00% 40 100,00% 40 

Persentase jumlah 
penanganan pengaduan 
dari masyarakat dan 
penanganannya 

60% 100,00% 60 100,00% 60 

Realisasi 100%  100  100 

Dari tabel IKP11.2 dapat dilihat realisasi indikator kinerja 

persentase penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2024 

sama dengan tahun 2023 sejumlah 100. Capaian kinerja kinerja 

persentase penanganan pengaduan masyarakat sejak tahun 2020 

sampai dengan tahun 2024 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 13 

Perbandingan kinerja persentase penanganan pengaduan 

masyarakat sejak tahun 2020 s.d. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik 13 dapat dilihat bahwa persentase penanganan 

pengaduan masyarakat  selalu 100% sejak tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2023. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP12.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

Table 1. 
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Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat 

100 100 100 100% 

 

Dari tabel IKP12.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra yaitu 100, sama dari target tahun 2024 dengan nilai 

100 sehingga realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 100 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 100%. 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah 

karena peran besar seluruh personel dan operator Siwas dan Sipropam 

bekerja sama dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan 

masyarakat.  

 

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan   pendataan   pengaduan   masyarakat   untuk   segera 

menindaklanjuti ke satuan fungsi terkait berdasarkan dari isi 

pengaduan yang diterima, disesuaikan dengan tupoksinya untuk 

menjawab dan mencari solusi serta memperbaiki kinerja 

pelayanan publik, sehingga masyarakat terpuaskan; 

b) Melanjutkan  proses  lidik  dan  pemberkasan  agar  penanganan 

pengaduan masyarakat dapat diselesaikan; 

c) Melaksanakan himbauan dan peringatan terhadap anggota 

dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran; 

d)     Melaksanakan  kegiatan  gaktiblin  secara  rutin  baik  di 

Polmaupun di Polsek jajaran Polres Wonosobo. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik 

personel, anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan 

antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah tiap fungsi 

melaksanakan pengawasan melekat secara hirarki di masing- 

masing 1.. 
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masing Satfung/Polsek terhadap kinerja anggotanya untuk dapat 

meminimalisir pengaduan dari masyarakat. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran dalam DIPA yaitu Giat Pertanggungjawaban Profesi, 

Giat Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri serta Giat 

Pengawasan dan Pemeriksaan pada Program Dukungan 

Manajemen secara optimal, apabila diperkirakan sisa maka 

dilakukan revisi anggaran. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. 

Penerimaan pengaduan masyarakat juga dapat diterima dari 

beberapa layanan baik secara langsung maupun melalui media 

sosial. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 

pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 

a) Pembinaan  psikologis  bagi  personel  Polres Wonosobo  yang 

bermasalah dalam rangka mengetahui kondisi psikologis anggota 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya; 

b) Sosialisasi    layanan    pengaduan    masyarakat    baik    dengan 

pemasangan banner di ruang pelayanan publik, maupun melalui 

media sosial; 

c) Sipropam  mengadakan  gaktiblin  secara  berkala  serta  memberi 

pemahaman bahwa perkara yang dihadapi oleh anggota dapat 

mempengaruhi karirnya dalam instansi, sehingga diharapkan 

personel dapat bertindak lebih aktif dan tidak antipati terhadap 

provost; 

d) Sipropam  melaksanakan   sidang  disiplin/KKEP  dalam  rangka 

penyelesaian pengaduan masyarakat, dengan terlebih dahulu 

melakukan koordinasi dengan Sikum; 

 

g. IKP13.  Persentase  penyelesaian  masalah  hukum  yang  dihadapi  Polri, 

penanggungjawab Sikum 

1)membandingkan 1.. 
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1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP13 

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri tahun 

2024 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi Polri 

 

100 
 

100 
 

100% 

 

Dari tabel IKP13 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase penyelesaian masalah hukum yang 

dihadapi Polri pada tahun 2024 mencapai 100 dari target 100 dengan 

capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri 

dihitung dari jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh Sikum 

untuk Polres Wonosobo dibagi jumlah masalah hukum yang dihadapi 

dikali 100%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase 

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri tahun 2024 dihitung 

sebagai berikut: 

Tabel IKP13.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penyelesaian 

masalah hukum yang dihadapi Polri tahun 2024 

 

Rincian elemen 
 

 
 

Nilai 

 

 

Skor 
indeks 

 

 

Level 
kinerja 

 

Jumah masalah 
yang dihadapi 

 

Jumlah masalah 
yang diselesaikan 

 

0 
 

0 
 

100% 
 

0 
 

1 

 

Dari tabel IKP13.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah masalah 

yang diselesaikan  kasus dari 0 masalah yang dihadapi Polres 

Wonosobo, sehingga capaiannya 0% dengan skor indeks 1 berada 

pada level kinerja 5. 

Grafik 14 

Jenis masalah yang dihadapi Polres Wonosobo tahun 2024 

 

Grafik 1.. 

109 



54 
 

 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik 14, dapat dilihat bahwa jenis masalah yang bersumber 

dari pengaduan masyarakat terhadap personel Polresta Banyumas 

merupakan terbanyak yaitu 14 masalah. 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 

Tabel IKP13.2 

Perbandingan persentase penyelesaian masalah hukum yang 

dihadapi Polri tahun 2024 dengan tahun 2023 

 
 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2024 
 

2023 
 

% 

 

Persentase penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi Polri 

 

100 
 

100 
 

100 

Dari tabel IKP13.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja 

persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri  pada 

tahun 2023 sejumlah 100 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 

2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan peraturan dalam cara 

penghitungan, sehingga capaian tahun sebelumnya tidak dapat 

digunakan sebagai pembanding. 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP13.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka 

menengah dalam Renstra 

Table 1. 
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Indikator Kinerja Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2024 

 

Realisasi 

2024 

 

% 

 

Persentase penyelesaian 

masalah hukum yang 

dihadapi Polri 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100% 

 

Dari tabel IKP13.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka 

menengah Renstra sama dengan target tahun 2024 yaitu 100 sehingga 

realisasi kinerja tahun 2024 sejumlah 100 apabila dibandingkan 

dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya 

sejumlah 100%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah 

adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Sikum dengan 

anggota yang bermasalah, Satfung terkait dan Bidkum Polda Jateng. 

Upaya yang telah dilakukan Sikum dalam pencapaian kinerja 

antara lain: 

a) memberikan   sosialisasi   dan   penyuluhan   ke   anggota   agar 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang 

berlaku untuk menghindari terjadinya gugatan baik praperadilan 

maupun PTUN, serta melakukan pendampingan sidang dalam 

penyelesaian masalah hukum;. 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah penyelesaian 

masalah hukum dilaksanakan oleh Sikum berkoordinasi dengan 

anggota yang bermasalah, Satfung terkait dan Bidkum Polda 

Jateng. 

 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran dalam DIPA antara lain anggaran Bantuan Hukum, 

penyuluhan 1.. 
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Penyuluhan Hukum dan Penerapan Hukum pada Program 

Dukungan Manajemen secara optimal, apabila diperkirakan sisa 

maka dilakukan revisi anggaran. 

 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sosialisasi/penyuluhan hukum   ke anggota 

dan masyarakat, melakukan pendampingan sidang bagi anggota 

bermasalah hukum. 

 

Demikian analisis capaian kinerja dari setiap sasaran strategis di tahun 2024, 

secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut 

indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang gagal 

dan belum optimal memenuhi target dalam tahun 2024 ini. Untuk sasaran maupun target 

indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa 

dan evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian 

kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran Kinerja Polres Wonosobo Tahun 2024 

dijabarkan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase 

capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel pada lampiran  
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

                DAERAH JAWA TENGAH 

                   RESOR WONOSOBO 

PENGUKURAN KINERJA TA. 2024 

POLRES WONOSOBO 

No 
Sasaran 

Strategis/Impact 

Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 
T R C (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

SI Terwujudnya 

keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

Wonosobo 

Indeks keamanan dan ketertiban 

masyarakat Wonosobo 

4,50 4,74 105,53% 

SS1 Pemeliharaan 

keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

di wilayah Wonosobo 

Indeks harkamtibmas 84,90 92,83 109,34% 

SS2 Penegakan hukum 

secara berkeadilan 

Indeks gakkum 96,40 97,66 103,10% 

SS3 Profesionalitas SDM 

Polres Wonosobo 

IKP1 Indeks profesionalitas 

SDM Polres Wonosobo 

64.21 62.06 96.59% 

IKP2 Indeks Kompetensi 

Prolat Polri  

88.02 46.42 52.73% 

SS4 Modernisasi teknologi 

Polres Wonosobo 

IKP3 a. Persentase 

pemenuhan alkom 

siap operasional 

68.27 66.07 96.84% 

IKP4 b. Pemenuhan Almatsus 

/ Modernisasi sarana 

pprasarana sesuai 

Teknologi Terkini  

70.49 82.55 117.10% 



No 
Sasaran 

Strategis/Impact 

Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 
T R C (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

IKP5 c. Persentase 

opemenuhan 

Pembangunan di 

Polres Wonosobo 

66.67 0 0% 

IKP6 d. Persepsi user 

terhadap kemudahan 

akses data 

3.60 3.66 101.67% 

SS5 Sistem pengawasan 

yang akuntabel, bersih, 

terbuka dan melayani 

di Polres Wonosobo 

IKP7 a. Nilai  AKIP 75.25 75.16 99.89% 

IKP8 b. Penyajian Laporan 

Keuangan 

3 3 100% 

IKP9 c. Nilai RBP 72.25 95.41 132.05% 

IKP1

0 

d. Indeks Kepuasan 

Layanan Kepolisian 

97.80 80.47 82.28% 

IKP1

1 

e. Nilai kinerja anggaran 99.05 98.94 99.89% 

IKP1

2 

f. Persentase 

penanganan 

pengaduan masyarakat 

100 100 100% 

IKP1

3 

g. Persentase 

penyelesaian 

masalah hukum yang 

dihadapi Polri 

100 100 100% 

Wonosobo,      Februari  2025 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

 

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi 

diperlukan pembagian tingkatan satuan organisasi yang tergelar di seluruh Indonesia 

berdasarkan daerah hukum kepolisian. Penggelaran satuan organisasi kepolisian diserasikan 

dengan wilayah administrasi pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana terpadu. 
 

 

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian 

Sektor, bahwa Polresta Banyumas sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah 

kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda, bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan 

melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 
 

 

Dalam melaksanakan tugas, Polresta  Banyumas menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut: 
 

1. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan 

laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan 

kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta 

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 
 

2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini 

dan peringatan dini; 
 

3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium 

forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan 

pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 
 

4. Pembinaan+..



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023 

2  

 

 

 

4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan 

keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan 

pengamanan, pemolisian masyarakat serta pembinaan bhabinkamtibmas; 
 

5. Pelaksanaan  fungsi  samapta  kepolisian,  meliputi  kegiatan  pengaturan,  penjagaan, 

pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk 

penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa dan 

pengamanan objek vital serta bantuan satwa; 
 

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan 

dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu 

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan 

hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; 
 

7. Pelaksanaan   fungsi-fungsi   lain   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang- 

undangan. 
 

 

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan berdasarkan struktur organisasi 

Polres tipe C, Polresta Banyumas terdiri dari unsur pimpinan, unsur pengawas dan pembantu 

pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, serta unsur pelaksana tugas 

kewilayahan. Adapun susunan dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut: 
 

1.     Unsur pimpinan terdiri dari: 
 

a.     Kapolresta; dan 
 

b.     Wakil Kapolresta (Wakapolresta). 
 

 

2.     Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari: 
 

a.     Bagian Operasi (Bagops) 
 

1)     Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops); 
 

2)     Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops); 
 

3)     Subbagian Kerjasama (Subbagkerma). 

b.     Bagian Perencanaan (Bagren) 

1) Subbagian Strategi Manajemen dan Reformasi Birokrasi (Subbagstrajemen 
dan RB); 

 

2)     Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran (Subbagrenprogar); 
 

3)     Subbagian Pengendalian Program dan Anggaran (Subbagdalprogar). 

c.     Bagian Sumber Daya Manusia (Bag SDM) 

1)     Subbagian Pembinaan Karier (Subbagbinkar); 
 

2)     Subbagian Perawatan Personel (Subbagwatpers); 

3)     Subbagian Pengendalian Personel (Subbagdalpers). 

d.     Bagian Logistik (Baglog) 
 

1) Subbagian+..
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1)     Subbagian Perbekalan dan Peralatan (Subbagbekpal); 
 

2)     Subbagian Fasilitas dan Konstruksi (Subbagfaskon). 

e.     Seksi Pengawasan (Siwas) 

1)     Subseksi Operasional (Subsiopsnal); 
 

2)     Subseksi Pembinaan (Subsibin); 
 

3)     Subseksi Pengaduan Masyarakat (Subsidumas). 

f.      Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) 

1)     Unit Provos; 
 

2)     Unit Pengamanan Internal. 
 

g.     Seksi Hubungan Masyarakat (Sihumas) 
 

1)     Subseksi Pengelolaan   Informasi,  Dokumentasi  dan  Multimedia  (Subsi 
 

PIDM); 
 

2)     Subseksi Penerangan Masyarakat (Subsipenmas). 

h.     Seksi Hukum (Sikum) 

1)     Subseksi Bantuan Hukum (Subsibankum); 
 

2)     Subseksi Penyuluhan Hukum (Subsiluhkum). 

i.      Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Si TIK) 

1)     Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsitekkom); 
 

2)     Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo). 

j.      Seksi Umum (Sium) 

1)     Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu); 
 

2)     Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma). 
 

3.     Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari : 
 

a.     Sentra Pelayanan Polisi Terpadu (SPKT), dibantu oleh Unit; 
 

b.     Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam) 
 

1)     Wakil Kepala Satuan Intelkam (Wakasatintelkam); 
 

2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Urusan Pelayanan Administrasi (Uryanmin); 
 

5)     Unit. 
 

c.     Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) 
 

1)     Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Urusan.....
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2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Unit Identifikasi (Unit Ident); 
 

5)     Unit. 
 

d.     Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) 
 

1)     Wakil Kepala Satuan Reserse Narkoba (Wakasatresnarkoba); 
 

2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Unit. 
 

e.     Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas) 
 

1)     Wakil Kepala Satuan Binmas (Wakasatbinmas); 
 

2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Unit Pembinaan Pemolisian Masyarakat (Unitbinpolmas); 
 

5)     Unit Pembinaan Ketertiban Sosial (Unitbintibsos); 
 

6)     Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa); 
 

7)     Unit  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat  (Unit 

Bhabinkamtibmas). 
 

f.      Satuan Samapta (Satsamapta) 
 

1)     Wakil Kepala Satuan Samapta (Wakasatsamapta); 
 

2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Unitturjawali); 
 

5)     Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit); 
 

6)     Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas). 

g.     Satuan Lalu Lintas (Satlantas) 

1)     Wakil Kepala Satlantas (Wakasatlantas); 
 

2)     Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal); 
 

3)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

4)     Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali); 
 

5)     Unit Keamanan dan Keselamatan (Unitkamsel); 
 

6)     Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident); 
 

7)     Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum). 
 

h.     Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti) 
 

1) Urusan+..
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1)     Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu); 
 

2)     Unit Perawatan Tahanan (Unitwattah); 
 

3)     Unit Barang Bukti (Unitbarbuk). 
 

 

4.     Unsur pendukung yaitu; 
 

a.     Seksi Keuangan (Sikeu) 
 

1)     Urusan Administrasi (Urmin); 
 

2)     Subseksi Gaji (Subsigaji); 
 

3)     Subseksi Verifikasi (Subsiverif); 
 

4)     Subseksi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Subsi APK). 
 

b.     Seksi Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian (Sidokkes) 
 

1)     Urusan Administrasi (Urmin); 
 

2)     Subseksi Kedokteran Kepolisian (Subsidokpol); 
 

3)     Subseksi Kesehatan Kepolisian (Subsikespol). 
 

5.     Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek, terdiri dari 3 Polsek tipe Urban dan 24 

Polsek tipe Rural. 
 

 

Setelah berakhirnya pelaksanaan Rencana Strategi Tahap III (2015-2019), Polresta 

Banyumas diharapkan dapat mengoptimalkan pemberdayaan stakeholders untuk dalam 

rangka pelaksanaan Rencana Strategi Tahap IV (2020-2024) yang merupakan Renstra akhir 

dari Grand Strategi Polri 2005-2024 yang sudah masuk pada tahap Excellence. Penyusunan 

Rencana Strategis Tahun 2020-2024, tidak dapat dilepaskan dari visi yang ditetapkan oleh 

Presiden Joko Widodo, antara lain sebagai berikut: 
 

1.     Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan dengan lebih cepat; 
 

2.     Pembangunan SDM menjadi prioritas; 
 

3.     Membuka investasi yang seluas-luasnya; 
 

4.     Mereformasi birokrasi terutama pada aspek struktural; 
 

5.     Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. 
 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden RI 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas anggota Polri, diantaranya adalah: 
 

1. Terus  tingkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  Polri,  guna  menghadapi  berbagai 

tantangan tugas yang semakin kompleks, serta untuk mendukung terwujudnya Indonesia 

Emas 2045; 
 

2. Kedepankan strategi pemolisian proaktif dan tindakan humanis dalam mencegah dan 

menangani berbagai permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; 

3. Terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, mudah, murah, cepat, secara 

konsisten dan berkelanjutan; 

4. Tingkatkan+..
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4. Tingkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum, guna mewujudkan penegakan 

hukum yang profesional, transparan dan berkeadilan; 
 

5.     Perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, Kementerian/Lembaga, Pemerintah 

Daerah, serta masyarakat, dalam memelihara keamanan dalam negeri. 
 

 

Untuk menjawab tantangan masa kini, Kepolisian  Negara Republik Indonesia  (Polri) 

membangun kepemimpinan 2021-2024 dengan tagline transformasi POLRI PRESISI 

(Prediktif,  Responsibilitas  dan Transparansi  Berkeadilan).  Dalam kepemimpinan  POLRI 

PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive 

policing)   agar   Polri   mampu   menakar   tingkat   gangguan   keamanan  dan  ketertiban 

masyarakat (kamtibmas) melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang 

tepat sehingga  dapat  dicegah  sedini  mungkin.  Hal ini dikarenakan  perkembangan  ilmu 

pengetahuan dan teknologi telah membawa arus perubahan yang sangat deras untuk itu 

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo  Sigit Prabowo, M.Si. menyusun pola strategi dengan 

Transformasi Menuju Polri Yang Presisi melalui 16 Program Prioritas Kapolri, yang terdiri dari: 
 

1.       Penataan kelembagaan; 
 

2.       Perubahan sistem dan metode Organisasi; 
 

3.       Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0; 
 

4.       Perubahan teknologi Kepolisian Modern Police 4.0; 
 

5.       Pemantapan kinerja pemeliharaan kamtibmas; 
 

6.       Peningkatan kinerja penegakkan hukum; 
 

7.       Pemantapan dukungan Polri dalam penanganan Covid-19; 
 

8.       Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 
 

9.       Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional; 
 

10.     Penguatan penanganan konflik sosial; 
 

11.     Peningkatan kualitas pelayanan publik Polri; 
 

12.     Mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi; 
 

13.     Pemantapan komunikasi publik; 
 

14.     Pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan; 
 

15.     Penguatan fungsi pengawasan; 
 

16.     Pengawasan oleh masyarakat (Public Complain). 
 

Dengan menyelaraskan program kerja tersebut, maka akan mengalir pola rencana kerja 

dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional melalui Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RJPMN), tingkat kementerian melalui Rencana Strategi Polri 

serta tingkat kewilayahan melalui Rencana Strategi Polda Jateng dan tingkat kesatuan melalui 

Rencana Strategi Polresta Banyumas dengan gambaran visi, misi, tujuan, 

sasaran strategis dan permasalahan yang dijelaskan secara ringkas antara lain: 
 

1. Visi.....
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1.     Visi 
 

Terwujudnya Banyumas yang aman dan tertib. 
 

 

2.     Misi 
 

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 
 

 

3.     Tujuan 
 

a.     Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah 

Banyumas; 
 

b.     Menegakan hukum secara berkeadilan; 
 

c.     Mewujudkan Polri Polresta Banyumas yang profesional; 
 

d.      Modernisasi pelayanan Polresta Banyumas; 
 

e.  Menerapkan   manajemen   Polri   Polresta   Banyumas   yang   terintegrasi   dan 

terpercaya. 
 

 

4.     Sasaran Strategis 
 

a.     Pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  di  wilayah   Kabupaten 

Banyumas; 
 

b.     Penegakan hukum secara berkeadilan; 
 

c.     Profesionalisme SDM Polresta Banyumas; 
 

d.     Modernisasi teknologi Polresta Banyumas; 
 

e.     Sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polresta 

Banyumas. 
 

 

5.     Permasalahan 
 

a. Belum optimalnya pengelolaan kamtibmas dalam menciptakan rasa aman, baik 

melalui dukungan anggaran maupun penggelaran personel dan peralatan yang 

berbasis teknologi di wilayah hukum Polresta Banyumas; 
 

b. Pelayanan  prima  kepolisian  yang  didukung  peralatan  Polri  berbasis  teknologi 

sampai komunitas terkecil belum tergelar secara maksimal sehingga masih banyak 

komplain dari masyarakat; 
 

c. Jumlah  Bhabinkamtibmas  yang  sudah  ada  di  Polresta  Banyumas  memenuhi 

program 1 (satu) desa/kelurahan 1 (satu) Bhabinkamtibmas namun belum 

terdukung anggaran sehingga belum mampu memberikan pembinaan kepada 

masyarakat dan memberikan informasi secara maksimal; 

d. Jumlah Polwan di Polresta Banyumas belum dapat memenuhi kebijakan 2 (dua) 

Polwan satu Polsek, sehingga penanganan kasus-kasus perempuan dan anak 

belum maksimal; 
 

e. Masih+..
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e. Masih banyak potensi konflik sosial yang berkaitan dengan pertanahan kehutanan, 

pertambangan (galian C), pembangunan obyek vital, pelaksanaan kebijakan 

pemerintah tentang kenaikan BBM, pilkades antar waktu, yang memerlukan 

perhatian dan penanganan secara optimal; 

f. Upaya  penanganan  pemberantasan  terorisme  dan  radikalisme  yang  masih 

memerlukan perhatian dan penanganan secara optimal agar tidak berkembang 

menjadi gangguan kamtibmas di wilayah Banyumas; 

g. Masih  tingginya  angka  kecelakaan  lalu  lintas  yang  mengakibatkan  korban 

meninggal dunia, luka berat dan kerugian material serta pelanggaran lalu lintas; 

h. Kerjasama lintas sektoral belum optimal dikarenakan masih ada kerjasama yang 

dalam pelaksanaannya secara parsial (fungsi masing-masing) sehingga 

menimbulkan permasalahan kamtibmas; 

i. Belum teroptimalnya sarana dan prasarana yang dimiliki Polresta Banyumas baik 

kuantitas maupun kualitasnya dalam mendukung pelaksanaan tugas yang 

maksimal; 

j.      Belum optimalnya perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) 

anggota Polri dalam pelaksanaan tugas di jajaran Polresta Banyumas; 
 

k. Belum  optimalnya  pendidikan  dan  pelatihan  untuk  mendukung  kemampuan 

personel Polresta Banyumas  dalam pelaksanaan tugas secara profesional; 

l. Belum terpenuhinya dukungan anggaran khususnya belanja barang dan belanja 

modal untuk mendukung pelaksanaan tugas yang optimal; 

m.    Masih banyaknya usulan peningkatan tipe Polsek dari Polsek Rural menjadi tipe 

Polsek Urban yang belum terealisasi; 
 

n. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) masih belum semua efektif terkait 

dengan HTCK maupun Analisis Beban Kerja (ABK); 
 

o. Penerapan  restorative  justice  membutuhkan  sosialisasi  yang  intensif  kepada 

masyarakat, sehingga mereka dapat memahami terdapat suatu alternatif untuk 

penyelesaian suatu sengketa hukum; 
 

p. Masih belum diterapkan sepenuhnya tata kelola keamanan sistem informasi di 

organisasi sektor publik sehingga menimbulkan potensi kerawanan yang terkait 

dengan keamanan data digital yang tersimpan dalam sistem tersebut. 
 

 

Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun 2023 berarti Polresta Banyumas telah 

menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. 

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja Polresta Banyumas selama 

satu tahun, maka disusun laporan kinerja agar dapat mengetahui pencapaian target dan 

kendala yang ditemukan selama tahun 2023. Capaian kinerja Polresta Banyumas pada tahun 

2023 dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas 

Tahun 2023 sebagai bentuk implementasi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, 

penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Polresta 

Banyumas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). 

Penyusunan+..
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Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 

2023 berdasarkan pada beberapa ketentuan antara lain terdiri dari: 
 

1.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 
 

2.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

4.     Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tanggal 30 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

5.     Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 

24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan Penetapan Kinerja di lingkungan 

Polri; 
 

6.     Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 

24 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di lingkungan Polri; 
 

7.     Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2021  tanggal 

14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian 

Resor dan Kepolisian Sektor; 
 

8. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1910/IX/2020 

tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Indeks Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2020-2024; 
 

9. Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor:  Kep/1411/X/2022 

tanggal 18 Oktober 2022 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja 

Penunjang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
 

10. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Nomor: Kep/93/XII/REN.1.2./2022 

tanggal 18 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Sebagian Isi Lampiran Keputusan 

Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Nomor: Kep/103/X/REN.1.3./2020 tanggal 

6 Oktober 2020 tentang Rencana Strategis Kepolisian Resor Kota Banyumas Tahun 

2020-2024; 
 

11. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Nomor: Kep/95/XII/REN.2.3/2022 

tanggal 24 Desember 2022 tentang Rencana Kerja Polresta Banyumas Tahun 2023 

Perubahan; 
 

12. Surat  Kepala  Kepolisian  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor:  B/14874/XII/REN.3.1./2023/ 

Rorena  tanggal  19  Desember  2023  perihal  penyampaian  Laporan  Kinerja  Instansi 

Pemerintah Tahun 2023; 
 

13. Surat+..
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13.   Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas Nomor: Sprin/77/I/REN.4.1.6/ 

2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang Tim Pokja Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023. 
 

 

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi pada pihak-pihak yang memberi 

amanah serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan rencana kinerja 

yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja, maka laporan kinerja disusun guna 

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah 

dicapai serta mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja di masa mendatang. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023 disusun sebagai 

bahan pertanggung jawaban pimpinan dan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja serta kendala 

yang dihadapi selama tahun 2023. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II+..
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BAB II PERENCANAAN 

KINERJA 

 
 

Dalam  proses penyusunan  perencanaan  kinerja,  sebagai penjabaran  dari  Rencana 

Strategis Polresta Banyumas Tahun 2020-2024 Perubahan yang dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan tahunan, disusunlah perencanaan kinerja tahunan seiring dengan agenda 

penyusunan dan kebijakan anggaran dalam Rencana Kerja Polresta Banyumas. Pada 

Rencana Kerja Polresta Banyumas Tahun 2023 Perubahan telah ditetapkan target kinerja 

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada setiap sasaran strategis dalam Rencana Kerja 

Tahunan (RKT). Target kinerja yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dituangkan dalam 

bentuk Perjanjian Kinerja sebagai komitmen bagi instansi untuk dapat mencapai target kinerja 

yang telah ditentukan. 
 

 

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam lingkungan kepolisian penyusunan Perjanjian 

Kinerja diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang penyusunan Penetapan Kinerja di 

lingkungan Polri. 
 

 

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja  antara atasan dan 

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang 

dikelola. Perencanaan Kinerja dimaksud berisi tekad atau janji untuk mewujudkan target kinerja 

yang telah ditetapkan. Perencanaan Kinerja Polresta Banyumas dibuat oleh Kapolresta 

Banyumas selaku pengemban tugas pokok fungsi Polri di wilayah kabupaten, yang merupakan 

kesepakatan kinerja antara Kapolda Jateng selaku atasan dan Kapolresta Banyumas selaku 

bawahan. 
 

 

Perjanjian Kinerja disusun dengan tujuan untuk menentukan arah dan prioritas kinerja 

Satfung, mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja, memantau dan 

mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung, mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan 

kinerja, memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung, mengevaluasi 

pencapaian kinerja Satfung dan organisasi Polri, serta dilaporkan dalam bentuk Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir tahun anggaran berjalan guna menilai tingkat 

keberhasilan organisasi. 
 

 

Perencanaan Kinerja Tahun 2023 yang disusun dan disesuaikan berdasarkan Rencana 

Strategis Tahun 2020-2024 Perubahan, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja 

Perubahan Tahun 2023 Perubahan yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. Indikator kinerja yang tercantum 

 
dalam+..
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No Sasaran Strategis/Impact Indikator Kinerja Utama/Pendukung Target 

1 2 3 4 
SI Terwujudnya    keamanan    dan Indeks    keamanan    dan     ketertiban 4,43 

ketertiban                 masyarakat masyarakat Banyumas 
Banyumas  

SS1 Pemeliharaan   keamanan   dan Indeks harkamtibmas 83,78 
ketertiban masyarakat di wilayah 
Banyumas 

SS2 Penegakan      hukum      secara Indeks gakkum 94,63 
berkeadilan 

SS3 Profesionalitas   SDM   Polresta a.  Indeks profesionalitas SDM Polresta 
Banyumas 

43,94 
Banyumas 

 b.  Persentase      pemenuhan      prolat 83,75 
 Polresta Banyumas 

SS4 Modernisasi  teknologi  Polresta 
Banyumas 

a.  Persentase pemenuhan alkom siap 
operasional 

79,59 

b.  Persentase                      pemenuhan 40,00 
pembangunan   di   jajaran   Polresta 
Banyumas 

c.  Modernisasi  sarana  dan  prasarana 
sesuai teknologi terkini 

88,10 

d.  Persepsi user terhadap kemudahan 
akses data 

3,54 

SS5 Sistem      pengawasan      yang a.  Nilai  AKIP 76,36 
 
 

melayani di Polresta Banyumas b.  Indeks persepsi korupsi 13,80 

 c.  Indeks         Kepuasan         Layanan 64,77 
 Kepolisian (IKLK) 

 d.  Nilai kinerja anggaran 91,20 

 e.  Persentase penanganan pengaduan 
masyarakat 

86,33 

 

 
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 akan dihitung capaian kinerjanya dalam Pengukuran 

Kinerja Polresta Banyumas Tahun 2023 dengan harapan dapat digunakan sebagai kriteria 

keberhasilan kinerja Polresta Banyumas secara proporsional dan akuntabel yang akan 

memberikan gambaran tentang sejauh mana Polresta Banyumas dapat mencapai kinerja 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peran yang diemban. 
 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan indikator kinerja yang telah disesuaikan dan akan 

diperhitungkan adalah sebagai berikut: 
 

Tabel I 

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

akuntabel,  bersih,  terbuka  dan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

f. Persentase+..
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No Sasaran Strategis/Impact Indikator Kinerja Utama/Pendukung Target 

1 2 3 4 
  f.   Persentase   penyelesaian   masalah 100,00 
  hukum yang dihadapi Polri 

 

Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai target kinerja yang 

selama tahun 2023 sejumlah Rp. 140.641.478.000,- dibagi menjadi 5 (lima) Program, terdiri 

dari: 
 

1.     Program Profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri sejumlah Rp. 5.000.000,-; 
 

2.     Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sejumlah Rp. 5.163.349.000,-; 
 

3.     Program     Modernisasi     Almatsus     dan     Sarana     Prasarana     Polri     sejumlah 

Rp. 8.477.123.000,-; 
 

4. Program     Pemeliharaan     Keamanan     dan     Ketertiban     Masyarakat sejumlah 
 

 
5. 

Rp. 20.077.889.000,-; 
 

Program Dukungan Manajemen sejumlah Rp. 106.918.117.000,-. 
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BAB III AKUNTABILITAS 

KINERJA 

 
 

 
A.     CAPAIAN KINERJA POLRESTA BANYUMAS 

 

Untuk mengetahui capaian dari setiap pernyataan kinerja suatu organisasi 

diperlukan adanya pengukuran kinerja organisasi. Dalam pengukuran kinerja tahun 2023, 

Polresta Banyumas berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 20 

Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 

 

Pengukuran capaian kinerja Polresta Banyumas T.A. 2023 dilakukan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan 

pengumpulan data kinerja dari seluruh penanggungjawab indikator kinerja, kemudian 

data tersebut dihitung untuk mengetahui realisasi kinerja pada tahun ini untuk 

dibandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

dengan realisasi kinerja sasaran. Dalam mengukur capaian kinerja Polresta Banyumas 

Tahun 2023, rumus yang  digunakan  untuk  menghitung  persentase  capaian  kinerja 

indikator kinerja adalah: 
 

 

 
Capaian Kinerja   = 

Realisasi 
 

Target 

 
X      100 %

 

 
 
 

Capaian kinerja Polresta Banyumas yang dilakukan dengan cara membandingkan 

antara target kinerja dengan realisasi capaian kinerja pada tahun 2023 dapat 

ditabulasikan menjadi sebagai berikut: 
 

Tabel II 

Pengukuran Kinerja Tahun 2023 
 

 

No 
Sasaran 

Strategis/Impact 
Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 

 

Target 
 

Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 

SI Terwujudnya Indeks      keamanan      dan 4,43 4,67 105,54% 
keamanan   dan ketertiban           masyarakat 
ketertiban Banyumas 
masyarakat  

Banyumas  

SS1+..
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No 
Sasaran 

Strategis/Impact 
Indikator Kinerja 

Utama/Pendukung 

 

Target 
 

Realisasi 
Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 6 
 

SS1 
 

Pemeliharaan 
keamanan   dan 
ketertiban 
masyarakat     di 
wilayah 
Banyumas 

 

Indeks harkamtibmas 
 

83,78 
 

88,81 
 

106,01% 

SS2 Penegakan 
hukum     secara 
berkeadilan 

Indeks gakkum 94,63 99,37 105,01% 

SS3 Profesionalisme 
SDM Polresta 
Banyumas 

a.  Indeks       profesionalitas 
SDM Polresta Banyumas 

43,94 64,03 145,72% 

b.  Persentase   pemenuhan 
prolat Polresta Banyumas 

83,75 44,12 52,68% 

SS4 Modernisasi 
teknologi 
Polresta 
Banyumas 

 

a.  Persentase   pemenuhan 
alkom siap operasional 

79,59 81,76 102,73% 

b. Persentase  pemenuhan 
pembangunan di jajaran 
Polresta Banyumas 

40,00 0,00 0,00% 

c. Modernisasi sarana dan 
prasarana sesuai 
teknologi terkini 

88,10 94,80 107,61% 

d.  Persepsi  user  terhadap 
kemudahan akses data 

3,54 3,66 103,39% 

SS5 Sistem 
pengawasan 
yang  akuntabel, 
bersih,   terbuka 
dan melayani di 
Polresta 
Banyumas 

a.  Nilai  AKIP 76,36 76,86 100,65% 

b.  Indeks persepsi korupsi 13,80 12,83 92,93% 

 

c. Indeks            Kepuasan 
Layanan Kepolisian 
(IKLK) 

64,77 80,27 123,93% 

d.  Nilai kinerja anggaran 91,20 91,41 100,23% 

e.  Persentase  penanganan 
pengaduan masyarakat 

86,33 100,00 115,83% 

f. Persentase penyelesaian 
masalah hukum yang 
dihadapi Polri 

100,00 100,00 100,00% 

 

Dari+..
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Dari tabel II dapat dilihat sasaran impact terwujudnya keamanan dan ketertiban 

wilayah Polresta Banyumas dengan sasaran indeks keamanan dan ketertiban wilayah 

Polresta Banyumas pada tahun 2023 mencapai realisasi 4,67 dari target 4,43 dengan 

capaian kinerja 105,54%, sehingga pencapaian kinerja tercapai melebihi target yang 

ditetapkan. Nilai realisasi sasaran impact ini diukur berdasarkan perhitungan skor indeks 

harkamtibmas dengan bobot 56% ditambah skor indikator kinerja indeks gakkum dengan 

bobot 44% dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

 

Tabel II.1 
 

Perhitungan nilai sasaran impact dalam indeks kamtibmas 
 
 

 

IK = ( WIH X IH/20 ) R ( WIG X IG/20 ) 
 

 
 
 
 

Keterangan: 

IK = Indeks Kamtibmas 

IH = Indeks Indeks Harkamtibmas 

IG = Indeks Indeks Gakkum 

WIH = Bobot Indeks Harkamtibmas (56%) 

WIG = Bobot Indeks Gakkum (44%) 

 

Realisasi sasaran impact terwujudnya keamanan dan ketertiban wilayah Polresta 

Banyumas, dengan sasaran indeks keamanan dan ketertiban wilayah Polresta 

Banyumas pada tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

 

Tabel II.2 
 

Pengukuran elemen sasaran impact indeks kamtibmas tahun 2023 
 

 

No 
 

Elemen Nilai Bobot Nilai 

1 Indeks Harkamtibmas 88,81 56% 2,48 

2 Indeks Gakkum 99,37 44% 2,19 

Realisasi indeks kamtibmas 4,67 

Target indeks kamtibmas 4,43 

Capaian indeks kamtibmas 105,54% 

 

Dari penjelasan tabel II.2 di atas, dapat dilihat bahwa  sasaran impact  indeks 

kamtibmas pada tahun 2023 mencapai nilai 4,67 dari target 4,43 dengan capaian kinerja 

sebesar 105,54% sehingga pencapaian kinerja tercapai melebihi target yang ditetapkan. 
 

Analisis+..



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023 

17  

 

 

 
Analisis capaian sasaran impact dari masing-masing indikator kinerja utama pada 

tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 
 

1. Sasaran  strategis  SS1.  Terwujudnya  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban 

Masyarakat di Wilayah Polresta Banyumas, dengan indikator kinerja utama IKU1. 

Indeks Harkamtibmas. 
 

a.     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKU1 

Indeks harkamtibmas tahun 2023 
 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi % 

Indeks harkamtibmas 83,78 88,81 106,01% 

 

Dari penjelasan tabel IKU1 di atas, dapat dilihat bahwa indikator kinerja 

indeks harkamtibmas pada tahun 2023 mencapai nilai 88,81 dari target 83,78 

dengan capaian kinerja sebesar 106,01% sehingga pencapaian kinerja 

tercapai melebihi target yang ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja 

indeks harkamtibmas pada tahun 2023 dihitung dari jumlah skor indeks elemen 

kinerja dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks harkamtibmas tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
Skala 
indeks 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Road safety index 3,21 3,21 9,89% 0,32 

Indeks community policing 76,77% 3,84 12,31% 0,47 

Respon time kehadiran Polisi di 
TKP 

100% 5,00 21,12% 1,06 

Persentase pengamanan obyek 
vital dan target rentan 

86,36% 4,32 17,69% 0,76 

Persentase kemampuan reduksi 
potensi gangguan 

66,67% 4,28 11,72% 0,50 

Crime rate 26,32 4,87 27,30% 1,33 

Total 100% 4,44 

Indeks Harkamtibmas (skor indeks x 20) 88,81 

 

Dari tabel IKU1.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

harkamtibmas diukur berdasarkan skor indeks dari elemen road safety index, 

indeks community policing, respon time kehadiran Polisi di TKP, persentase 

pengamanan obyek vital dan target rentan, persentase kemampuan reduksi 

potensi gangguan dan crime rate. Pengukuran dari masing-masing elemen 

kinerja pada tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Road+..
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1)     Road safety index, penanggungjawab Satlantas. 

 

Tabel IKU1.1.a.1 

Road safety index tahun 2023 
 

Elemen kinerja Nilai Bobot Skor indeks 

Road safety index 
 

3,21 
 

9,89% 
 

0,32 

 

Dari tabel IKU1.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 road 

safety index nilainya 3,21, dengan pembobotan 9,89% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0,32. 
 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja road safety index dihitung 

dari jumlah rincian elemen kinerja yang terdiri dari nilai indeks tingkat 

fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 100.000 penduduk ditambah 

nilai indeks tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas per 10.000 

kendaraan, dibagi 2, dikalikan pembobotan 9,89%. Pengukuran dari 

masing-masing rincian elemen kinerja road safety index pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.a.2 

Data rincian elemen kinerja road safety index pada tahun 2023 
 

Rincian elemen Jumlah Ket 

Total kematian akibat kecelakaan lalu lintas 

(M) 

219 jiwa 

Populasi penduduk (P) 1.849.956 jiwa 

Kendaraan bermotor (K) 895.372 Unit 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 100.000 penduduk (X) 

11,84 Level 

kinerja 3 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 10.000 kendaraan (Y) 

2,45 Level 

kinerja 2 

Indeks X, dikonversi dengan level kinerja 3 3,63 

Indeks Y, dikonversi dengan level kinerja 2 2,79 

Nilai 3,21 

 
Dari tabel IKU1.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa rincian elemen 

tingkat fatalitas akibat kecelakaan  lalu  lintas  per 100.000  penduduk 

sejumlah 11,84, dengan level kinerja 3, maka hasil konversi indeksnya 

menjadi 3,63. Sedangkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas 

per 10.000 kendaraan sejumlah 2,45, dengan level kinerja 2, 

maka+..
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maka hasil konversi indeksnya menjadi 2,79. Dengan demikian, setelah 

nilai tersebut ditambahkan lalu dibagi 2, didapatkan nilai elemen road 

safety index tahun 2023 sejumlah 3,21. Pada tahun 2023, kejadian 

kecelakaan lalu lintas sejumlah 2.088 kejadian, dengan korban 

meninggal 219 jiwa, korban luka berat 10 orang, korban luka ringan 2.468 

orang dan kerugian materiil sejumlah Rp. 1.375.650.000,-. 
 

Perbandingan rincian elemen road safety index tahun 2023 dengan 

tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.a.3 
 

Perbandingan rincian elemen road safety index 

pada tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Total kematian akibat kecelakaan lalu 

lintas (M) 

219 250 

Populasi penduduk (P) 1.849.956 1.828.532 

Kendaraan bermotor (K) 895.372 860.688 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu 

lintas per 100.000 penduduk (X) 

11,84 13,67 

Tingkat fatalitas akibat kecelakaan lalu 

lintas per 10.000 kendaraan (Y) 

2,45 2,90 

Indeks X, dikonversi dengan level kinerja 3 3,63 3,27 

Indeks Y, dikonversi dengan level kinerja 2 2,79 2,14 

Skor indeks 3,21 2,70 

 
Dari tabel IKU1.1.a.3 di atas dapat dilihat skor indeks elemen kinerja 

road safety index pada tahun 2023 sejumlah 3,21 mengalami 

peningkatan 0,51 (18,88%) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 

dengan skor indeks 2,70. 
 

 

2)     Indeks community policing, penanggungjawab Satbinmas. 
 

Tabel IKU1.1.b.1 
 

Indeks community policing tahun 2023 
 

Elemen kinerja Nilai Satuan Skala level 

kinerja 

Bobot Skor 

indeks 

 

Indeks community 

policing 

 

76,77 
 

% 
 

3,84 
 

12,31% 
 

0,47 

 

Dari+..
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Dari tabel IKU1.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 indeks 

community policing nilainya 76,77, dengan skala level kinerja 3,84 dan 

pembobotan 12,31% maka nilai skor indeksnya sejumlah 0,47. 
 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja indeks community policing 

diukur dari penjumlahan persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa 

dengan pembobotan 25%, persentase siskamling aktif dengan 

pembobotan 30%, persentase FKPM/Pokdarkamtibmas dengan 

pembobotan 25% dan persentase lembaga yang memiliki polsus dengan 

pembobotan 20%. Pengukuran dari masing-masing rincian elemen 

kinerja  indeks  community  policing  pada  tahun  2023  dapat  disajikan 

sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.b.2 

Rincian elemen kinerja indeks community policing pada tahun 2023 
 

Rincian elemen Perbandingan % Bobot Nilai 

 

331 Bhabinkamtibmas 
 

331 Desa/Kel 
 

100,00% 
 

25% 
 

25,00 

3.115 siskamling akfif 6.834 siskamling 45,58% 30% 13,67 

331 FKPM 331 Desa/Kel 100,00% 25% 24.15 

393 Polsus 600 Polsus ideal 65,50% 20% 13,10 

Jumlah 100% 76,77 

 

Dari tabel IKU1.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

rincian elemen persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa sejumlah 

100% dengan pembobotan 25% maka nilainya 25, persentase siskamling 

aktif sejumlah 48,81% dengan pembobotan 30% maka nilainya 13,67, 

persentase FKPM 100% dengan pembobotan 25% maka nilainya 25 dan 

persentase lembaga yang memiliki Polsus 65,50% dengan pembobotan 

20% maka nilainya 13,10. Dengan demikian nilai elemen indeks 

community policing pada tahun 2023 sejumlah 76,77. Data rincian 

elemen persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa pada tahun 2023, 

dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.b.3 

Data persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa tahun 2023 

(per Desember 2023) 
 

 
Polsek 

 
Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Bhabinkamtibmas 

 
% 

Purwokerto Timur 6 6 100% 

Purwokerto Selatan 7 7 100% 
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Polsek 

 
Desa/Kelurahan 

Jumlah 

Bhabinkamtibmas 

 
% 

Purwokerto Utara 7 7 100% 

Purwokerto Barat 7 7 100% 

Baturaden 12 12 100% 

Sumbang 19 19 100% 

Kembaran 16 16 100% 

Sokaraja 18 18 100% 

Kalibagor 12 12 100% 

Banyumas 12 12 100% 

Somagede 9 9 100% 

Tambak 12 12 100% 

Sumpiuh 14 14 100% 

Kemranjen 15 15 100% 

Kebasen 12 12 100% 

Patikraja 13 13 100% 

Rawalo 9 9 100% 

Jatilawang 11 11 100% 

Purwojati 10 10 100% 

Wangon 12 12 100% 

Lumbir 10 10 100% 

Gumelar 10 10 100% 

Pekuncen 16 16 100% 

Ajibarang 15 15 100% 

Cilongok 20 20 100% 

Karanglewas 13 13 100% 

Kedungbanteng 14 14 100% 

Jumlah 331 331 100% 

 
Dari tabel IKU1.1.b.3 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

jumlah Bhabinkamtibmas ada 331 personel sedangkan jumlah 

desa/kelurahan sejumlah 331, sehingga persentase Bhabinkamtibmas 

terhadap desa sejumlah 100%. 
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Data rincian elemen persentase siskamling aktif pada tahun 2023, 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.b.4 
 

Data persentase siskamling aktif tahun 2023 
 

 

Polsek 
Desa/ 

Kel 

Jumlah 

siskamling 

Jumlah siskamling 

aktif 

 

% 

Purwokerto Timur 6 86 10 11,62% 

Purwokerto Selatan 7 205 86 41,95% 

Purwokerto Utara 7 176 106 60,22% 

Purwokerto Barat 7 215 7 3,25% 

Baturaden 12 199 70 35,17% 

Sumbang 19 283 219 77,38% 

Kembaran 16 163 112 68,71% 

Sokaraja 18 250 146 58,40% 

Kalibagor 12 228 120 52,63% 

Banyumas 12 269 208 77,32% 

Somagede 9 123 27 21,95% 

Tambak 12 207 83 40,09% 

Sumpiuh 14 308 98 31,81% 

Kemranjen 15 250 31 12,40% 

Kebasen 12 335 320 95,52% 

Patikraja 13 310 42 13,54% 

Rawalo 9 177 28 15,81% 

Jatilawang 11 321 33 10,28% 

Purwojati 10 156 41 26,28% 

Wangon 12 452 401 88,71% 

Lumbir 10 173 84 48,55% 

Gumelar 10 266 177 66,54% 

Pekuncen 16 305 161 52,78% 

Ajibarang 15 466 197 42,27% 

Cilongok 20 431 109 25,29% 

Karanglewas 13 275 97 35,27% 

Kedungbanteng 14 205 102 49,75% 

Jumlah 331 6.834 3.115 45,48% 
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Dari tabel IKU1.1.b.4 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

jumlah siskamling aktif ada 3.115 dari 6.834 jumlah keseluruhan sehingga 

persentase siskamling aktif sejumlah 45,48%. 
 

Data rincian elemen persentase FKPM/pokdarkamtibmas pada 

tahun 2023, dapat disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.b.5 
 

Data persentase FKPM/pokdarkamtibmas tahun 2023 
 

Polsek Desa/ Kel Jumlah FKPM % 

Purwokerto Timur 6 6 100% 

Purwokerto Selatan 7 7 100% 

Purwokerto Utara 7 7 100% 

Purwokerto Barat 7 7 100% 

Baturaden 12 12 100% 

Sumbang 19 19 100% 

Kembaran 16 16 100% 

Sokaraja 18 18 100% 

Kalibagor 12 12 100% 

Banyumas 12 12 100% 

Somagede 9 9 100% 

Tambak 12 12 100% 

Sumpiuh 14 14 100% 

Kemranjen 15 15 100% 

Kebasen 12 12 100% 

Patikraja 13 13 100% 

Rawalo 9 9 100% 

Jatilawang 11 11 100% 

Purwojati 10 10 100% 

Wangon 12 12 100% 

Lumbir 10 10 100% 

Gumelar 10 10 100% 

Pekuncen 16 16 100% 

Ajibarang 15 15 100% 

Cilongok 20 20 100% 

Karanglewas 13 13 100% 

Kedungbanteng 14 14 100% 

Jumlah 331 331 100% 
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Dari tabel IKU1.1.b.5 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

jumlah FKPM/Pokdarkamtibmas ada 331 dari 331 desa/kelurahan 

sehingga persentase FKPM/Pokdarkamtibmas sejumlah 100%. 
 

Data rincian elemen persentase lembaga yang memiliki Polsus 

pada tahun 2023, dapat disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.b.6 
 

Data persentase lembaga yang memiliki Polsus tahun 2023 
 

 
Jumlah lembaga 

Jumlah ideal 

Polsus 

Jumlah Polsus yang 

terbentuk 

 
% 

 

4 
 

600 
 

393 
 

65,50% 

 

Dari tabel IKU1.1.b.6 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

terdapat 4 lembaga yang memiliki Polsus dengan jumlah Polsus 393 

personel, apabila dibandingkan dengan jumlah ideal Polsus yakni 600 

personel, maka persentase lembaga yang memiliki Polsus sejumlah 

65,50%. Adapun lembaga yang memiliki Polsus antara lain Satpol PP 

sejumlah 102 Polsus, Lapas sejumlah 129 Polsus, Kementerian 

Perhubungan (Dishub) sejumlah 78 Polsus dan Kementerian 

Perhubungan (PT. Kereta Api Indonesia (Persero)) sejumlah 84 Polsus. 
 

Perbandingan  rincian  elemen  indeks  community  policing  tahun 

2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.b.7 

Perbandingan rincian elemen indeks community policing 

pada tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Persentase Bhabinkamtibmas terhadap desa (X1) 100% 100% 

Persentase siskamling aktif (X2) 45,58% 28,99% 

Persentase FKPM (X3) 100% 100% 

Persentase lembaga yang memiliki Polsus (X4) 65,50% 65,50% 

Pembobotan X1 (25%) 25,00 25,00 

Pembobotan X2 (30%) 13,67 8,70 

Pembobotan X3 (25%) 25,00 25,00 

Pembobotan X4 (20%) 13,10 13,10 

Total nilai 76,77 66,81 
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Dari tabel Tabel IKU1.1.b.7 di atas dapat dilihat nilai elemen kinerja 

indeks community policing pada tahun 2023 sejumlah 76,77 mengalami 

peningkatan 9,96 (14,9%) apabila dibandingkan dengan  tahun 2022 

sejumlah 66,81. Hal ini dikarenakan jumlah siskamling aktif dan FKPM 

pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari pada tahun 2022. 
 

 

3)     Respon time kehadiran Polisi di TKP, penanggungjawab Satsamapta. 
 

Tabel IKU1.1.c.1 

Respon time kehadiran Polisi di TKP tahun 2023 
 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
 

Skor 

indeks 

 

Respon time 

kehadiran Polisi 

di TKP 

 

100 
 

% 
 

5 
 

21,12% 
 

1,06 

 

Dari tabel IKU1.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 respon 

time kehadiran Polisi di TKP nilainya 100%, dengan skala level kinerja 5 

dan  pembobotan  21,12% maka  nilai  skor  indeksnya  sejumlah  1,06. 

Pengukuran nilai elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP 

dihitung menggunakan rumus berikut: 
 

P   =   (2 - 
R 

)  x   100% 
T

 

 

Keterangan: 
 

P = Persentase respon time 

R = Realisasi respon time 

T = Target respon time 

 

Pengukuran elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP 

pada tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.c.2 

Data rincian elemen kinerja respon time kehadiran Polisi di TKP 

pada tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 

Target 
 

Realisasi 
 

Nilai 

 

Respon time 
 

15 
 

15 
 

100 
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Dari tabel IKU1.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa respon time 

kehadiran Polisi di TKP dilakukan dalam waktu 15 menit, sedangkan 

standar waktu mendatangi TKP yaitu 15 menit, sehingga nilainya 100. 

Perbandingan elemen respon time kehadiran Polisi di TKP tahun 2023 

dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.c.3 

Perbandingan respon time kehadiran Polisi di TKP 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Respon time kehadiran Polisi di TKP 15 15 

Standar 15 15 

Nilai 100 100 

 

Dari tabel IKU1.1.c.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai elemen kinerja 

respon time kehadiran Polisi di TKP pada tahun 2023 sejumlah 100 sama 

dengan tahun 2022 sejumlah 100. 

 
4) Persentase     pengamanan     obyek     vital     dan     target     rentan, 

penanggungjawab Satsampata. 
 

Tabel IKU1.1.d.1 

Persentase pengamanan obyek vital dan target rentan tahun 2023 
 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Persentase 

pengamanan obyek 

vital dan target rentan 

86,36 % 4,32 17,69% 0,76 

 

Dari tabel IKU1.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

persentase pengamanan obyek vital dan target rentan nilainya 86,36%, 

dengan skala level kinerja 4,32 dan pembobotan 17,69% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0,76. Pengukuran elemen kinerja persentase 

pengamanan  obyek  vital  dan  target  rentan  pada  tahun  2023  dapat 

disajikan sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.d.2 

Data rincian elemen kinerja persentase pengamanan obyek vital 

dan target rentan pada tahun 2023 
 

Rincian elemen Target Realisasi Nilai 

Persentase          pengamanan 

obyek vital dan target rentan 

22 19 86,36% 
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Dari tabel IKU1.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa obyek vital dan 

target rentan yang dilakukan pengamanan sejumlah 19 dari target 22, 

sehingga  nilainya  86,36. Rincian  data  pengamanan  obyek  vital dan 

target rentan pada tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.d.3 

Rincian data pengamanan obyek vital dan target rentan 

pada tahun 2023 
 

 

No 
 

Lembaga 
 

Masa berlaku 

 

1. 
 

BTN CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

2. 
 

BRI CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

3. 
 

BNI CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

4. 
 

BNI UNIT PASAR WAGE 
 

S.D. 2025 

 

5. 
 

BNI UNIT UNSOED 
 

S.D. 2025 

 

6. 
 

BNI UNIT OVERSTE ISDIMAN 
 

S.D. 2025 

 

7. 
 

BANK MANDIRI CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

8. 
 

BANK MANDIRI UNIT PASAR WAGE 
 

S.D. 2025 

 

9. 
 

BANK MANDIRI UNIT UNSOED 
 

S.D. 2025 

 

10. 
 

BANK JATENG CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

11. 
 

BANK JATENG SYARIAH 
 

S.D. 2025 

 

12. 
 

PT. SSI PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

13. 
 

BSI KCP SUDIRMAN 
 

S.D. 2025 

 

14. 
 

BANK SINARMAS 
 

S.D. 2025 

 

15. 
 

KOSPIN JASA 
 

S.D. 2025 

 

16. 
 

BANK MASPION 
 

S.D. 2025 

 

17. 
 

PT. KEJAR PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 

 

18. 
 

PT. ADVANTAGE 
 

S.D. 2025 

 

19. 
 

BCA CABANG PURWOKERTO 
 

S.D. 2025 
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Perbandingan elemen persentase pengamanan obyek vital dan 

target  rentan  tahun  2023  dengan  tahun  2022  dapat  ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.d.4 

Perbandingan persentase pengamanan obyek vital dan target rentan 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Target pam obvit dan target rentan 22 22 

Realisasi pam obvit dan target rentan 19 29 

Persentase pam obvit dan target rentan 86,36% 131,82% 

 

Dari tabel IKU1.1.d.4  di  atas  dapat  dilihat bahwa  nilai elemen 

kinerja persentase pengamanan obyek vital dan target rentan pada tahun 

2023 sejumlah 86,36% mengalami penurunan 45,46% (34,48%) apabila 

dibandingkan dengan tahun 2022 sejumlah 131,82%. 
 

 

5)     Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan, penanggungjawab 

Satintelkam 

Tabel IKU1.1.e.1 

Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan tahun 2023 
 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
 

Satuan 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Persentase kemampuan 

reduksi potensi 

gangguan 

66,67 % 4,28 11,72% 0,50 

 
Dari tabel IKU1.1.e.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

persentase kemampuan reduksi potensi gangguan nilainya 66,67%, 

dengan skala level kinerja 4,28 dan pembobotan 11,72% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 0,50. Pengukuran elemen kinerja persentase 

kemampuan reduksi potensi gangguan pada tahun 2023 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU1.1.e.2 

Data rincian elemen kinerja persentase kemampuan reduksi potensi 

gangguan pada tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 

 

Selisih 

 

 

Nilai  

Potensi Gangguan 
 

Gangguan Nyata 

 

21 
 

7 
 

14 
 

66,67% 
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Dari tabel IKU1.1.e.2 di atas dapat dilihat gangguan nyata pada 

tahun 2023 sejumlah 7 kejadian dari potensi gangguan sejumlah 21 

kejadian sehingga gangguan yang dapat direduksi sejumlah 14 kejadian, 

maka nilainya 66,67%. 
 

 

Data gangguan nyata pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut: 
 

a) Pelaksanaan Pilkades PAW (Pengganti Antar Waktu) di 4 (empat) 

desa se-Kab. Banyumas menggunakan sistem perwakilan yakni 

tidak melibatkan seluruh warga yang memiliki hak pilih; 
 

b) Pentahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan mulai tahun 2023 

mengakibatkan adanya kegiatan safari politik dan kelompok 

relawan pendukung tokoh politik; 
 

c)     Adanya  pelaksanaan  Pilkades  Serentak  di  17  desa  se-Kab. 

Banyumas  yang  pelaksanaannya  bersamaan  dengan  tahapan 

Kampanye Pilpres 2024; 
 

d) Munculnya kelompok relawan pendukung calon Presiden, calon 

Gubernur maupun calon Bupati di Kab. Banyumas yang mana di 

luar kendali partai politik namun memiliki jumlah massa yang cukup 

banyak; 
 

e) Penyampaian pernyataan sikap dan tuntutan oleh Serikat Pekerja 

kepada manajemen perusahaan PT. STAR (Sinar Tambang 

Arthalestari/Semen Bima) untuk permintaan kenaikan upah; 
 

f)      Perseteruan antar Ormas di wilayah Kab. Banyumas; 
 

g) Perkelahian antar kelompok sepeda motor yang mengakibatkan 

korban luka-luka. 
 

 

Perbandingan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan 

tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.e.3 

Perbandingan persentase kemampuan reduksi potensi gangguan 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Rincian elemen 
 

2023 
 

2022 

 

Potensi gangguan 
 

21 
 

23 

 

Gangguan nyata 
 

7 
 

8 

 

Selisih 
 

114 
 

15 

 

Nilai 
 

66,67% 
 

65,22% 
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Dari tabel IKU1.1.e.3  di  atas  dapat  dilihat  nilai  elemen  kinerja 

persentase kemampuan reduksi potensi gangguan  pada tahun 2023 

sejumlah 66,67% mengalami peningkatan 1,45% (2,22%) apabila 

dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 65,22%. 
 

 

6)     Crime rate, penanggungjawab Bagops. 
 

Tabel IKU1.1.f.1 

Crime rate tahun 2023 
 

 

Elemen kinerja 
 

Nilai 
Skala level 

kinerja 

 

Bobot 
Skor 

indeks 

Crime rate 26,32 4,87 27,30% 1,33 

 

Dari tabel IKU1.1.f.1 di atas dapat dilihat crime rate pada tahun 

2023 nilainya 26,32, dengan skala level kinerja 4,87 dan pembobotan 

27,30% maka nilai skor indeksnya sejumlah 1,33. Pengukuran crime rate 

dihitung dari jumlah kasus kejahatan selama setahun per 100.000 

penduduk. Pengukuran elemen kinerja crime rate pada tahun 2023 dapat 

disajikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.f.2 

Data rincian elemen kinerja crime rate pada tahun 2023 
 

Rincian elemen Jumlah 

Jumlah kasus kejahatan 487 kasus 

Jumlah penduduk 1.849.956 jiwa 

Jumlah kasus kejahatan per 100.000 

penduduk (crime rate) 

26,32 

 
Dari tabel IKU1.1.f.2 di atas dapat dilihat bahwa kejahatan yang 

terjadi pada tahun 2023 sejumlah 487 kejadian dari 1.849.956 jumlah 

penduduk, sehingga crime rate nilainya 26,32. Perbandingan crime rate 

tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKU1.1.f.3 
 

Perbandingan crime rate tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah kasus kejahatan 487 567 

Jumlah penduduk 1.849.956 1.828.532 

Jumlah kasus kejahatan per 100.000 

penduduk (crime rate) 

26,32 31,01 
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Dari tabel IKU1.1.f.3 di atas dapat dilihat nilai elemen kinerja crime 

rate pada tahun 2023 sejumlah 26,32 mengalami penurunan 4,69 

(15,12%) apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 31,01. 
 

 

b.     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKU1.2 

Perbandingan indeks harkamtibmas tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

 

Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2023 2022 
 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks

Road safety index 9,89%  3,21 0,32  2,70 0,27 

Indeks community 12,31% 76,77 3,84 0,47 66,81 3,34 0,41 
policing 

Respon time 21,12% 100 5,00 1,06 100 5,00 1,06 
kehadiran Polisi di 
TKP 

Persentase 17,69% 86,36 4,32 0,76 131,82 5,00 0,88 
pengamanan obyek 
vital dan target 
rentan 

Persentase 11,72% 66,67 4,28 0,50 65,22 4,25 0,49 
kemampuan reduksi 
potensi gangguan 

Crime rate 27,30% 26,32 4,87 1,33 31,01 4,84 1,32 

Total 100%   4,44   4,43 

Indeks harkamtibmas (skor x 20) 88,81   88,60 

 

Dari tabel IKU1.2 di atas dapat dilihat indikator kinerja indeks 

harkamtibmas pada tahun 2023 sejumlah 88,81 mengalami peningkatan 0,21 

(0,23%) apabila dibandingkan tahun 2022 sejumlah 88,60. Capaian kinerja 

indeks harkamtibmas pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat 

disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 1 

Perbandingan indeks harkamtibmas tahun 2020 s.d. 2023 
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Dari+..
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Dari grafik 1 di atas dapat dilihat bahwa indeks harkamtibmas mengalami 

peningkatan dari tahun 2022. 
 

 

c.     Membandingkan  realisasi  kinerja  dengan  target  jangka  menengah  dalam 

Renstra 

Tabel IKU1.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

 

Indikator Kinerja Utama 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

 

% 

 

Indeks harkamtibmas 
 

83,50 
 

83,78 
 

88,81 
 

106,36% 

 
 

Dari  tabel  IKU1.3  dapat  dijelaskan  bahwa  target  jangka  menengah 

Renstra yaitu 83,50 lebih rendah 0,28 (0,33%) dari target tahun 2023 dengan 

83,78 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 88,81 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 106,36%. 
 

 

d.     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan adalah koordinasi yang baik antar 

satfung, pembina fungsi satuan atas, lintas sektoral dan masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas dalam rangka menjaga harkamtibmas. Upaya yang telah 

dilakukan antara lain: 
 

1) Penanganan TKP diutamakan menolong korban yang masih hidup untuk 

segera dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk 

menekan fatalitas kematian karena kecelakaan lalu lintas; 
 

2) Membangun kerjasama dengan rumah sakit dalam penanganan korban 

kecelakaan lalu lintas; 
 

3) Melaksanakan patroli dengan sasaran daerah rawan tindak kriminalitas 

dan kecelakaan lalu lintas guna mencegah timbulnya gangguan 

kamtibmas; 
 

4) Meningkatkan deteksi dini dan monitoring dengan pembuatan produk 

intelijen terkait informasi yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. 
 

 

e. Analisa efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik personel, anggaran 

maupun sarana prasarana 
 

1)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

a) Pemenuhan+..
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a)     Pemenuhan Bhabinkamtibmas sejumlah 331 orang (100%) dari 

331 desa/kelurahan; 
 

b) Melaksanakan patroli secara berkesinambungan dengan sistem 

piket regu; 
 

c) Adanya pelatihan peningkatan kemampuan personel yang terlibat 

untuk mendukung pelaksanaan tugas; 
 

d) Koordinasi yang baik antara petugas turwali/piket Polres, Polsek 

dan masyarakat untuk mendatangi TKP. 
 

2)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

a) Anggaran  Dikmas  Lantas  untuk  memberikan  edukasi  kepada 

masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas; 
 

b) Anggaran Pemberdayaan Potensi Keamanan untuk mendukung 

pelaksanaan community policing; 
 

c) Anggaran  Turwali  baik  Polres  maupun  Polsek  dalam  rangka 

menekan crime rate dan respon time kasus kejahatan yang terjadi; 
 

d) Anggaran Penyelenggaraan PNBP Pamobvit untuk pemenuhan 

pengamanan obyek vital dan target rentan sesuai MoU; 
 

e) Anggaran  Analisis  Keamanan  serta  Penyelenggaraan  Strategi 

Keamanan dan Ketertiban bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya 

dan Keamanan Negara untuk mendukung kegiatan intelijen guna 

mengurangi potensi konflik sosial. 
 

Apabila dari anggaran yang ada diperkirakan sisa di akhir tahun, 

maka akan dilakukan revisi anggaran, hal ini dilakukan agar anggaran 

yang telah disediakan oleh negara dapat digunakan dan diserap secara 

optimal. 
 

3)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung 

operasional kegiatan tupoksi berupa peralatan yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan, baik perlengkapan perorangan maupun kendaraan 

roda 2 termasuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 

yang ada. Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan diharapkan 

dapat memperpanjang masa pakai sehingga berdampak baik dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sarana prasarana 

tersebut dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan kegiatan 

kepolisian. 
 

 

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja indeks harkamtibmas adalah sebagai berikut:
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1) Melaksanakan  patroli  dialogis  dengan  warga  masyarakat  dengan 

memberikan himbauan masyarakat; 

2) Melaksanakan patroli skala besar setiap akhir pekan dan hari libur/hari 

libur nasional serta pada situasi kondisi tertentu (balap liar, begal, geng 

motor dan lain-lain); 

3) Melaksanakan  Blue  Light  Patrol  (BLP)  yaitu  patroli  rutin  dengan 

menggunakan mobil patroli dengan menyalakan rotator guna mencegah 

adanya gangguan kamtibmas dan tindak kejahatan; 

4) Melaksanakan pengamanan ambang gangguan dengan menempatkan 

anggota di lokasi-lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk memberikan 

rasa aman dan nyaman; 

5) Pimpinan memberikan arahan dan anev secara rutin (periodik bulanan 

dan mingguan) kepada pejabat utama tentang evaluasi kegiatan yang 

dilaksanakan, perencanaan kegiatan ke depan serta menjalin hubungan 

emosional dan kekompakan antar pimpinan dengan anggota; 

6) Membentuk Tim Reaksi Cepat yang merespon secara cepat laporan 

kejadian di wilayah hukum Polresta Banyumas; 

7) Memberikan  edukasi  keselamatan  berlalu  lintas  kepada  masyarakat 

terutama usia dini  dan  pelajar untuk  menumbuhkan  kebiasaan baik 

dalam menjaga keselamatan berlalulintas melalui PUSTALING BASTU 

CENDEKIA (Perpustakaan Keliling); 

8) GEGER BASTU (Gendu Gendu Rasa Bawor Keselamatan Nomor Satu), 

adalah inovasi dalam rangka memberi pengetahuan menjaga 

kamseltibcarlantas di wilayah hukum Polresta Banyumas berupa talk 

show di chanel Youtube Polantas Bebatiran dengan menghadirkan 

narasumber baik dari internal lalu lintas maupun instansi terkait; 

9) ELING MAS (Edukasi Keliling Masyarakat), yakni melakukan edukasi 

kepada masyarakat dan anak sekolah serta pelayanan masyarakat pada 

saat jam sekolah; 

10) Kawal  Ambulans,  yakni  pelayanan  masyarakat  berupa  mengawal 

ambulans yang membawa pasien gawat darurat menuju rumah sakit 

rujukan; 

11) Dalam rangka community policing, seluruh Bhabinkamtibmas secara 

rutin menyapa masyarakat dan memberi informasi kamtibmas melalui 

program BMW (Bhabinkamtibmas Menyapa Warga) via Grup Whatsapp; 

12) Penghargaan dalam rangka  pemeliharaan keamanan  dan  ketertiban 

masyarakat, antara lain: 
 

a) Penghargaan    dari Kepala Kepolisian    Republik Indonesia 
 sebagai    Juara    I Lomba Satkamling    Tingkat Nasional, 

diserahkan tanggal 12 Juli 20223 pada Kegiatan Pembinaan Tradisi 
Peringatan Ke-77 Hari Bhayangkara Tahun 2023 di Gedung Bali 
Samudra Jakarta; 

b) Penghargaan+..
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b) Penghargaan   dari   Kepala   Kepolisian   Daerah   Jawa   Tengah 

sebagai Juara III Lomba Bhabinkamtibmas Candi Inovatif Tahun 

2023 diserahkan tanggal 5 Juli 2023 pada acara Hari Bhayangkara 

di Simpang Lima Semarang; 

c) Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai 

Juara III Kategori Pos Sukun Ukuran Sedang Operasi Ketupat Candi 

2023, diserahkan tanggal 1 Juli 2023 pada acara Upacara Hari 

Bhayangkara Ke- 77 di Mapolda Jateng; 

d)     Penghargaan  dari  Dirlantas  Polda  Jateng  sebagai  Peringkat  3 

Kinerja Terbaik dalam rangka Operasi Keselamatan Lalu Lintas 

Candi 2023, diserahkan tanggal 14 Agustus 2023 pada acara Anev 

Semester 1 Tahun 2023 Jajaran Polda Jawa Tengah di Hotel Metro 

Semarang; 

e)     Penghargaan  dari  Dirlantas  Polda  Jateng  sebagai  Peringkat  1 

Kinerja Terbaik Polres Tipe A dalam rangka Anev Semester 1 T.A. 

2023,  diserahkan  tanggal  14  Agustus  2023  di  Hotel  Metro 

Semarang; 
 

f) Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai 

Peringkat 4 Bidang Gakkum Manajemen Penindakan Pelanggaran 

Lalu Lintas Semester 1 Tahun 2023, diserahkan tanggal 14 Agustus 

2023 pada acara Anev Semester 1 Tahun 2023 Jajaran Polda Jawa 

Tengah di Hotel Metro Semarang; 
 

g)     Penghargaan  dari  Dirlantas  Polda  Jateng  sebagai  Peringkat  1 

Penindakan Knalpot Tidak Standard Periode Juli s.d. November 

2023, diserahkan tanggal 29 November 2023 pada acara Anev 

Semester 2 Tahun 2023 Jajaran Polda Jawa Tengah di Hotel MG 

Setos Semarang; 

h)     Penghargaan  dari  Dirlantas  Polda  Jateng  sebagai  Peringkat  1 

Kinerja Terbaik Polres Tipe A dalam rangka Anev Semester 2 T.A. 

2023, diserahkan tanggal 29 November 2023 pada acara Anev 

Semester 2 Tahun 2023 Jajaran Polda Jawa Tengah di Hotel MG 

Setos Semarang; 

i) Penghargaan dari Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia 

atas Capaian Nominasi “5 Besar” Terbaik Tingkat Polsek Kelompok 

“A”, diserahkan tanggal 21 Juni 2023 pada acara Kompolnas 

Awards 2023 di Jakarta; 

j) Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai 

Juara I Lomba Satkamling Tingkat Polda Jateng, diserahkan 

tanggal 21 Juni 2023 di Lapangan Polrestabes Semarang; 

k) Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai 

Juara I Lomba Polisi Cilik, diserahkan tanggal 1 Juli 2023 pada 

acara Hari Bhayangkara Ke-77 Tahun 2023 di Mapolda Jateng. 
 

2. Sasaran+..
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2. Sasaran strategis SS2. Terwujudnya Penegakkan Hukum Secara Berkeadilan, 

dengan indikator kinerja utama IKU2. Indeks Gakkum. 
 

a.     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKU2 

Indeks Gakkum tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Utama 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Indeks Gakkum 
 

94,63 
 

99,37 
 

105,01% 

 
Dari tabel IKU2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja 

utama indeks gakkum pada tahun 2023 mencapai 99,37 dari target 94,63 

dengan capaian kinerja sebesar 105,01%, sehingga pencapaian kinerja 

tercapai melebihi target yang ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja 

indeks gakkum pada tahun 2023 dihitung dari jumlah skor indeks elemen 

kinerja sebagai berikut 
 

Tabel IKU2.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks gakkum tahun 2023 
 

 
Elemen 

 
Nilai 

 

Skala 
kinerja 

 
Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Clearance rate kejahatan 
konvensional 

 

95,40% 
 

4,91 
 

25,84% 
 

1,27 

 

Clearance rate kejahatan 
transnasional 

 

99,09% 
 

4,98 
 

25,07% 
 

1,25 

 

Clearance rate kejahatan 
kekayaan negara 

 

100,00% 
 

5,00 
 

26,78% 
 

1,34 

 

Persentase penyelesaian perkara 
tindak pidana laka lantas 

 

99,57% 
 

4,99 
 

22,31% 
 

1,11 

 

Total 
 

100% 
 

4,97 

 

Indeks Gakkum (skor indeks x 20) 
 

99,37 

 

Dari tabel IKU2.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

gakum diukur berdasarkan skor indeks dari elemen clearance rate kejahatan 

konvensional, clearance rate kejahatan transnasional, clearance rate 

kejahatan kekayaan negara dan persentase penyelesaian perkara tindak 

pidana laka lantas.   Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada 

tahun 2023 dapat disajikan sebagai berikut: 
 

1) Clearance+..
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1)     Clearance rate kejahatan konvensional, penanggungjawab Satreskrim. 

 

Tabel IKU2.1.a.1 
 

Clearance rate kejahatan konvensional tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 
 

Nilai 

 

Skala 
indeks 

 
 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

T 
 

K 

 

326 
 

311 
 

95,40% 
 

4,91 
 

25,84% 
 

1,27 

 
Dari tabel IKU2.1.a.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan konvensional pada tahun 2023 sejumlah 326 kasus, 

penyelesaian sejumlah 311 kasus sehingga nilainya 95,40%, dengan 

skala indeks 4,91 dan pembobotan 25,84% maka nilai skor indeksnya 

sejumlah 1,27. Data jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional 

pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel IKU2.1.a.2 
 

Jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada tahun 2023 
 

 

Satfung/Polsek 
 

Lapor 
 

Selesai 
 

% 
 

Satreskrim 
 

135 
 

122 
 

90,37% 

Polsek Purwokerto Timur 
 

10 
 

11 
 

110% 

Polsek Purwokerto Selatan 
 

15 
 

14 
 

93,33% 

Polsek Purwokerto Utara 
 

15 
 

16 
 

106,66% 
 

Polsek Purwokerto Barat 
 

14 
 

14 
 

100% 

Polsek Baturaden 
 

10 
 

12 
 

120% 

Polsek Sumbang 
 

10 
 

10 
 

100% 

Polsek Kembaran 
 

16 
 

16 
 

100% 

Polsek Sokaraja 
 

11 
 

11 
 

100% 
 

Polsek Kalibagor 
 

1 
 

1 
 

100% 

Polsek Banyumas 
 

3 
 

3 
 

100% 

Polsek Somagede 
 

1 
 

1 
 

100% 

Polsek Tambak 
 

1 
 

0 
 

0% 

Polsek Sumpiuh 
 

3 
 

2 
 

66,66% 
 

Polsek+..
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Satfung/Polsek Lapor Selesai % 

Polsek Kemranjen 6 3 50% 

Polsek Kebasen 4 4 100% 

Polsek Patikraja 10 10 100% 

Polsek Rawalo 7 7 100% 

Polsek Jatilawang 7 7 100% 

Polsek Purwojati 6 6 100% 

Polsek Wangon 6 6 100% 

Polsek Lumbir 0 0 0% 

Polsek Gumelar 2 2 100% 

Polsek Pekuncen 5 5 100% 

Polsek Ajibarang 11 11 100% 

Polsek Cilongok 12 12 100% 

Polsek Karanglewas 1 1 100% 

Polsek Kedungbanteng 4 4 100% 

Jumlah 326 311 95,40% 

 

Dari tabel IKU2.1.a.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah 

kasus kejahatan konvensional sebanyak 326 kasus dengan penyelesaian 

sejumlah 311 kasus, sehingga nilainya 65,40%. Data penyelesaian kasus 

kejahatan konvensional per jenis kasus pada tahun 

2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel IKU2.1.a.3 

Data penyelesaian kasus kejahatan konvensional per jenis kasus tahun 

2023 
 

Jenis kasus Lapor Selesai % 

Currat 113 112 99,11% 

Curanmor 19 17 89,47% 

Curras 4 4 100% 

Curbi 32 29 90,62% 

Penganiayaan berat 3 3 100% 
 

Penganiayaan+..
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Jenis kasus Lapor Selesai % 

Penganiayaan ringan 
 

6 
 

4 
 

66,66% 

Penipuan 
 

72 
 

70 
 

97,22% 

Penggelapan 
 

17 
 

18 
 

105,88% 

Perjudian 
 

7 
 

7 
 

100% 

Percobaan currat 
 

1 
 

1 
 

100% 

UU Kesehatan 
 

1 
 

1 
 

100% 

KDRT 
 

2 
 

2 
 

100% 

Tadah 
 

1 
 

1 
 

100% 

Pengeroyokan 
 

5 
 

5 
 

100% 

Pencabulan 
 

4 
 

4 
 

100% 

Perkawinan 
 

1 
 

1 
 

100% 

Membahayakan nyawa 
 

1 
 

1 
 

100% 

Pembunuhan 
 

4 
 

4 
 

100% 

Perlindungan konsumen 
 

2 
 

1 
 

50% 

Pencurian ringan 
 

5 
 

5 
 

100% 

Perampasan 
 

3 
 

1 
 

33,33% 

Kelalaian 
 

1 
 

1 
 

100% 

Hoax 
 

2 
 

2 
 

100% 

Penggelapan jabatan 
 

5 
 

4 
 

80% 

Pembakaran 
 

1 
 

1 
 

100% 

Penghinaan 
 

1 
 

1 
 

100% 

Pencemaran nama baik 
 

1 
 

0 
 

0% 

Fidusia 
 

3 
 

3 
 

100% 

Perdagangan tanpa izin 
 

1 
 

1 
 

100% 

Pemalsuan dokumen 
 

8 
 

7 
 

87,50% 

Jumlah 326 311 95,39% 

 

Dari+..
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Dari tabel IKU2.1.a.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 kasus 

kejahatan konvensional tertinggi adalah pencurian dengan pemberatan 

(Currat) dengan jumlah laporan 113 kasus dan penyelesaian sejumlah 

112  kasus,  sehingga  persentase  penyelesaian  perkaranya  sejumlah 

99,11%. Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan 

konvensional pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKU2.1.a.4 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan konvensional 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah kasus 326 293 

Jumlah penyelesaian kasus 311 275 

Capaian 95,40% 93,86% 

Skala indeks 4,91 4,88 

Bobot 25,84% 25,84% 

Skor indeks 1,27 1,26 

 

Dari tabel IKU2.1.a.4 di atas dapat dilihat skor indeks elemen 

kinerja clearance rate kejahatan konvensional pada tahun 2023 sejumlah 

1,27 mengalami peningkatan 0,01 (0,79%) apabila dibandingkan dengan 

tahun 2022 dengan skor indeks 1,26. 

 

2) Clearance rate kejahatan transnasional, penanggungjawab Satreskrim 

dan Satresnarkoba 
 

Tabel IKU2.1.b.1 

Clearance rate kejahatan transnasional tahun 2023 
 

Rincian elemen  
Nilai 

Jenis kasus T K 

TP PO 11 11 100% 

TP Siber 1 0 0% 

TP Narkoba 98 98 100% 

Total 110 109 99,09% 

Skala indeks 4,98 

Bobot 25,07% 

Skor indeks 1,25 

Dari+..
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Dari tabel IKU2.1.b.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan transnasional pada tahun 2023 sejumlah 110 kasus, 

penyelesaian sejumlah 109 kasus sehingga nilainya 99,09%, dengan 

skala indeks 4,98 dan pembobotan 25,07% maka nilai skor indeksnya 

sejumlah 1,25 (pembulatan dua desimal dari 1,248). 
 

 

Data penyelesaian kasus kejahatan transnasional pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

a) Tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terdapat 11 kasus dan 

terselesaikan 11 kasus sehingga capaiannya 100%. Untuk 

penanganan  TPPO,  Satreskrim  menyerap  anggaran  sejumlah 

Rp. 44.667.000,-; 
 

b) Tindak pidana siber, pada tahun 2023 terdapat 1 kasus UU ITE dan 

belum terselesaikan sehingga capaiannya 0%. Satreskrim 

menyerap anggaran sejumlah Rp. 56.000.000,- untuk menyerap 

kasus  transaksi  elektronik  dan  pencemaran  nama  baik melalui 

media sosial; 
 

c) Tindak pidana narkoba, Satresnarkoba menangani kasus tindak 

pidana narkoba sebanyak 98 kasus dan berhasil ungkap kasus 

sebanyak 98 kasus dengan 121 tersangka terdiri dari pelanggaran 

UU Narkotika 40 kasus dengan 55 tersangka, UU Psikotropika 37 

kasus dengan 39 tersangka dan UU Kesehatan 21 kasus dengan 

27 tersangka. Untuk penanganan tindak pidana narkoba selama 

tahun   2023,   Satresnarkoba   menyerap   anggaran   sejumlah Rp. 

626.560.000,- (99,93%) dari pagu Rp. 627.000.000,-, sedangkan 

sisa Rp. 440.000,- merupakan pengembalian belanja tindak lanjut 

dari temuan audit kinerja Itwasum Mabes Polri. Adapun barang bukti 

yang dikumpulkan terdiri dari: 
 

(1)    Golongan narkotika: 
 

(a)    Sabu sejumlah 414,39 gram; 

(b)    Ganja sejumlah 167,4 gram; 

(c)    Tembakau gorila/sintetis sejumlah 1.724,01 gram; 

(d)    Ekstasi sejumlah 210 gram. 

(2)    Psikotropika sejumlah 8.867 butir; 
 

(3)    Obat-obatan sejumlah 192.943 butir. 
 

 
Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional 

pada  tahun  2023  dengan  tahun  2022  dapat  ditabulasikan  sebagai 

berikut: 
 

Tabel+..
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Tabel IKU2.1.b.2 

 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan transnasional 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah kasus 110 97 

Jumlah penyelesaian kasus 109 96 

Capaian 99,09% 98,97% 

Skala indeks 4,98 4,97 

Bobot 25,07% 25,07% 

Skor indeks 1,248 1,245 

 
Dari tabel IKU2.1.b.2 di atas dapat dilihat skor indeks elemen kinerja 

clearance rate kejahatan transnasional pada tahun 2023 sejumlah 1,248 

mengalami peningkatan 0,003 (0,24%) apabila dibandingkan dengan 

tahun 2022 dengan skor indeks 1,245. 
 

 

3)     Clearance   rate   kejahatan   kekayaan   Negara,   penanggungjawab 

Satreskrim 
 

Tabel IKU2.1.c.1 
 

Clearance rate kejahatan kekayaan negara tahun 2023 
 

Rincian elemen  
Nilai 

Jenis kasus T K 

TP Korupsi 0 1 100% 

TP Minerba 2 1 50% 

Total 2 2 100% 

Skala indeks 5 

Bobot 26,78% 

Skor indeks 1,34 

 

Dari tabel IKU2.1.c.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

kejahatan kekayaan negara pada tahun 2023 sejumlah 2 kasus, 

penyelesaian sejumlah 2 kasus sehingga nilainya 100%, dengan skala 

indeks 5 dan pembobotan 26,78% maka nilai skor indeksnya sejumlah 

1,34. Data kasus kejahatan kekayaan negara pada tahun 2023 dapat 

disajikan sebagai berikut: 

a) Tindak+..
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a) Tindak pidana korupsi. Untuk penanganan tindak pidana korupsi 

selama  tahun  2023,  Satreskrim  menyerap  anggaran  sejumlah 

Rp. 337.675.000,- (99,55%) dari pagu Rp. 339.195.000,- dengan 

data penanganan terdiri dari: 
 

(1) Dugaan   penggelapan   dalam   jabatan   pada   Perusahaan 

Daerah Citra Mandiri Unit SPBU Sokarja, dengan kerugian 

Negara Rp. 681.086.965,-, proses penyidikan (P-21); 
 

(2) Dugaan penyalahgunaan keuangan di Desa Karangpucung 

Kec. Tambak, dengan kerugian Negara Rp. 445.282.960,-, 

proses penyelidikan; 
 

(3) Dugaan pungutan liar Program Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) di Desa Kedunggede Kec. Banyumas, proses 

penyelidikan; 
 

(4) Dugaan penyalahgunaan keuangan Desa pada pengadaan 

Anjungan Pelayanan Mandiri (APM) di Kec. Gumelar, proses 

penyelidikan; 
 

(5)    Dugaan    penyimpangan    pengelolaan    keuangan    Desa 

Banjaranyar Kec. Pekuncen, proses penyelidikan; 
 

(6) Dugaan  pembangunan  gedung  Balai  Desa  Karangtengah 

Kec. Baturaden yang tidak sesuai mutu dan spesifikasi, proses 

penyelidikan; 
 

(7)    Dugaan penyalahgunaan anggaran oleh Pemerintah Desa 

Kec. Cilongok, proses penyelidikan; 
 

(8) Adanya  indikasi  pungutan  liar  dengan  modus  buku  mata 

pelajaran dan LKS di SMPN 2 Purwokerto, proses 

penyelidikan; 
 

(9)    Dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak Pemerintah 

Desa Cirahab Kec. Lumbir, proses penyelidikan; 
 

(10)  Dugaan pungli yang dilakukan guru SMPN 2 Purwojati dengan 

meminta uang komite atau pembangunan pada saat kenaikan 

kelas VII, proses penyelidikan; 
 

(11) Dugaan penyalahgunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Desa 

Dukuhwaluh Kec. Kembaran, proses penyelidikan; 
 

(12)  Dugaan penyalahgunaan keuangan Desa Klapagading Kulon 

Kec. Wangon, proses penyelidikan; 
 

(13)  Dugaan penyalahgunaan keuangan pembangunan ruko milik 

APBDesa T.A. 2022 Desa Kedungwringin, proses 

penyelidikan; 
 

(14) Dugaan+..



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023 

44  

 

 

 
(14)  Dugaan pungutan liar yang dilakukan guru SMPN 1 Sumbang 

dengan meminta uang pembangunan gedung sekolah, proses 

penyelidikan; 
 

(15)  Dugaan pungutan liar yang dilakukan guru SMPN 1 Kalibagor 

dengan meminta uang pembangunan gedung sekolah, proses 

penyelidikan; 
 

(16)  Dugaan  penyalahgunaan  anggaran  KONI Kab.  Banyumas 

dalam kegiatan Porprov Tahun 2023, proses penyelidikan; 
 

(17) Dugaan pungutan liar terhadap pedagang dan pengguna parkir 

di sepanjang jalan Soekrano, komplek Menara Teratai, proses 

penyelidikan; 
 

(18)  Dugaan penyimpangan anggaran dalam pembagian BLT DD 

dan penyimpangan pengelolaan keuangan Desa Linggasari 

Kec. Kembaran, proses penyelidikan; 
 

(19)  Dugaan  penyalahgunaan  bantuan  petani  di  wilayah  Kab. 

Banyumas, proses penyelidikan. 
 

b) Tindak pidana minerba, terdapat 2 kasus dan terselesaikan 1 kasus 

sehingga capaiannya 50%. 
 

 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan 

negara pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai 

berikut: 

Tabel IKU2.1.c.2 

Perbandingan jumlah penyelesaian kasus kejahatan kekayaan negara 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah kasus 2 1 

Jumlah penyelesaian kasus 2 1 

Capaian 100% 100% 

Skala indeks 5 5 

Bobot 26,78% 26,78% 

Skor indeks 1,34 1,34 

 
Dari tabel IKU2.1.c.2  di  atas  dapat  dilihat skor  indeks  elemen 

kinerja clearance rate kejahatan kekayaan negara pada tahun 2023 

sejumlah 1,34 sama dengan tahun 2022 dengan skor indeks 1,34. 
 

 

4) Persentase+..
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4)     Persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas, penanggungjawab 

Satlantas. 

Tabel IKU2.1.d.1 

Persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas tahun 2023 
 

Rincian elemen  
Nilai 

 

Skala 
indeks 

 
Bobot 

 

Skor 
indeks T K 

2.088 2.079 99,57% 4,99 22,31% 1,11 

 
Dari tabel IKU2.1.d.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus 

tindak pidana laka lantas pada tahun 2023 sejumlah 2.088 kasus, 

penyelesaian sejumlah 2.079 kasus sehingga nilainya 99,57%, dengan 

skala indeks 4,99 dan pembobotan 22,31% maka nilai skor indeksnya 

sejumlah 1,11 (pembulatan dua desimal dari 1,113). Pada tahun 2023, 

Satlantas menangani 2.088 kasus laka lantas yang terdiri dari laka ringan 

1.868 kasus, laka berat 209 kasus, laka menonjol 5 kasus dan tabrak lari 

6 kasus, dengan penyelesaian sejumlah 2.079 kasus berupa P-21 untuk 

3 kasus, SP3 untuk 87 kasus, SP2-Lid untuk 676 kasus, SP3-RJ untuk 

1.309 kasus dan dilimpahkan ke instansi lain 4 kasus. Data kasus tindak 

pidana laka lantas pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel IKU2.1.d.2 

Jumlah tindak pidana laka lantas tahun 2023 
 

 

Bulan 
Laka 

ringan 

Laka 

berat 

Laka 

menonjol 

Tabrak 

lari 

 

Jumlah 

Januari 194 24 0 0 218 

Pebruari 84 11 0 0 95 

Maret 146 9 1 1 157 

April 58 20 0 0 78 

Mei 162 16 0 1 179 

Juni 224 19 0 1 244 

Juli 110 18 1 0 129 

Agustus 214 24 0 0 238 

September 119 23 0 0 142 

Oktober 214 17 3 2 236 

November 214 17 0 0 231 

Desember 129 11 0 1 141 

Jumlah 1.868 209 5 6 2.088 
 

Dari+..
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Dari tabel IKU2.1.d.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 jumlah 

tindak pidana laka lantas tertinggi terjadi di bulan Juni sejumlah 244 

kasus, sedangkan jumlah laka lantas terendah terjadi pada bulan Aprilr 

sejumlah 78 kasus. Perbandingan jumlah penyelesaian kasus tindak 

pidana laka lantas pada tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel IKU2.1.d.3 

Perbandingan persentase penyelesaian tindak pidana laka lantas 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah tindak pidana laka lantas 2.088 2.355 

Jumlah penyelesaian tindak pidana laka lantas 2.079 2.345 

Nilai 99,57% 99,58% 

Skala indeks 4,99 4,99 

Bobot 22,31% 22,31% 

Skor indeks 1,113 1,113 

 
Dari  tabel  IKU2.1.d.3  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  persentase 

penyelesaian  tindak  pidana  laka  lantas  pada  tahun  2023  sejumlah 

99,57%  mengalami  penurunan  0,01  (0,01%)  apabila  dibandingkan 

dengan tahun 2022 dengan 99,58%. 
 

 

b.     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKU2.2 

Perbandingan indeks gakkum tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

 
Elemen kinerja 

 

 
Bobot 

2023 2022 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks

Clearance rate 
kejahatan 
konvensional 

25,84% 95,40% 4,91 1,27 93,86% 4,88 1,26 

Clearance rate 
kejahatan 
transnasional 

25,07% 99,09% 4,98 1,25 98,97% 4,97 1,25 

Clearance rate 
kejahatan 
kekayaan negara 

26,78% 100% 5 1,34 100% 5 1,34 

 

Persentase+..
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Elemen kinerja 

 
 

Bobot 

2023 2022 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skala 

indeks 

Skor 

indeks

Persentase 22,31% 99,57% 4,99 1,11 99,58% 4,99 1,11 
penyelesaian 
perkara tindak 
pidana laka lantas 

Total 100%   4,97   4,96 

Indeks gakkum (skor x 20) 99,37   99,20 
 

Dari tabel IKU2.2 di atas dapat dilihat indikator kinerja indeks gakkum 

pada tahun 2023 sejumlah 99,37 mengalami peningkatan sejumlah 0,17 

(0,17%) apabila dibandingkan tahun 2022 sejumlah 99,20. Capaian kinerja 

indeks gakkum pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan 

dalam grafik berikut: 

Grafik 2 

Perbandingan indeks gakkum tahun 2020 s.d 2023 
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Dari grafik 2 dapat dilihat bahwa indeks gakkum sejak tahun 2020 sampai 

dengan 2023 mengalami peningkatan. 
 

 

c.     Membandingkan  realisasi  kinerja  dengan  target  jangka  menengah  dalam 

Renstra 

Tabel IKU2.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja Utama 
Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Indeks gakkum 93,54 94,63 99,37 106,23% 

Dari+..
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Dari  tabel  IKU2.3  dapat  dijelaskan  bahwa  target  jangka  menengah 

Renstra yaitu 93,54, lebih rendah 1,09 (1,15%) dari target tahun 2023 dengan 

94,63 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 99,37 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 106,23%. 
 

 

d.     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis  penyebab  keberhasilan  pencapaian  kinerja  indeks  gakkum 

adalah sebagai berikut: 

1) Penyidik memahami manajemen penanganan perkara tindak pidana, 

sehingga pelaksananaan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur, 

selain itu pimpinan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penyidik 

tentang manajemen penanganan tindak pidana; 

2) Kesiapsiagaan juga koordinasi yang baik antara petugas turwali dan 

petugas piket untuk mendatangi TKP dan melaksanakan olah TKP serta 

mengamankan barang bukti; 

3) Adanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam penyelesaian 

kasus tindak pidana. 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indeks gakkum 

melalui beberapa upaya antara lain sebagai berikut: 

1) Berkoordinasi  dengan  jaksa  penuntut  umum  untuk  mendapatkan 

petunjuk kelengkapan berkas perkara; 

2) Berkoordinasi  dengan  fungsi  intelkam  guna  mendapatkan  informasi 

intelijen terkait perkara yang ditangani, serta unit identifikasi untuk 

mendapatkan informasi hasil olah TKP; 

3) Meningkatkan upaya penyelidikan dengan lebih mengefektifkan jaringan 

informasi dan penyusunan anatomi kejadian tindak pidana; 

4) Untuk   menekan   terjadinya   tindak   pidana,   maka   fungsi   Binmas, 

Satresnarkoba dan Satlantas melakukan upaya untuk pembinaan dan 

penyuluhan kepada masyarakat. 
 

e. Analisa efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik personel, anggaran 

maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

1)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah personel yang 

melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan penanganan tindak 

pidana harus sudah memiliki Skep Penyidik atau Skep Penyidik 

Pembantu, bahkan ada yang sudah memiliki sertifikat penyidik, 

sedangkan personel yang tidak memiliki Skep Penyidik maupun Skep 

Penyidik Pembantu ditugaskan menjadi staf administrasi. Untuk 

meningkatkan kemampuan, personel diikutsertakan prolat/dikbangspes 

yang diadakan oleh Polda Jateng maupun Mabes Polri. 

2) Analisa.....
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2)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah melaksanakan 

penyerapan anggaran penanganan tindak pidana secara optimal sesuai 

kebutuhan riil di lapangan. Apabila dari anggaran yang ada diperkirakan 

sisa di akhir tahun, maka akan dilakukan revisi anggaran, hal ini 

dilakukan agar anggaran yang telah disediakan oleh negara dapat 

digunakan dan diserap secara optimal. Anggaran yang terdukung dalam 

DIPA yakni anggaran Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 

Pidana sejumlah Rp. 5.163.349.000,-; 
 

3)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung 

operasional kegiatan tupoksi baik perlengkapan  perorangan maupun 

kendaraan bermotor termasuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan 

prasarana yang ada. Dengan adanya pemeliharaan dan perawatan 

diharapkan dapat memperpanjang masa pakai sehingga dapat 

digunakan secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 
 

f. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja indeks gakkum adalah sebagai berikut: 
 

1) Mengaktifkan  kring serse  berupa  pembagian  personel Satreskrim  di 

masing-masing kecamatan untuk memudahkan kegiatan monitoring 

wilayah kerawanan di wilayah hukum Polresta Banyumas; 
 

2) Membentuk Tim Reaksi Cepat yang merespon secara cepat laporan 

kejadian di wilayah hukum Polresta Banyumas guna menjaga TKP dalam 

keadaan status quo agar mempermudah proses olah TKP; 
 

3) Mengaktifkan  nomor  layanan  Satreskrim  di  wilayah  hukum  Polresta 

Banyumas, untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan 

pengaduan yang dipasang di lobby Satreskrim dan medsos Satreskrim. 
 

 

Pengukuran Kinerja Polresta Banyumas Tahun 2023, selain menyajikan capaian 

Indikator Kinerja Utama dari Indeks Harkamtibmas dan Indeks Gakkum yang menunjang 

capaian Indikator Kinerja Impact Indeks Kamtibmas, juga menyajikan capaian dari 

Indikator Kinerja Penunjang yang berada pada sasaran strategis SS3. Profesionalisme 

SDM, SS4. Modernisasi Teknologi dan SS5. Pengawasan yang Profesional, Akuntabel, 

Bersih Terbuka dan Melayani dalam bentuk nilai Indeks Agregat Kinerja Penunjang. 
 

Perhitungan Indeks Agregat Kinerja Penunjang mengagregasikan nilai dari tiga 

indeks yakni Indeks Human Capital (IHC) dengan bobot 14,28%, Indeks Technology 

Capital (ITC) dengan bobot 28,56% dan Indeks Organization Capital (IOC) dengan bobot 

57,16%. Realisasi Indeks Agregat Kinerja Penunjang tahun 2023 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel+..
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Tabel III 

 

Pengukuran Indeks Agregat Kinerja Penunjang Tahun 2023 
 

 

No 
 

Indeks 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Nilai 

 

1 
 

Indeks Human Capital (IHC) 
 

3,20 
 

14,28% 
 

0,46 
 

2 
 

Indeks  Technology  Capital 
(ITC) 

 

3,27 
 

28,56% 
 

0,93 

 

3 
 

Indeks Organization Capital 

(IOC) 

 

4,53 
 

57,16% 
 

2,59 

 

Realisasi Indeks Agregat Kinerja Penunjang 
 

3,98 
 

Level kinerja (1-5) 
 

Level 3 (3-<4) 

 

Dari penjelasan tabel III di atas, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Agregat Kinerja 

Penunjang pada tahun 2023 mencapai nilai 3,98 berada pada level kinerja 3. Analisis 

capaian dari masing-masing indeks pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 
 

1.     Indeks Human Capital (IHC) 
 

Indeks Human Capital (IHC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS3. Profesionalisme SDM Polresta Banyumas 

dengan bobot kinerja 14,28%. Perhitungan Indeks Human Capital (IHC) dihitung 

dari penjumlahan IKP1. Indeks Profesionalitas SDM Polresta Banyumas dikali bobot 

7,14% dan IKP2. Persentase pemenuhan Prolat Polresta Banyumas dikali bobot 

7,14% lalu dibagi 14,28%. Realisasi Indeks Human Capital (IHC) Polresta 

Banyumas tahun 2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel III.1 
 

Pengukuran Indeks Human Capital (IHC) Polresta Banyumas Tahun 2023 
 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP1 Indeks Profesionalitas SDM 3,70 7,14% 0,26 

IKP2 Persentase pemenuhan Prolat 2,71 7,14% 0,19 

Jumlah 0,46 

Bobot kinerja 14,28% 

Realisasi Indeks Human Capital (IHC) 3,20 

Level kinerja (1-5) Level 3 (3-<4) 

 

Dari tabel III.1, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Human Capital (IHC)pada 

tahun 2023 mencapai nilai 3,20 berada pada level kinerja 3. 

Analisis+..
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Analisis capaian pada sasaran strategis SS3. Profesionalisme SDM  dari 

masing-masing IKP pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 
 

a.     IKP1. Indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas, penanggungjawab Bag 

SDM. 
 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKP1 
 

Indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Indeks profesionalitas SDM 

Polresta Banyumas 

 

43,94 
 

64,03 
 

145,72% 

 

Dari tabel IKP1 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas pada 

tahun 2023 mencapai 64,03 dari target 43,94 dengan capaian kinerja 

sebesar 145,72%, sehingga berhasil mencapai target yang ditetapkan. 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks profesionalitas SDM 

Polresta Banyumas tahun 2023 dihitung dari jumlah skor indeks elemen 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel IKP1.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja indeks profesionalitas SDM 

Polresta Banyumas tahun 2023 
 

 
Elemen 

 
Nilai 

 
Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Persentase pelaksanaan rekruitmen 
(N1) 

 

15,85% 
 

25% 
 

3,96 

 

Persentase kompetensi pengisian 
jabatan AKP dan Inspektur (N2) 

 

81,32% 
 

40% 
 

32,53 

 

Persentase jumlah input SMK anggota 
Polri dengan kategori minimal Baik dari 
seluruh anggota Polri (N3) 

 

70,17% 
 

25% 
 

17,54 

 

Persentase jumlah input PPK PNS Polri 
dengan kategori minimal Baik dari 
seluruh PNS Polri (N4) 

 

100% 
 

5% 
 

5,00 

 

Persentase pemberian reward (N5) 
 

100% 
 

5% 
 

5,00 

 

Realisasi 
 

64,03 
 

Indeks kinerja 
 

3,70 

Dari+..
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Dari tabel IKP1.1 dapat dilihat bahwa indikator kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polresta Banyumas diukur berdasarkan skor indeks 

dari elemen persentase pelaksanaan rekruitmen, persentase kompetensi 

pengisian jabatan AKP dan Inspektur, persentase jumlah input SMK 

anggota Polri dengan kategori minimal Baik dari seluruh anggota Polri, 

persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori minimal Baik 

dari seluruh PNS Polri dan persentase pemberian reward. Capaian nilai 

elemen kinerja indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas tahun 

2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 

Grafik 3 

Capaian nilai elemen kinerja indeks profesionalitas SDM Polresta 

Banyumas tahun 2023 
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Dari  grafik  3,  dapat  dilihat  bahwa  elemen  kinerja  N1  yakni 

presentase  pelaksanaan  rekruitmen  memiliki  capaian  terendah  yaitu 

15,85%. 
 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

a)     Persentase pelaksanaan rekruitmen. 
 

Tabel IKP1.1.a 
 

Persentase pelaksanaan rekruitmen tahun 2023 
 

 

Animo 
 

Kuota 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

 

366 
 

58 
 

15,85% 
 

25% 
 

3,96 

Dari+..
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Dari tabel IKP1.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 dari 

animo 366 orang terdapat kuota 58 orang sehingga capaiannya 

15,85%, dengan pembobotan 25% maka skor indeksnya sejumlah 

3,96. Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase 

pelaksanaan rekruitmen diukur dari jumlah kuota dibagi jumlah 

animo dikali dengan nilai pembobotan 20%. Jumlah animo dan 

kuota  pelaksanaan  rekruitmen  yang  diikuti  pada  tahun  2023 

sebagai berikut: 

Tabel IKP1.1.a.2 

Jumlah animo dan kuota pelaksanaan rekruitmen tahun 2023 
 

Jenis rekruitmen Animo Kuota % 

Akpol 40 1 2,5% 

Bintara 286 54 18,88% 

Tamtama 38 3 7,89% 

Rekpro 2 0 0% 

Jumlah 366 58 15,85% 

 
Dari tabel IKP1.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2023 pelaksanaan rekruitmen Bintara memiliki animo dan kuota 

yang tertinggi. 
 

b)     Persentase kompetensi pengisian jabatan AKP dan Inspektur. 
 

Tabel IKP1.1.b.1 

Persentase kompetensi pengisian jabatan AKP dan Inspektur 

tahun 2023 
 

 

DSP ideal 
Jabatan 

yang terisi 

 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

471 383 81,32% 40% 32,53 

 

Dari tabel IKP1.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah jabatan AKP dan Inspektur yang terisi sejumlah 383 personel  

dari  471  personel  DSP  ideal  sehingga  capaiannya 

81,32%, dengan pembobotan 40% maka skor indeksnya sejumlah 

32,53. Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase 

kompetensi pengisian jabatan AKP dan Inspektur diukur dari jumlah 

jabatan AKP dan Inspektur yang terisi dibagi jumlah jabatan AKP 

dan Inspektur sesuai DSP ideal dikali dengan nilai pembobotan 

40%. Jumlah jabatan AKP dan Inspektur pada tahun 2023 dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel+..
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Tabel IKP1.1.b.2 

Jumlah jabatan AKP dan Inspektur pada tahun 2023 
 

Jenis jabatan DSP Terisi % 

AKP 91 85 93,40% 

Inspektur 380 298 78,42% 

Jumlah 471 383 81,32% 
 

Dari tabel IKP1.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa pengisian 

jabatan yang masih kurang yakni untuk jabatan Inspektur sebesar 

78,42%. 
 

c) Persentase  jumlah  input  SMK  anggota  Polri  dengan  kategori 

minimal Baik dari seluruh anggota Polri. 
 

Tabel IKP1.1.c.1 

Persentase jumlah input SMK anggota Polri dengan kategori 

minimal Baik dari seluruh anggota Polri tahun 2023 
 

Jumlah 

anggota Polri 

SMK minimal 

nilai Baik 

 

Nilai 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

1.247 875 70,17% 25% 17,54 
 

Dari tabel IKP1.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah anggota Polri dengan SMK kategori minimal Baik 875 

personel dari 1.247 personel sehingga capaiannya 70,17%, dengan 

pembobotan 25% maka skor indeksnya sejumlah 17,54. 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase jumlah input 

SMK anggota Polri dengan kategori minimal Baik dari seluruh 

anggota Polri diukur dari jumlah anggota Polri dengan SMK kategori 

minimal Baik dibagi jumlah seluruh anggota Polri dikali dengan nilai 

pembobotan 25%. Jumlah input SMK dengan minimal nilai Baik 

dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP1.1.c.2 

Jumlah input SMK dengan minimal nilai Baik Tahun 2023 
 

 

Jenis pangkat 
Jumlah 

anggota 

SMK nilai 

min Baik 

 

% 

Pamen 15 10 66,67% 

Pama 134 81 60,45% 

Bintara 1.098 784 71,40% 

Jumlah 1.247 875 70,17% 

Dari+..
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Dari tabel IKP1.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa jenis pangkat 

yang memiliki nilai SMK dengan minimal Baik tertinggi yakni Bintara 

dengan 71,40%. 
 

d)     Persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori minimal 

Baik dari seluruh PNS Polri. 
 

Tabel IKP1.1.d.1 
 

Persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan kategori minimal 

Baik dari seluruh PNS Polri tahun 2023 
 

 

Jumlah PNS 

Polri 

 

PPK minimal 

nilai Baik 

 
Nilai 

 
Bobot 

 

Skor 

indeks 

 

46 
 

46 
 

100% 
 

5% 
 

5,00 

 

Dari tabel IKP1.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah PNS Polri dengan PPK kategori minimal Baik 46 personel 

dari 46 personel sehingga capaiannya 100%, dengan pembobotan 

5% maka skor indeksnya sejumlah 5. Pengukuran skor indeks 

elemen kinerja persentase jumlah input PPK PNS Polri dengan 

kategori minimal Baik dari seluruh PNS Polri diukur dari jumlah PNS 

Polri dengan PPK kategori minimal Baik dibagi jumlah seluruh PNS 

Polri dikali dengan nilai pembobotan 5%. 
 

Jumlah input PPK PNS Polri dengan minimal nilai Baik dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP1.1.d.2 
 

Jumlah input PPK PNS dengan minimal nilai Baik Tahun 2023 
 

 
 

Jenis pangkat 

 
Jumlah 

anggota 

 

PPK 

nilai min 

Baik 

 
 

% 

 

Golongan III 
 

21 
 

21 
 

100% 

 

Golongan II 
 

23 
 

23 
 

100% 

 

Golongan I 
 

2 
 

2 
 

100% 

 

Jumlah 
 

46 
 

46 
 

100% 

 

Dari tabel IKP1.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 

2023 PPK seluruh PNS Polri minimal nilai Baik. 
 

e) Persentase+..
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e)     Persentase pemberian reward. 

 

Tabel IKP1.1.e.1 

Persentase pemberian reward tahun 2023 
 

Jumlah 

pengajuan 

Jumlah 

reward 

 

Nilai 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

30 30 100% 5% 5,00 
 

Dari tabel IKP1.1.e.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah reward yang diberi sejumlah 30 dari 30 pengajuan, maka 

capaian nilainya 100%, dengan pembobotan 5% maka nilai skor 

indeksnya sejumlah 5. Pengukuran skor indeks elemen kinerja 

persentase pemberian reward diukur dari jumlah reward yang diberi 

dibagi dengan jumlah pengajuan dikali dengan nilai pembobotan 

5%.   Jumlah   pemberian   reward   pada   tahun   2023   dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP1.1.e.2 

Jumlah pemberian reward pada tahun 2023 
 

Jenis reward Pengajuan Realisasi 

Bhabinkamtibmas Wanita 1 1 

Pelaporan aplikasi BOS V2 6 6 

Bhabin bersinergi 3 Pilar 1 1 

Pembimbing Juara 1 Satkamling 

Nasional 

15 15 

Ungkap kasus tabrak lari 7 7 

Jumlah 30 30 
 

Dari tabel IKP1.1.e.2 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

reward terbanyak diberikan untuk Pembimbing Satkamling karena 

berhasil mendapatkan Juara 1 Satkamling tingkat Nasional yakni 

sejumlah 15. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP1.2 

Perbandingan indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Indikator Kinerja Pendukung 2023 2022 % 

Indeks profesionalitas SDM 

Polresta Banyumas 

64,03 - - 
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Dari  tabel  IKP1.2  dapat  dilihat  bahwa  indikator  kinerja  indeks 

profesionalitas SDM Polresta  Banyumas  pada  tahun  2023  sejumlah 

64,03 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga 

capaian tahun sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP1.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Indeks profesionalitas 

SDM Polresta Banyumas 

 

47,44 
 

43,94 
 

64,03 
 

134,97% 

 

Dari tabel IKP1.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 47,44, lebih tinggi 3,5 (7,96%) dari target tahun 2023 

dengan 43,94 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 64,03 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 134,97%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polresta Banyumas adalah pengelolaan sumber 

daya manusia yang baik dari segi rekruitmen, pembinaan karier, 

pendendalian dan perawatan personel. 
 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja indeks 

profesionalitas SDM Polresta Banyumas melalui beberapa upaya antara 

lain sebagai berikut: 
 

a) Melakukan  sosialisasi  tentang  penerimaan  anggota  Polri  serta 

melaksanakan rekruitmen dengan prinsip BETAH; 
 

b)     Melakukan pemetaan jabatan; 
 

c)     Melakukan sosialisasi tentang cara pengisian penilaian SIPK dan 

PPK kepada anggota Polri dan PNS Polri; 
 

d) Melakukan   wanjak   pemberian   reward   bagi   anggota   yang 

berprestasi. 
 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a) Analisa+..
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a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 

 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah sebagai berikut: 
 

(1) Seluruh anggota berperan serta dalam melakukan amplifikasi 

sosialisasi rekruitmen melalui media sosial; 
 

(2) Pengisian  jabatan  AKP  dan  Inspektur  dengan  menunjuk 

personel dengan pangkat Iptu/Ipda/Bintara tinggi dan PNS Gol 

IV/III. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menggunakan 

anggaran dalam DIPA, antara lain: 
 

(1) Anggaran rekruitmen pada Program Profesionalisme SDM 

Polri; 
 

(2) Anggaran Beladiri Berkala dan Snack Binrohtal yang didukung 

dari Dukops Polres pada Program Harkamtibmas; 
 

(3)    Anggaran Honor Binrohtal dan TKJ pada Program Dukma. 

c)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung operasional kegiatan tupoksi berupa peralatan yang 

diperlukan dalam melakukan kegiatan, baik perlengkapan 

perorangan maupun kendaraan roda 2, sedangkan untuk kegiatan 

secara online menggunakan fasilitas internet dan perangkat 

telekomunikasi. 
 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas sebagai 

berikut: 
 

a)     Sosialisasi dan kegiatan penerimaan terpadu anggota Polri; 
 

b) Pembinaan dan pelatihan calon siswa sebelum memasuki masa 

pendidikan; 
 

c) Pelatihan bela diri dan menembak serta tes kesamaptaan jasmani 

secara periodik; 
 

d)     Pembinaan rohani dan mental; 
 

e) Pemberian   penghargaan   saat   upacara   bendera   agar   dapat 

menumbuhkan rasa kebanggaan bagi penerima reward dan 

menjadikan semangat bagi personel lain; 
 

f)      Upacara Wisuda Purna Bhakti untuk anggota dan PNS Polri. 
 

b. IKP2+..
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b.     IKP2. Persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas, penanggungjawab 

Bag SDM. 
 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKP2 

Persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase pemenuhan prolat 

Polresta Banyumas 

 

83,75 
 

44,12 
 

52,68% 

 

Dari tabel IKP2 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 

pada tahun 2023 mencapai 44,12 dari target 83,75 dengan capaian 

kinerja sebesar 52,68%, sehingga target pencapaian kinerja belum dapat 

tercapai. 
 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase pemenuhan 

prolat diukur dari jumlah personel yang mengikuti prolat dibagi dengan 

jumlah usulan prolat selama tahun berjalan dikali dengan nilai 

pembobotan 100%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polresta Banyumas tahun 2023 dihitung dari jumlah 

skor indeks elemen kinerja sebagai berikut: 
 

Tabel IKP2.1 

Persentase anggota yang mengikuti prolat tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 
 

Nilai % 

 
 

Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Level 
kinerja 

 

Usulan 
 

Realisasi 

 

34 
 

15 
 

44,12% 
 

100 
 

2,71 
 

2 

 

Dari tabel IKP2.1 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 

anggota yang mengikuti prolat sejumlah 15 personel dari 34 usulan, maka 

capaiannya 44,12% sehingga skor indeksnya 2,71 berada di level kinerja 

2. Jumlah prolat yang diikuti selama tahun 2023 dapat disajikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKP2.2 

Jumlah prolat yang diikuti tahun 2023 
 

Jenis prolat Usulan Realisasi 

MOP 2 2 

RPK Fungsi Reskrim 2 0 

Jenis+..
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Jenis prolat Usulan Realisasi 

Penyidikan Intelijen 2 1 

Tukbinjar Intelijen 2 1 

Idik TP Pemilu 2 1 

Penanganan TP Siber 2 0 

Pam TPS Pemilu 4 2 

Menembak 2 2 

Binluh Kamtibmas 4 2 

Pelayanan SIM 2 1 

Dakgar Lantas berbasis elektronik 2 1 

Pemeriksaan Provos 2 1 

Gaktiblin dan Pamwal Provos 2 0 

Penanganan Konflik Humanis FT Samapta 2 0 

Penanganan Konflik Humanis FT Binmas 1 0 

Keslap dan PPGD 1 1 

Jumlah 34 15 
 

Dari tabel IKP2.2 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 banyak 

usulan prolat yang tidak terakomodir secara penuh bahkan beberapa 

bahkan tidak terpenuhi sama sekali. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP2.3 

Perbandingan persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Usulan 34 22 

Realisasi 15 13 

Nilai capaian 44,12% 59,09% 

 

Dari   tabel   IKP2.3   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   persentase 

pemenuhan  prolat  Polresta  Banyumas  pada  tahun  2023  sejumlah 

44,12%  mengalami  penurunan  sejumlah  14,97%  (25,33%)  apabila 

dibandingkan tahun 2022 sejumlah 59,09%. Capaian kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polresta Banyumas pada tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik+..
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Grafik 4 

Perbandingan persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 

tahun 2020 s.d 2023 
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Dari grafik 4 dapat dilihat bahwa persentase pemenuhan prolat 

Polresta Banyumas sejak tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami 

fluktuatif. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP2.4 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Persentase pemenuhan 

prolat Polresta Banyumas 

 
77,50 

 
83,75 

 
44,12 

 
56,93% 

 

Dari tabel IKP2.4 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 77,50, lebih tinggi 6,25 (7,96%) dari target tahun 2023 

dengan 83,75 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 44,12 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 56,93%. 
 

 

4)      Analisa penyebab kegagalan 
 

Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polresta Banyumas adalah terbatasnya kuota 

pelaksanaan prolat. 

Upaya+..
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Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan prolat Polresta Banyumas melalui beberapa upaya antara 

lain sebagai berikut: 
 

a) Melakukan   pendataan   untuk   anggota   yang   berminat   untuk 

mengikuti prolat; 
 

b)     Mengirimkan usulan anggota yang akan mengikuti prolat ke Polda; 
 

c)     Mengirimkan personel sesuai surat pemanggilan dari Polda. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah personel yang 

mengikuti prolat melakukan transfer knowledge ke anggota yang 

lain. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah tidak ada 

anggaran dalam DIPA, karena penyelenggaraan pendidikan ada di 

tingkat satuan atas. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam pelaksanaan latkatpuan mandiri menggunakan seluruh 

sarana prasarana yang dimiliki untuk mendukung operasional 

kegiatan tupoksi berupa peralatan yang diperlukan dalam 

melakukan kegiatan, baik perlengkapan perorangan maupun 

kendaraan roda 2, sedangkan untuk mengikuti program Belajar 

Bersama dilakukan secara online menggunakan fasilitas internet 

dan perangkat telekomunikasi. 
 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 

adalah   melaksanakan Pelatihan Fungsi Teknis Kepolisian kepada 

personel Polresta Banyumas dan perwakilan Polsek jajaran sesuai 

dengan fungsinya. 
 

 

2.     Indeks Technology Capital (ITC) 
 

Indeks Technology Capital (ITC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS4. Modernisasi Teknologi Polresta Banyumas 

dengan bobot kinerja 28,56%. Perhitungan Indeks Technology Capital (ITC) dihitung 

dari total penjumlahan dari IKP3. Persentase pemenuhan alkom siap 
 

operasional+..
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operasional Polresta Banyumas dikali bobot 7,14%, IKP4. Persentase pemenuhan 

pembangunan di jajaran Polresta Banyumas dikali bobot 7,14%, IKP5. Modernisasi 

sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini dengan bobot 7,14% dan IKP6. 

Persepsi user terhadap kemudahan akses data dengan bobot 7,14% lalu dibagi 

bobot 28,56%. Realisasi Indeks Technology Capital (ITC) Polresta Banyumas tahun 

2023 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel III.2 

Pengukuran Indeks Technology Capital (ITC) Polresta Banyumas Tahun 2023 
 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP3 Persentase pemenuhan alkom 
siap operasional 

3,68 7,14% 0,26 

IKP4 Persentase pemenuhan 
pembangunan 

1,00 7,14% 0,07 

IKP5 Modernisasi sarana dan 
prasarana sesuai teknologi 
terkini 

4,74 7,14% 0,34 

IKP6 Persepsi user terhadap 
kemudahan akses data 

3,66 7,14% 0,26 

Jumlah 0,93 

Bobot kinerja 28,56% 

Realisasi Indeks Technology Capital (ITC) 3,27 

Level kinerja (1-5) Level 3 (3-<4) 

 

Dari tabel III.2, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Technology Capital (ITC) pada 

tahun 2023 mencapai nilai 3,27 berada pada level kinerja 3 dengan nilai capaian 

terendah pada IKP4. Persentase pemenuhan pembangunan. 
 

 

Analisis capaian pada sasaran strategis SS4. Modernisasi Teknologi Polresta 

Banyumas dari masing-masing IKP pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 
 

a.     IKP3. Persentase pemenuhan alkom siap operasional, penanggungjawab Si 

TIK. 
 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKP3 

Persentase pemenuhan alkom siap operasional tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase pemenuhan alkom 

siap operasional 

 

79,59 
 

81,76 
 

102,73% 
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Dari tabel IKP3 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase pemenuhan alkom siap operasional pada 

tahun 2023 mencapai 81,76 dari target 79,59 dengan capaian kinerja 

sebesar 102,73%, sehingga pencapaian kinerja dapat melebihi target 

yang ditetapkan. 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan alkom 

siap operasional dihitung dari penambahan rasio pemenuhan kebutuhan 

infrastruktur  dikali 50% dan  rasio  pemenuhan  kebutuhan subsriber 

dikali 50%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

alkom siap operasional tahun 2023 sebagai berikut: 
 

Tabel IKP3.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

alkom siap operasional tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

Rasio pemenuhan kebutuhan 
infrastruktur (I) 

100,00 % 50% 50,00 

Rasio pemenuhan kebutuhan 
subscriber (S) 

63,52 % 50% 31,76 

Realisasi 81,76 
Indeks 3,68 

Level kinerja 3 (3-<4) 
 

Dari tabel IKP3.1 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks rasio 

pemenuhan kebutuhan infrastruktur 50 dan skor indeks rasio pemenuhan 

kebutuhan subsriber 31,76 sehingga realisasi persentase pemenuhan 

alkom siap operasional nilainya 81,76 dengan skor indeks 

3,68 berada pada level kinerja 3. Capaian nilai elemen kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional tahun 2023 dapat disajikan dalam 

grafik berikut: 
 

Grafik 5 

Capaian nilai elemen kinerja persentase pemenuhan alkom siap 

operasional tahun 2023 
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Dari grafik 5, dapat dilihat bahwa elemen kinerja rasio pemenuhan 

kebutuhan subsriber (S) memiliki capaian terendah yaitu 63,52%. 
 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

a)     Rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur. 
 

Tabel IKP3.1.a 

Rasio pemenuhan kebutuhan infrastruktur tahun 2023 
 

 

Uraian 
Kebutuhan/ 

ideal 

Realiasi/ 

tergelar 

 

Rasio 

MSO 2 2 100 

RBS 2 2 100 

Site Tower 2 2 100 

Repeater 2 2 100 

Jumlah 8 8 100 

Bobot 50% 

Skor indeks 50 

 

Dari tabel IKP1.3.a di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah infrastruktur yang tergelar sejumlah 8 unit dari kebutuhan 

sejumlah 8 unit, maka nilai rasionya 100 dengan pembobotan 50% 

maka nilai skor indeksnya sejumlah 50. Pada tahun 2023, 

infrastruktur yang tergelar sejumlah 2 unit MSO, 2 unit RBS, 2 site 

tower dan 2 unit repeater. 

 
b)     Rasio pemenuhan kebutuhan subsriber. 

 

Tabel IKP3.1.b 

Rasio pemenuhan kebutuhan subsriber tahun 2023 
 

 

Uraian 
Kebutuhan/ 

ideal 

Realiasi/ 

tergelar 

 

Rasio 

Radio fix stasion 40 27 67,50 

Radio mobile 40 27 67,50 

Radio HT 225 125 55,56 

Jumlah 305 179 63,52 

Bobot 50% 

Skor indeks 31,76 
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Dari tabel IKP1.3.b di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

jumlah subsriber yang tergelar sejumlah 179 unit dari kebutuhan 

sejumlah 305 unit, maka nilai rasionya 63,52 dengan pembobotan 

50% maka nilai skor indeksnya sejumlah 31,76. Pada tahun 2023, 

subsriber yang tergelar sejumlah 40 unit radio fix station, 40 unit 

radio mobile dan 125 unit radio HT. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP3.2 
 

Perbandingan persentase pemenuhan alkom siap operasional 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2023 
 

2022 
 

% 

 

Persentase pemenuhan alkom 

siap operasional 

 

81,76 
 

- 
 

- 

 

Dari tabel IKP3.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional pada tahun 2023 sejumlah 81,76 

tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga capaian tahun 

sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 
 

Tabel IKP3.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 

 

% 

 

Persentase pemenuhan 

alkom siap operasional 

 

 

79,80 

 

 

79,59 

 

 

81,76 

 

 

102,46% 

 

Dari tabel IKP3.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 79,80, lebih tinggi 0,21 (0,26%) dari target tahun 2023 yakni 

79,59 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 81,76 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 102,46%. 
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4)     Analisa penyebab keberhasilan 

 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan alkom siap operasional adalah pemeliharaan dan perawatan 

alkom yang rutin untuk mendukung tupoksi. 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pelaksanaan 

harwat alkomlek dilaksanakan secara swakelola oleh Si TIK dan 

juga melibatkan pihak ketiga sebagai rekanan pelaksana harwat. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran dalam DIPA, antara lain: 

(1)    Anggaran harwat alkomlek dan har repeater pada Program 

Modernisasi Almatsus dan Sarpras Polri; 
 

(2)    Anggaran pengecekan alkom di Dukops Polres pada Program 

Harkamtibmas. 
 

Apabila dari anggaran yang ada, diperkirakan akan sisa di 

akhir tahun, maka akan dilakukan revisi anggaran apabila output 

telah tercapai. Hal ini dilakukan agar anggaran yang telah 

disediakan oleh negara dapat digunakan dan diserap secara 

optimal. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam pelaksanaan pemenuhan alkom siap operasional 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung tupoksi. 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan adalah adanya kegiatan 

pengecekan dan harwat terhadap alkom dan tower yang dimiliki agar 

dapat berfungsi dengan baik untuk operasional kepolisian. 
 

 

b. IKP4. Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas, 

penanggungjawab Baglog 
 

1)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP4 

Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas 

tahun 2023 
 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Persentase pembangunan di 

jajaran Polresta Banyumas 

40,00 0 0% 
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Dari tabel IKP4 dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja 

pendukung persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta 

Banyumas pada tahun 2023 adalah 0 dari target 40 dengan capaian 

kinerja sebesar 0%, sehingga tidak dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 
 

 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja persentase pemenuhan 

pembangunan diukur dari jumlah realiasi pembangunan dibagi dengan 

jumlah usulan pembangunan  dikali dengan nilai pembobotan 100%. 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

pembangunan  di  jajaran  Polresta  Banyumas  tahun  2023  dihitung 

sebagai berikut: 

Tabel IKP4.1 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase pemenuhan 

pembangunan di jajaran Polresta Banyumas tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 

 

Nilai 

 

 

Skor indeks 

 

 

Level kinerja  

Usulan 
 

Realisasi 

 

5 
 

0 
 

0% 
 

1 
 

1 (1-<2) 

 
Dari tabel IKP4.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

pembangunan yang diusulkan sejumlah 5 unit, namun tidak ada realisasi 

maka capaian dan nilainya 0%, dengan pembobotan 100% maka nilai 

skor indeksnya sejumlah 0. Pada tahun 2023 Polresta Banyumas 

mengusulkan  rencana kebutuhan ideal sejumlah 5 pembangunan yaitu 

pembangunan Polsek Purwokerto Utara, Polsek Purwokerto Barat, 

Polsek Sumbang, Polsek Kembaran dan Barak Dalmas, namun tidak ada 

yang terealisasi. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP4.2 
 

Perbandingan persentase pemenuhan pembangunan di jajaran 

Polresta Banyumas tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Rincian elemen 
 

2023 
 

2022 

 

Usulan 
 

5 
 

5 

 

Realisasi 
 

0 
 

0 

 

Nilai 
 

0% 
 

0% 
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Dari   tabel   IKP4.2   di   atas   dapat   dilihat   bahwa   persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas pada tahun 

2023 sama dengan tahun 2022 yakni 0%. Capaian kinerja persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas pada tahun 

2020 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik 6 

Perbandingan persentase pemenuhan pembangunan di jajaran 

Polresta Banyumas tahun 2020 s.d. 2023 
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Dari grafik 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 tidak 

ada pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP4.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Persentase pemenuhan 

pembangunan di jajaran 

Polresta Banyumas 

 
 

30 

 
 

40 

 
 

0 

 
 

0% 

 
Dari tabel IKP4.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 30, lebih rendah 10 (25%) daripada target tahun 2023 

sejumlah 40, sehingga apabila realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 0 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 0%. 
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4)     Analisa penyebab kegagalan 

 

Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja persentase 

pemenuhan pembangunan di jajaran Polresta Banyumas adalah 

dikarenakan tingginya kebutuhan pembangunan/renovasi di jajaran 

Polresta Banyumas namun sulitnya untuk mendapatkan pengadaan 

belanja modal yang masuk dalam DIPA Satker. Polresta Banyumas 

hanya dapat mengusulkan rencana pembangunan yang diperlukan 

kepada pembina fungsi di satuan atas, namun tidak dapat menentukan 

realisasi pengadaannya, hal ini disebabkan pemenuhan tersebut 

termasuk dalam kategori belanja modal. 
 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja ini adalah 

sebagai berikut: 
 

a) berkoordinasi  dengan  Rolog  Polda  Jateng  untuk  menentukan 

prototipe bentuk bangunan; 
 

b)     mengusulkan  anggaran  pembangunan  yang  diperlukan  kepada 

Rorena Polda Jateng; 
 

c) Berkoordinasi dengan pihak Pemda Kab. Banyumas serta pihak 

lain yang ingin memberi hibah barang dalam rangka pembangunan. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pengajuan 

usulan secara berjenjang dari tingkat Polres ke satuan atas, dengan 

berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas 

untuk perhitungan pembiayaan dan pembuatan sketsa/denah 

bangunan. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menerima 

apabila ada donatur yang ingin memberi hibah barang ke Polresta 

Banyumas dalam rangka  pembangunan/renovasi  gedung, serta 

menyerap anggaran pemeliharaan/perawatan gedung kantor yang 

tersedia dalam DIPA. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam proses pengajuan usulan pembangunan menggunakan 

seluruh sarana prasarana yang dimiliki. Selama usulan 

pembangunan    belum    dapat    terpenuhi,    maka     dilakukan 

pemeliharaan dan perawatan gedung kantor. 
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6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

kinerja ini adalah berkoordinasi dengan Pemda Kabupaten Banyumas 

untuk pemenuhan pembangunan dalam bentuk hibah barang di tahun 

yang akan datang. 
 

 

c. IKP5.   Modernisasi   sarana   dan   prasarana   sesuai   teknologi   terkini, 

penanggungjawab Baglog 
 

1)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP5 
 

Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini tahun 2023 
 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Modernisasi sarana dan prasarana 

sesuai teknologi terkini 

88,10 94,80 107,61% 

 

Dari tabel IKP5 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi 

terkini pada tahun 2023 mencapai 94,80 dari target 88,10 dengan 

capaian kinerja sebesar 107,61%, sehingga pencapaian kinerja dapat 

melebihi target yang ditetapkan. 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi sarana dan 

prasarana sesuai teknologi terkini dihitung dari total jumlah penambahan 

dari persentase pemenuhan almatsus transportasi operasional, 

persentase pemenuhan almatsus pengindraan dan gakkum, persentase 

pemenuhan almatsus teknologi informasi kepolisian, persentase 

pemenuhan almatsus forensik dan persentase pemenuhan almatsus 

persenjataan dibagi 5. Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi 

sarana  dan  prasarana  sesuai  teknologi  terkini  tahun  2023  sebagai 

berikut: 

Tabel IKP5.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja modernisasi sarana dan 

prasarana sesuai teknologi terkini tahun 2023 
 

Elemen Kebutuhan Pemenuhan % 

Persentase pemenuhan 
almatsus transportasi 
operasional (TO) 

556 538 96,76 

Persentase pemenuhan 
almatsus pengindraan dan 
gakkum (PG) 

70 65 92,86 

Persentase pemenuhan 
almatsus teknologi informasi 
kepolisian (TIK) 

343 343 100,00 
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Elemen Kebutuhan Pemenuhan % 

Persentase pemenuhan 
almatsus forensik (Fo) 

200 190 95,00 

Persentase pemenuhan 
almatsus persenjataan (Pj) 

773 691 89,39 

Jumlah 474,01 

Bilangan pembagi 5 

Realisasi kinerja 94,80 

Indeks 4,74 

Level kinerja 5 (4,5-5) 

 

Dari tabel IKP3.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah persentase 

pemenuhan almatsus transportasi operasional 96,76%, jumlah 

persentase pemenuhan  almatsus pengindraan dan  gakkum 92,86%, 

jumlah persentase pemenuhan almatsus teknologi informasi kepolisian 

100%, jumlah persentase pemenuhan almatsus forensik 95% dan jumlah 

persentase pemenuhan almatsus persenjataan 89,39% sehingga total 

jumlahnya 474,01%, setelah dibagi 5 maka realisasi kinerjanya 94,80% 

dengan skor indeks 4,74 berada pada level kinerja 5. Capaian nilai 

elemen kinerja modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini 

tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik 7 

Capaian nilai elemen kinerja modernisasi sarana dan prasarana 
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Dari  grafik  7,  dapat  dilihat  bahwa  elemen  kinerja  persentase 

pemenuhan  almatsus  teknologi  informasi  kepolisian  (TIK)  memiliki 

capaian tertinggi yaitu 100%. 
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2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP5.2 
 

Perbandingan modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi 

terkini tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2023 
 

2022 
 

% 

 

Modernisasi sarana dan prasarana 

sesuai teknologi terkini 

 

94,80 
 

- 
 

- 

 

Dari tabel IKP5.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja modernisasi 

sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini pada tahun 2023 sejumlah 

81,76 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga 

capaian tahun sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 
 

Tabel IKP5.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Modernisasi sarana dan 

prasarana sesuai 

teknologi terkini 

 

 
89,43 

 

 
88,10 

 

 
94,80 

 

 
106,01% 

 
Dari tabel IKP5.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 89,43, lebih tinggi 1,33 (1,51%) dari target tahun 2023 

sejumlah 88,10, sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 94,80 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 106,01%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya 

pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan almatsus yang telah dimiliki. 

Upaya yang dilakukan adalah mengusulkan penambahan almatsus ke 

Polda. 
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5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah pelaksanaan 

harwat almatsus dikelola oleh Baglog sesuai aturan   pengadaan 

barang dan jasa. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran harwat almatsus secara 

optimal sesuai kebutuhan riil di lapangan. Apabila dari anggaran 

yang ada, diperkirakan akan sisa diakhir tahun, maka akan 

dilakukan revisi anggaran apabila output telah  tercapai. Hal ini 

dilakukan agar anggaran yang telah disediakan oleh negara dapat 

digunakan dan diserap secara optimal. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki untuk 

mendukung tupoksi. 

6) Analisa   program/kegiatan   yang   dilaksanakan   adalah   melakukan 

penatausahaan dan pengelolaan barang milik Negara secara baik. Oleh 

karena itu, Polresta Banyumas mendapatkan penghargaan dari Asisten 

Kapolri Bidang Logistik untuk anggota yang berprestasi dalam 

penatausahaan dan pengelolaan BMN Polri guna penyusunan laporan 

keuangan dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP). 
 

 

d.     IKP6. Persepsi user terhadap kemudahan akses data, penanggungjawab Si 

TIK 
 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP6 

Persepsi user terhadap kemudahan akses data tahun 2023 
 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Persepsi user terhadap 

kemudahan akses data 

3,54 3,66 103,39% 

 
Dari tabel IKP6 di atas, dapat dilihat bahwa  realisasi indikator 

kinerja pendukung persepsi user terhadap kemudahan akses data pada 

tahun 2023 mencapai 3,66  dari target  3,54  dengan  capaian  kinerja 

sebesar 103,39%, sehingga pencapaian kinerja dapat melebihi target 

yang ditetapkan. 
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Persepsi kemudahan akses data mencerminkan kemampuan untuk 

memberikan akses data yang memadai di lingkungan internal Polresta 

Banyumas. Persepsi diperoleh dari suatu survei internal dengan 

membagikan kuesioner ke personel di Bag/Sat/Si sebagai responden 

pengguna data berbasis jaringan TIK di lingkungan Polresta Banyumas. 

Respon yang diberikan berupa suatu rating skala 1-5. Nilai akhir dari 

persepsi kemudahan data adalah rata-rata nilai untuk seluruh respon 

tersebut. 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persepsi user terhadap 

kemudahan akses data tahun 2023 dihitung dari jumlah skor indeks 

elemen kinerja sebagai berikut: 
 

Tabel IKP6.1 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persepsi user terhadap 

kemudahan akses data (dari survei internal) tahun 2023 
 

 

Pertanyaan survei 
 

Rating survei 

 

Apakah anda puas dengan layanan internet? (S1) 
 

3,53 

 

Apakah kecepatan internet memenuhi spesifikasi 

umum? (S2) 

 

3,53 

 

Apakah akses kecepatan internet stabil? (S3) 
 

3,53 

 

Apakah petugas cepat tanggap dalam merespon 

keluhan internet? (S4) 

 

3,53 

 

Apakah prosedur penanganan sesuai standar 

kualifikasi pelayanan? (S5) 

 

4,17 

 

Jumlah rating survei dari responden 
 

18,30 

 

Jumlah pertanyaan sebagai pembagi 
 

5 

 

Realisasi indeks 
 

3,66 

 

Level kinerja 
 

3 (3-<4) 

 
Dari tabel IKP6.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah rating survei 

dari responden yakni 18,30, dengan pembagi 5 pertanyaan maka 

realisasi indeksnya mencapai 3,66 berada pada level kinerja 3. 
 

Capaian nilai elemen kinerja persepsi user terhadap kemudahan 

akses data berdasarkan rating survei pada tahun 2023 dapat disajikan 

dalam grafik berikut: 
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Grafik 8 
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Dari grafik 8, dapat dilihat bahwa rating survei S5 yakni prosedur 

penanganan sesuai standar kualifikasi pelayanan memiliki capaian 

tertinggi dengan indeks 4,17. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP6.2 
 

Perbandingan persepsi user terhadap kemudahan akses data 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2023 
 

2022 
 

% 

 

Persepsi user terhadap kemudahan 

akses data 

 

3,66 
 

- 
 

- 

 

Dari tabel IKP6.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persepsi user 

terhadap kemudahan akses data pada tahun 2023 sejumlah 3,66 tidak 

dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya 

perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, sehingga capaian tahun 

sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 
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Tabel IKP6.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Persepsi user terhadap 

kemudahan akses data 

 
3,59 

 
3,54 

 
3,66 

 
101,95% 

 
Dari tabel IKP6.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 3,59 lebih tinggi 0,05 (1,4%) dari target tahun 2023 dengan 

3,54 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 3,66 apabila 

dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, maka 

capaiannya sejumlah 101,95%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah Si TIK 

sebagai penyelenggara pelayanan teknologi informasi memiliki 

kemampuan untuk memberikan akses data yang memadai di lingkungan 

internal Polresta Banyumas. 
 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja antara 

lain: 
 

a)     pemeliharaan jaringan internet dan peralatannya; 
 

b) pelayanan sistem informasi, meliputi penyiapan dan penyajian 

data pelaksanaan kegiatan daring baik vidcon maupun aplikasi 

meeting; 
 

c) koordinasi  dengan  satuan  fungsi  internal  Polresta  Banyumas 

dalam penggunaan teknologi informasi; 
 

d) koordinasi  dengan   pihak   ketiga   pemberi  layanan   jaringan 

internet. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah dengan 

personel Si TIK mampu secara cepat dan tanggap dalam 

menangani jaringan akses data sesuai prosedur standar kualifikasi 

pelayanan. 
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b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 

 

Analisa  efisiensi penggunaan  anggaran  adalah 

melaksanakan penyerapan anggaran dalam DIPA, antara lain: 
 

(1)    Anggaran Har Jaringan Internet pada Program Almatsus dan 

Sarpras Polri; 
 

(2)    Anggaran Biaya Langganan Internet pada Program Dukungan 

Manajemen. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

pengguna layanan dapat mengakses data menggunakan fasilitas 

peralatan mesin dan kantor yang terhubung dengan kabel internet 

atau WiFi. 
 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah adanya pelaksanaan MoU dengan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk untuk penyelenggaraan jaringan internet. 
 

 

3.     Indeks Organization Capital (IOC) 
 

Indeks Organization Capital (IOC) merupakan suatu indeks komposit yang 

mengagregasikan capaian kinerja semua Indikator Kinerja Penunjang (IKP) yang 

tercakup dalam sasaran strategis SS5. Sistem Pengawasan yang akuntabel, bersih, 

terbuka dan melayani di Polresta Banyumas dengan bobot kinerja 57,16%. 

Perhitungan Indeks Organization Capital (IOC) dihitung dari total penjumlahan dari 

IKP7. Nilai AKIP dengan bobot 9,54%, IKP8. Indeks Persepsi Korupsi dengan bobot 

9,54%, IKP9. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) dengan bobot 9,52%, 

IKP10. Nilai kinerja anggaran dengan bobot 9,52%, IKP11. Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat dengan bobot 9,52% dan IKP12. Persentase penyelesaian 

masalah hukum yang dihadapi Polri dengan bobot 9,52% lalu dibagi bobot 57,16%. 

Realisasi Indeks Organization Capital (IOC) Polresta Banyumas tahun 2023 dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel III.3 
 

Pengukuran Indeks Organization Capital (IOC) Polresta Banyumas Tahun 2023 
 

No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP7 Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (AKIP) 

4,17 9,54% 0,40 

IKP8 Indeks Persepsi Korupsi 4,39 9,54% 0,42 

IKP9 Indeks Kepuasan Layanan 
Kepolisian (IKLK) 

4,03 9,52% 0,38 

IKP10 Nilai kinerja anggaran 4,57 9,52% 0,44 
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No. IKP Indeks Nilai Bobot Nilai 

IKP11 Persentase penanganan 
pengaduan masyarakat 

5,00 9,52% 0,48 

IKP12 Persentase penyelesaian 
masalah hukum yang dihadapi 
Polri 

5,00 9,52% 0,48 

Jumlah 2,59 

Bobot kinerja 57,16% 

Realisasi Indeks Organization Capital (IOC) 4,53 

Level kinerja (1-5) Level 5 (4-<4,5) 

 

Dari tabel III.3, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Organization Capital (IOC) 

pada tahun 2023 mencapai nilai 4,53 berada pada level kinerja 5 dengan nilai 

capaian terendah pada IKP9. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK). 
 

 

Analisis capaian pada sasaran strategis SS5. Sistem Pengawasan yang 

akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di Polresta Banyumas dari masing-masing 

IKP pada tahun 2023, disajikan sebagai berikut: 
 

a. IKP7.     Nilai     Akuntabilitas     Kinerja     Instansi     Pemerintah     (AKIP), 

penanggungjawab Bagren 
 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKP7 

Nilai AKIP tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Nilai AKIP 
 

76,36 
 

76,86 
 

100,65% 

 

Dari tabel IKP7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2023 mencapai 76,86 dari target 76,36 dengan capaian kinerja sebesar 

100,65%, sehingga pencapaian kinerja dapat melebihi target yang 

ditetapkan. Pengukuran elemen indikator kinerja nilai AKIP tahun 2023 

dihitung sebagai berikut: 

Tabel IKP7.1 

Pengukuran elemen indikator nilai AKIP tahun 2023 
 

 
Elemen 

 
Nilai 

 
Bobot 

 

Skor 
indeks 

 

Level 
kinerja 

 

Nilai AKIP 
 

76,86 
 

100% 
 

4,17 
 

4 (4-<4,5) 
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Dari tabel IKP7.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2023 yakni 76,86, dengan pembobotan 100% maka skor indeksnya 4,17 

berada di level kinerja 4. Pengukuran skor indeks elemen kinerja nilai 

AKIP diukur dari nilai hasil evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Itwasda 

Polda Jateng di tahun berjalan dikali dengan nilai pembobotan 100%. 
 

Pada tahun 2023, Itwasda Polda Jateng melakukan penilaian 

evaluasi AKIP terhadap dokumen perencanaan tahun 2023 dan laporan 

kinerja tahun 2022, Polresta Banyumas mendapatkan nilai 76,86 kategori 

BB (sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen 

kinerja yang handal). Dokumen perencanaan yang telah dievaluasi 

antara lain Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 

Perubahan, Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 Perubahan, Rencana 

Aksi Kinerja tahun 2023, Perjanjian Kinerja tahun 2023, Indikator Kinerja 

Utama (IKU) tahun 2023, Laporan Anev Capaian Kinerja Triwulan I tahun 

2023 serta Rencana Kerja (Renja) tahun 2022 Perubahan dan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022. 
 

Adapun temuan dan rekomendasi dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 

2023 oleh Tim Evaluasi Itwasda Polda Jateng yaitu: 
 

a) Hasil temuan evaluasi, dokumen Laporan Anev Capaian Kinerja 

Triwulan I tahun 2023 sudah dibuat namun isi dokumen belum 

sesuai ketentuan; 
 

b) Rekomendasi   evaluasi,   agar   memperbaiki   dokumen   anev 

pengukuran kinerja triwulan sesuai ketentuan. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP7.2 
 

Perbandingan nilai AKIP tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

 

Nilai AKIP 
 

76,86 
 

76,36 

Bobot 100% 100% 

Skor indeks 76,86 76,36 

 

Dari tabel IKP7.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai AKIP pada tahun 

2023  sejumlah  76,86 mengalami  peningkatan  sejumlah  0,5  (0,65%) 

apabila dibandingkan tahun 2022 sejumlah 76,36. Capaian kinerja nilai 

AKIP sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dapat disajikan dalam 

grafik berikut: 
 

Grafik+..
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Grafik 9 
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Dari grafik 9 dapat dilihat bahwa nilai AKIP mengalami peningkatan 

sejak tahun 2022. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP7.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Nilai AKIP 
 

73,88 
 

76,36 
 

76,86 
 

104,04% 

 

Dari tabel IKP7.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 73,88, lebih rendah 2,48 (3,25%) dari target tahun 2023 

dengan 76,36 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 76,86 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 104,04%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

Polresta Banyumas selalu menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan 

oleh Tim Evaluasi AKIP Itwasda Polda Jateng. Upaya yang dilakukan 

dalam rangka pencapaian kinerja adalah menyusun produk perencanaan 

dan laporan kinerja sesuai dengan aturan yang berlaku. 
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5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah produk 

perencanaan dan laporan  kinerja disusun oleh  Bagren  dengan 

mengumpulkan data dari seluruh Satfung/Polsek secara berjenjang 

sesuai indikator kinerja yang menjadi tanggungjawabnya. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

secara optimal, apabila diperkirakan ada sisa maka dilakukan revisi 

sesuai kewenangan. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dalam penyusunan produk perencanaan dan laporan kinerja 

menggunakan seluruh sarana prasarana yang dimiliki. 
 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah melakukan pengukuran capaian kinerja secara 

berkala setiap triwulan  untuk  mengevaluasi capaian masing- masing 

indikator inerja. 
 

 

b.     IKP8. Indeks persepsi korupsi, penanggungjawab Siwas 
 

1)     Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini 
 

Tabel IKP8 
 

Indeks persepsi korupsi tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Indeks persepsi korupsi 
 

13,80 
 

12,83 
 

92,93% 

 

Dari tabel IKP8 di atas, dapat dilihat bahwa indeks persepsi korupsi 

pada tahun 2023 mencapai 12,83 dari target 13,80 dengan capaian 

kinerja sebesar 92,93%, sehingga belum dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 
 

Pengukuran skor indeks elemen kinerja indeks persepsi korupsi 

diukur dari nilai persepsi korupsi dari hasil survei eksternal pada 

pelayanan publik di tahun berjalan dengan pembobotan 100%, kemudian 

dikonversikan ke skala 1-15. Pengukuran elemen indikator kinerja indeks 

persepsi korupsi tahun 2023 dihitung sebagai berikut: 

Tabel+..
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Tabel IKP8.1 

Pengukuran elemen indikator indeks persepsi korupsi tahun 2023 
 

 
Elemen 

 

Nilai 
survei 

 

Konversi 
skala 1-15 

 

Skor 
indeks 

 

Level 
kinerja 

 

Indeks persepsi korupsi 
 

85,50 
 

12,83 
 

4,39 
 

4 (4-<4,5) 

 

Dari tabel IKP8.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai survei eksternal 

pada tahun 2023 yakni 85,50, yang apabila dikonversi ke skala 1-15 

maka nilainya sejumlah 12,83 sehingga skor indeksnya 4,39 berada pada 

level kinerja 4. 
 

Pada tahun 2023, Siwas bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu 

Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman 

melakukan survei eksternal terkait persepsi korupsi pada pelayanan 

publik Polresta Banyumas dengan hasil survei 85,50 dengan kategori “A” 

(bersih dari korupsi) pada range 1-100 yang apabila dikonversi ke range 

1-15 maka nilainya sejumlah 12,83. 
 

Polresta Banyumas menetapkan indeks persepsi korupsi sebagai 

salah satu indikator kinerja penunjang dalam rangka mempertahankan 

Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang 

disandang sejak tahun 2018 serta untuk meningkatkan pelayanan publik 

guna mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM). 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP8.2 
 

Perbandingan indeks persepsi korupsi tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Rincian elemen 
 

2023 
 

2022 

 

Indeks persepsi korupsi 
 

12,83 
 

12,45 

 

Bobot 
 

100% 
 

100% 

 

Skor indeks 
 

12,83 
 

12,45 

 

Dari tabel IKP8.2 di atas dapat dilihat bahwa indeks persepsi korupsi 

pada tahun 2023 sejumlah 12,83 mengalami peningkatan sejumlah 0,38 

(3,05%) apabila dibandingkan tahun 2022 sejumlah 12,45. Capaian 

kinerja indeks persepsi korupsi sejak tahun 2020 sampai tahun 

2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 
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Grafik 10 
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Dari grafik 10 dapat dilihat bahwa indeks persepsi korupsi pada 

tahun 2021 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2022 dan 

2023 kembali mengalami peningkatan. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP8.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Indeks persepsi 

korupsi 

 
13,70 

 
13,80 

 
12,83 

 
93,61% 

 

Dari tabel IKP8.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 13,70, lebih rendah 0,1 (0,72%) dari target tahun 2023 

dengan 13,80, sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 12,83 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 93,61%. 
 

 

4)     Analisa penyebab kegagalan 
 

Analisis penyebab kegagalan pencapaian kinerja ini adalah 

meskipun Polresta Banyumas sesuai hasil survei eksternal secara umum 
 

termasuk+..
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termasuk kategori bersih dari korupsi, namun masih ada indikator yang 

perlu perbaikan yakni performa petugas dalam pengurusan pelayanan, 

khususnya di tingkat Polsek. Pada tahun 2023, survei eksternal persepsi 

korupsi mulai dilaksanakan sampai dengan tingkat Polsek. 
 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja adalah 

merekomendasikan sistem layanan online kepada pemohon sehingga 

meminimalisir bertemunya pemohon dan petugas, dan memberikan 

peringatan/sanksi terhadap petugas yang berperforma buruk. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah survei 

dilaksanakan bekerjasama dengan pihak eksternal yang 

berkompetensi dalam bidang survei. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menggunakan 

anggaran dalam DIPA yaitu Survei Eksternal di Dukops Polres pada 

Program Harkamtibmas. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

pelaksanaan survei menggunakan sarana prasarana yang dimiliki 

baik dari Polres maupun dari pihak eksternal, serta mempermudah 

akses masyarakat mendapatkan pelayanan melalui penggunaan 

aplikasi yang tersedia sehingga tidak membuka kesempatan praktik 

korupsi, gratifikasi maupun KKN. 
 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah adanya pelaksanaan MoU dengan 

Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Jenderal Soedirman untuk 

pelaksanaan survei eksternal. 
 

 

c. IKP9. Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK), penanggungjawab SPKT, 

Satintelkam, Satlantas, Satbinmas dan Bag SDM 
 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP9 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2023 
 

Indikator Kinerja Pendukung Target Realisasi % 

Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) 

64,77 80,27 123,93% 

Dari+..
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Dari  tabel  IKP9,  dapat  dilihat  bahwa  realisasi  indikator  kinerja 

pendukung Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) pada tahun 

2023 mencapai 80,27 dari target 64,77 dengan capaian kinerja sebesar 

123,93%, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Pengukuran 

elemen indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 

tahun 2023 dihitung dari jumlah skor indeks elemen kinerja sebagai 

berikut: 

Tabel IKP9.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
Skor 

indeks 

Kualitas pelayanan 99,29 % 20% 19,86 

Kecepatan pelayanan 100 menit 30% 30 

Kewajaran dan kepastian biaya 98,24 % 30% 29,47 

Konsistensi penyelenggaraan 
prinsip BETAH 

4,70 1-5 20% 0,94 

Realisasi 80,27 

Indeks 4,03 

Level kinerja 4 (4-<4,5) 

 

Dari tabel IKP9.1 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja IKLK 

diukur berdasarkan skor indeks dari elemen kualitas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, kewajaran dan kepastian biaya serta konsistensi 

penyelenggaraan prinsip BETAH. Pada tahun 2023, realisasi kinerja 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) mencapai 80,27 dengan 

indeks 4,03 berada pada level kinerja 4. 
 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

a)     Kualitas pelayanan. 

Tabel IKP9.1.a.1 

Kualitas pelayanan tahun 2023 
 

Rincian elemen  

% nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
 

Nilai 
Satfung 

SPKT 100 % 20% 20,00 

Satintelkam 100 % 20% 20,00 

Satlantas 82 1-85 20% 19,29 

Satbinmas 100 % 20% 20,00 

Bag SDM 5 1-5 20% 20,00 

Realisasi 100% 99,29 
 

Dari+..
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Dari tabel IKP9.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2022 nilai 

kualitas pelayanan yakni 99,29. Perbandingan kualitas pelayanan 

tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKP9.1.a.2 

Perbandingan kualitas pelayanan tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

SPKT 20,00 20,00 

Satintelkam 20,00 20,00 

Satlantas 19,29 19,29 

Satbinmas 20,00 20,00 

Bag SDM 20,00 20,00 

Nilai 99,29% 99,29% 

Bobot 20% 20% 

Skor indeks 19,86 19,86 

 

Dari tabel IKP9.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks 

elemen kinerja kualitas pelayanan tahun 2023 sama dengan tahun 

2022 dengan jumlah 19,86. 

b)     Kecepatan pelayanan. 
 

 

Tabel IKP9.1.b.1

Kecepatan pelayanan tahun 2023 
 

Satfung Menit Standar Nilai 

SPKT 30 1-30 100 

Satintelkam 30 1-30 100 

Satlantas 30 1-30 100 

 

Dari tabel IKP9.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 nilai 

kecepatan pelayanan yakni 100. Perbandingan kecepatan 

pelayanan tahun 2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel IKP9.1.b.2 

Perbandingan kecepatan pelayanan tahun 2023 dengan 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

SPKT 100 100 

Satintelkam 100 100 

Satlantas 100 100 

Nilai 100 100 

Bobot 30% 30% 

Skor indeks 30 30 
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Dari tabel IKP9.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa baik tahun 

2023 maupun 2022 kecepatan pelayanan di angka 30 menit, masih 

dalam batas standar. 
 

 

c)     Kewajaran dan kepastian biaya. 
 

Tabel IKP9.1.c.1 

Kewajaran dan kepastian biaya tahun 2023 
 

 

Satfung 
 

% nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
 

Nilai 

Satintelkam 100 % 50% 50,00 

Satlantas 82 1-85 50% 48,24 

Realisasi 100% 98,24 

 
Dari tabel IKP9.1.c.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 nilai 

kewajaran dan kepastian biaya yakni 98,24. Perbandingan 

kewajaran dan kepastian biaya tahun 2023 dengan tahun 2022 

dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP9.1.c.2 

Perbandingan kewajaran dan kepastian biaya 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Satintelkam 50,00 50,00 

Satlantas 48,24 47,06 

Nilai 98,24% 97,06% 

Bobot 30% 30% 

Skor indeks 29,47 29,12 

 
Dari tabel IKP9.1.c.2 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks 

elemen kinerja kewajaran dan kepastian biaya tahun 2023 sejumlah 

29,47 mengalami peningkatan 0,35 (1,2%) apabila dibandingkan 

tahun 2022 dengan 29,12. 
 

 

d)     Konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH. 
 

Tabel IKP9.1.d.1 

Konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH tahun 2023 
 

Satfung Nilai Bobot Skor indeks 

Bag SDM 4,70 20% 0,94 
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Dari tabel IKP9.1.d.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 nilai 

konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH yakni 0,94. 

Perbandingan konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH tahun 

2023 dengan tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP9.1.d.2 

Perbandingan konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Nilai 4,7 4,7 

Bobot 20% 20% 

Skor indeks 0,94 0,94 

 

Dari tabel IKP9.1.d.2 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks 

elemen kinerja konsistensi penyelenggaraan prinsip BETAH tahun 

2022 sejumlah 0,94 sama dengan tahun 2021. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP9.2 
 

Perbandingan Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

 

Elemen kinerja 

 

 

Bobot 

2023 2022 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

Kualitas pelayanan 20% 99,29 19,86 99,29 19,86 

Kecepatan pelayanan 30% 100 30 100 30 

Kewajaran dan kepastian 
biaya 

30% 98,24 29,47 97,06 29,12 

Konsistensi 
penyelenggaraan prinsip 
BETAH 

20% 4,7 0,94 4,7 0,94 

Realisasi 100%  80,27  79,92 

 

Dari tabel IKP9.2 dapat dilihat skor indeks elemen kinerja Indeks 

Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) tahun 2023 sejumlah 80,27 

mengalami peningkatan 0,35 (0,44%) apabila dibandingkan dengan 

tahun 2022 dengan nilai 79,92. Capaian kinerja kinerja Indeks Kepuasan 

Layanan Kepolisian (IKLK) sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 

dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik+..
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Grafik 11 

Perbandingan kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 

sejak tahun 2020 s.d. 2023 
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Dari grafik 11 dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan, 

namun pada tahun 2022 dan 2023 kembali mengalami peningkatan. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP9.3 
 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Indeks Kepuasan Layanan 

Kepolisian (IKLK) 

 
64,63 

 
64,77 

 
80,27 

 
124,20% 

 

Dari tabel IKP9.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 64,63 lebih rendah 0,14 (0,22%) dari target tahun 2023 

dengan 64,77 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 80,27 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 124,20%. 
 

 

4)       Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah 

memberikan upaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan 

pelayanan publik. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Petugas+..
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a) Petugas  layanan  selalu  memberikan  senyum,  sapa  dan  salam 

kepada masyarakat yang menerima pelayanan publik; 
 

b) Petugas layanan selalu menyelesaikan waktu pelayanan sesuai 

dengan SOP pelayanan publik; 
 

c) Menyediakan   tempat   pelayanan   publik   yang   nyaman   bagi 

masyarakat; 
 

d)     Memasang tanda tarif pelayanan yang berlaku. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah seluruh 

personel berperan aktif dalam peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat, terutama Satfung yang langsung bersentuhan dengan 

unit pelayanan publik. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran secara optimal, apabila diperkirakan sisa maka dilakukan 

revisi anggaran. Anggaran yang terdukung di dalam DIPA berupa 

honor pelaksana PNBP, sehingga diharapkan adanya pelayanan 

publik yang transparan tanpa percaloan. 
 

c)     Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

dengan penyediaan ruangan yang nyaman dilengkapi sarana 

prasarana penunjang untuk mendukung pelayanan publik. 
 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini antara lain: 
 

a) Sentra Layanan Terpadu Presisi adalah inovasi pelayanan publik 

Polresta Banyumas berada dalam satu atap di Gedung Sanika 

Satyawada yang di dalamnya mencakup pelayanan laporan polisi, 

laporan kehilangan, pelayanan SKCK dengan metode pembayaran 

tunai maupun cashless payment, ijin keramaian, blokir, sidik jari, 

Samsat Corner untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, 

layanan ETLE untuk pembayaran denda tilang, SKBN (Surat 

Keterangan Bebas Narkoba), pengawalan gratis dan pengaduan 

masyarakat; 

b) Survei mandiri Indeks Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui 

indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian di Sentra 

Layanan Terpadu Presisi; 

c) Pelayanan+..



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polresta Banyumas Tahun 2023 

92  

 

 

 
c) Pelayanan   publik   pada   Sentra   Layanan   Terpadu   Presisi 

menggunakan sistem antrian berbasis FIFO (First In First Out), 

dimana masyarakat yang datang lebih dahulu akan dilayani lebih 

dahulu sesuai layanan yang diinginkan; 
 

d) Bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Polresta 

Banyumas ikut berperan serta memberikan pelayanan publik satu 

atap dengan instansi lain di lingkup Kabupaten Banyumas berupa 

pelayanan perpanjangan SKCK di Mall Pelayanan Publik 

Kabupaten Banyumas; 
 

e) BAPAK SAMIN (Bayar Pajak Sabtu Minggu), inovasi pembayaran 

pajak kendaraan bermotor pada hari Sabtu Malam bertempat di 

Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas serta hari Minggu Pagi di 

GOR Satria dan Menara Pandang Purwokerto; 
 

f) POLRASANE (Polisi Marani Neng Desane), merupakan inovasi 

pelayanan publik Polresta Banyumas yang dilaksanakan oleh 

Polsek Jajaran Polresta Banyumas dalam rangka meningkatkan 

pelayanan jemput bola kepada masyarakat hingga desa-desa 

terpencil; 
 

g) Melaksanakan  kegiatan  yang  sudah  ada  baik  yang  menjadi 

program Polresta Banyumas maupun Polda/Mabes seperti 

pelatihan ujian SIM, uji praktik SIM berbasis teknologi (E-Drives), 

penerbitan SIM SINAR dari aplikasi Digital Korlantas menuju 

pelayanan publik yang lebih baik. 
 

 

d.     IKP10. Nilai kinerja anggaran, penanggungjawab Bagren dan Sikeu 
 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP10 
 

Nilai kinerja anggaran tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Nilai kinerja anggaran 
 

91,20 
 

91,41 
 

100,23% 

 
Dari tabel IKP10 di atas, dapat dilihat bahwa nilai kinerja anggaran 

pada tahun 2023 mencapai 91,41 dari target 91,20 dengan capaian 

kinerja sebesar 100,23%, sehingga dapat melebihi target yang 

ditetapkan. 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja nilai kinerja anggaran dihitung 

dari penjumlahan dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada 
 

aplikasi+..
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aplikasi SMART  DJA dengan bobot 60% dan nilai Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN dengan bobot 

40%. Pengukuran elemen indikator kinerja nilai kinerja anggaran tahun 

2023 dihitung dari jumlah skor indeks elemen kinerja sebagai berikut: 

Tabel IKP10.1 

Pengukuran elemen indikator nilai kinerja anggaran tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 
 

Nilai EKA (N1) 
 

85,76 
 

60% 
 

51,46 

 

Nilai IKPA (N2) 
 

99,89 
 

40% 
 

39,95 

 

Jumlah 
 

91,41 
 

Indeks 
 

4,57 

 

Level kinerja 
 

5 (4,5-<5) 

 

Dari tabel IKP10.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai kinerja anggaran 

pada tahun 2023 yakni 91,41 dengan skor indeks 4,57 berada pada level 

kinerja 5. 
 

Capaian nilai elemen kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2023 

dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik 12 

Capaian elemen kinerja nilai kinerja anggaran tahun 2023 
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Dari grafik 12, dapat dilihat bahwa elemen kinerja EKA memiliki 

capaian yang lebih rendah yaitu 85,76. 
 

Pengukuran+..
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Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 
 

a)     Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA), pada aplikasi SMART DJA 
 

Tabel IKP10.1.a.1 

Nilai EKA tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

 

Nilai EKA 
 

85,76 
 

60% 
 

51,46 

 
Pada tabel IKP10.1.a.1 dapat kita lihat bahwa nilai akhir EKA 

adalah 85,76 dengan bobot 60% maka skor indeksnya 51,46. 
 

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) didapatkan dari aplikasi 

SMART DJA yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI. 

Komponen pengukuran nilai EKA terdiri dari penyerapan anggaran, 

konsistensi dengan RPD, capaian output, efisiensi dan nilai efisiensi 

yang terhitung secara sistematis dan terintegrasi dengan 

penginputan data di aplikasi SAKTI. Capaian nilai masing- masing 

komponen pengukuran nilai EKA pada tahun 2023 dapat 

ditabulasikan pada tabel berikut: 
 

Tabel IKP10.1.a.2 

Capaian nilai komponen pengukuran nilai EKA tahun 2023 
 

Komponen Nilai 

Penyerapan Anggaran 99,91 

Konsistensi dengan RPD 99,99 

Capaian Output 100 

Efisiensi 0,09 

Nilai Efisiensi 50,23 

Nilai Akhir 85,76 

Kategori Baik 

 

Pada tabel IKP10.1.a.2, dapat dilihat bahwa nilai komponen 

Efisiensi memiliki capaian terendah yaitu 0,09. Efisiensi dipengaruhi 

oleh capaian realisasi anggaran dan capaian realisasi output sejak 

awal tahun sampai dengan akhir tahun 2023. 
 

 

b)     Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pada aplikasi 

OMSPAN 
 

Tabel+..
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Tabel IKP10.1.b.1 

Nilai IKPA tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Bobot 
 

Skor indeks 

 

Nilai IKPA 
 

99,89 
 

40% 
 

39,96 

 

Pada tabel IKP10.1.b.1 dapat kita lihat bahwa nilai akhir IKPA 

adalah 99,89 dengan bobot 40% maka skor indeksnya 39,96. 
 

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

didapatkan dari aplikasi OMSPAN yang sudah terintegrasi dengan 

aplikasi SAKTI. Komponen pengukuran nilai IKPA terdiri dari revisi 

DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja 

kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, 

dispensasi SPM dan capaian output yang terhitung secara 

sistematis dan terintegrasi dengan penginputan data di aplikasi 

SAKTI. Capaian nilai masing-masing komponen pengukuran nilai 

IKPA pada tahun 2023 dapat ditabulasikan pada tabel berikut: 
 

Tabel IKP10.1.b.2 

Capaian nilai komponen pengukuran nilai IKPA tahun 2023 
 

Indikator Nilai Bobot Nilai akhir 

Revisi DIPA 100,00 10 10,00 

Deviasi Halaman III DIPA 100,00 10 10,00 

Penyerapan anggaran 100,00 20 20,00 

Belanja kontraktual 100,00 10 10,00 

Penyelesaian tagihan 98,86 10 9,89 

Pengelolaan UP dan TUP 100,00 10 10,00 

Dispensasi SPM 100,00 5 5,00 

Capaian output 100,00 25 25,00 

Nilai akhir 99,89 

 

Pada tabel IKP10.1.b.2 dapat kita lihat bahwa pda tahun 2023 

nilai indikator penyelesaian tagihan memiliki nilai terendah yaitu 

98,86. Hal ini dikarenakan adanya  keterlambatan penyelesaian 

tagihan di bulan Maret dan April 2023. Batas maksimal 

penyelesaian tagihan yakni 17 hari kerja sejak tanggal Berita Acara 

Serah Terima. 
 

Pada+..
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Untuk pelaksanaan anggaran tahun 2023, Polresta Banyumas 

mendapatkan penghargaan dalam pengelolaan pelaksanaan 

anggaran, antara lain: 
 

(1) Penghargaan     dari     Kepala     Kantor     Wilayah     Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah sebagai Satker 

Terbaik III (Kategori Pagu Besar) Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran T.A. 2023 di wilayah Provinsi Jateng, yang 

diserahkan tanggal 29 Januari 2024 pada acara Rakor 

Pimpinan Wilayah  Pelaksanaan  Anggaran  Tahun  2024  di 

Gedung Keuangan Negara Semarang; 
 

(2)    Penghargaan dari PLT Kepala KPPN Purwokerto  sebagai 

Satker Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 

2023  Pagu  di  atas  20  Milyar,  yang  diserahkan  tanggal 

16 Januari 2024 pada acara Rakor Evaluasi Pelaksanaan 

Anggaran T.A. 2023 dan Langkah-Langkah Strategis 

Pelaksanaan Anggaran T.A. 2024 di Gedung KPPN 

Purwokerto. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP10.2 
 

Perbandingan nilai kinerja anggaran tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2023 
 

2022 
 

% 

 

Nilai kinerja anggaran 
 

91,41 
 

- 
 

- 

 

Dari tabel IKP10.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja nilai kinerja 

anggaran pada tahun 2023 sejumlah 91,41 tidak dapat dibandingkan 

dengan tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan peraturan 

dalam cara penghitungan, sehingga capaian tahun sebelumnya tidak 

dapat digunakan sebagai pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP10.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Nilai kinerja anggaran 
 

91,23 
 

91,20 
 

91,41 
 

100,20% 

 

Dari+..
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Dari tabel IKP10.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 91,23, lebih tinggi 0,03 (0,032%) dari tahun 2023 sehingga 

realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 91,41 apabila dibandingkan dengan 

target jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya sejumlah 

100,20%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah 

Polresta Banyumas selalu mengikuti petunjuk dan arahan dari Rorena 

Polda  Jateng dan  Bidkeu  Polda  Jateng  serta  berkoordinasi dengan 

KPPN Purwokerto dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jateng. 
 

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja adalah 

melaksanakan indikator pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan 

yang berlaku. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah seluruh Satfung 

dan Polsek ikut bertanggungjawab  dan berperan serta dalam 

pelaksanaan kinerja anggaran, namun Satfung Bagren dan Sikeu 

menjadi pelaksana kegiatan. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah terdapat 

anggaran yang dapat mendukung pencapaian kinerja ini yakni 

anggaran revisi dan honor pengelola keuangan. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi dari Kemenkeu serta 

dalam pelaksanaan anggaran menggunakan seluruh sarana 

prasarana yang dimiliki. 
 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 
 

a) Melaksanakan  anev  secara  rutin  sebagai  upaya  pengendalian 

kinerja anggaran; 
 

b) Pemasangan    banner    kartu    pengawasan    sebagai    bentuk 

transparansi anggaran.
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e.     IKP11. Persentase penanganan pengaduan masyarakat, penanggungjawab 

Siwas dan Sipropam 
 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP11 

Persentase penanganan pengaduan masyarakat tahun 2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat 

 

86,33 
 

100 
 

115,83% 

 

Dari tabel IKP11 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase penanganan pengaduan masyarakat pada 

tahun 2023 mencapai 100 dari target 86,33 dengan capaian kinerja 

sebesar 115,83%, sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat diukur berdasarkan penjumlahan dari skor 

indeks  dari elemen  persentase  jumlah  penanganan  pengaduan  dari 

instansi/lembaga dan penanganannya dengan bobot 40% dan 

persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya dengan bobot 60%. Pengukuran elemen indikator 

kinerja  persentase  penanganan  pengaduan  masyarakat  tahun  2023 

dihitung sebagai berikut: 
 

Tabel IKP11.1 
 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat tahun 2023 
 

 

Elemen 
 

Nilai 
 

Satuan 
 

Bobot 
Skor 

indeks 
 

Persentase jumlah 
penanganan pengaduan dari 
instansi/lembaga dan 
penanganannya 

 

100 
 

% 
 

40% 
 

40 

Persentase jumlah 
penanganan pengaduan dari 
masyarakat dan 
penanganannya 

100 % 60% 60 

Realisasi 100 

Indeks kinerja 5 

Level kinerja 5 (4,5-<5) 
 

Dari+..
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Dari tabel IKP11.1 di atas dapat dilihat bahwa skor indeks dari 

elemen persentase jumlah penanganan pengaduan dari 

instansi/lembaga dan penanganannya 40 dan skor indeks dari 

persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya 60, sehingga realisasi kinerja persentase penanganan 

pengaduan masyarakat mencapai 100 dengan indeks 5 berada pada 

level kinerja 5. 
 

Pengukuran dari masing-masing elemen kinerja pada tahun 2023 

dapat disajikan sebagai berikut: 

a) Persentase jumlah penanganan pengaduan dari instansi/lembaga 

dan penanganannya. 

Tabel IKP11.1.a.1 

Persentase jumlah penanganan pengaduan dari instansi/lembaga 

dan penanganannya tahun 2023 
 

Rincian elemen  

 
% 

 

 
Nilai 

 

 
Bobot 

 

 

Skor 
indeks 

 

Jumlah 
pengaduan 

Jumlah 
pengaduan yang 
selesai ditangani 

31 31 100 100% 40% 40 

 

Dari tabel IKP11.1.a.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

pengaduan yang selesai ditangani sejumlah 31 dari 31 pengaduan 

yang diterima sehingga capaian dan nilainya 100%, dengan 

pembobotan 40% maka skor indeksnya 40. Pengaduan yang masuk 

selama tahun 2023 yakni 31 pengaduan dari Itwasda Polda Jateng 

sejumlah 30 pengaduan dan dari SP4N Lapor sejumlah 

1 pengaduan. Adapun tindak lanjut penanganannya terkonfirmasi 

sejumlah 26 pengaduan tidak benar dan 5 pengaduan benar. 
 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan 

dari instansi/lembaga dan penanganannya tahun 2023 dengan 

tahun 2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP11.1.a.2 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan dari 

instansi/lembaga tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah pengaduan 31 28 

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani 31 28 

Nilai 100% 100% 

Bobot 40% 40% 

Skor indeks 40 40 
 

Dari+..
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Dari tabel IKP11.1.a.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

pengaduan dari instansi/lembaga tahun 2023 sejumlah 31 

mengalami peningkatan 3 (10,71%) apabila dibandingkan tahun 

2022 dengan jumlah 28. 
 

 

b) Persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya. 
 

Tabel IKP11.1.b.1 

Persentase jumlah penanganan pengaduan dari masyarakat dan 

penanganannya tahun 2023 
 

Rincian elemen  

 
 

% 

 

 
 

Nilai 

 

 
 

Bobot 

 
 

Skor 
indeks 

 
Jumlah 

pengaduan 

Jumlah 
pengaduan 
yang selesai 

ditangani 

14 14 100 100% 60% 60 
 

Dari tabel IKP11.1.b.1 di atas dapat dilihat pada tahun 2023 

pengaduan yang selesai ditangani sejumlah 14 dari 14 pengaduan 

yang diterima sehingga capaian dan nilainya 100%, dengan 

pembobotan 60% maka skor indeksnya 60. 
 

Pengaduan    yang   masuk   selama   tahun    2023   yakni 

14 pengaduan terkait kasus memiliki wanita idaman lain 2 kasus, 

telah melakukan hubungan suami istri tanpa pernikahan yang sah 

1 kasus, mengajukan cerai tanpa izin pimpinan 1 kasus, perbuatan 

tercela  1  kasus,  tidak  profesional  dalam  melaksanakan  tugas 

8 kasus dan disersi 1 kasus. Penanganan yang dilakukan adalah 

melakukan penyidikan, setelah terkonfirmasi terbukti kemudian 

dilanjutkan dengan 7 sidang disiplin dan 7 sidang KKEP. 
 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan 

dari masyarakat dan penanganannya tahun 2023 dengan tahun 

2022 dapat ditabulasikan sebagai berikut: 
 

Tabel IKP11.1.b.2 

Perbandingan persentase jumlah penanganan pengaduan dari 

masyarakat dan penanganannya tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

Rincian elemen 2023 2022 

Jumlah pengaduan 14 9 

Jumlah pengaduan yang selesai ditangani 14 9 

Capaian 100 100 

Nilai 100% 100% 

Bobot 60% 60% 

Skor indeks 60 60 
 

Dari+..
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Dari tabel IKP11.1.b.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah 

penanganan pengaduan dari masyarakat tahun 2023 sejumlah 14 

mengalami peningkatan 5 (55%) apabila dibandingkan tahun 2022 

dengan jumlah 9 pengaduan. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP11.2 

Perbandingan persentase penanganan pengaduan masyarakat 

tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

 
Elemen kinerja 

 

 
Bobot 

2023 2022 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

 

Nilai 
Skor 

indeks 

Persentase jumlah 
penanganan pengaduan 
dari instansi/lembaga 
dan penanganannya 

40% 100,00% 40 100,00% 40 

Persentase jumlah 
penanganan pengaduan 
dari masyarakat dan 
penanganannya 

60% 100,00% 60 100,00% 60 

Realisasi 100%  100  100 

 

Dari tabel IKP11.2 dapat dilihat realisasi indikator kinerja persentase 

penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2023 sama dengan 

tahun 2022 sejumlah 100. Capaian kinerja kinerja persentase 

penanganan pengaduan masyarakat sejak tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2023 dapat disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik 13 

Perbandingan kinerja persentase penanganan pengaduan masyarakat 

sejak tahun 2020 s.d. 2023 
120,00 
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Dari grafik 13 dapat dilihat bahwa persentase penanganan 

pengaduan masyarakat  selalu 100% sejak tahun 2020 sampai dengan 

tahun 2023. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP11.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

Indikator Kinerja 

Pendukung 

Target 

Renstra 

Target 

2023 

Realisasi 

2023 

 

% 

Persentase penanganan 

pengaduan masyarakat 

 

85,91 
 

86,33 
 

100 
 

116,40% 

 

Dari tabel IKP13.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra yaitu 85,91, lebih rendah 0,42 (0,49%) dari target tahun 2023 

dengan nilai 86,33 sehingga realisasi kinerja tahun 2023 sejumlah 100 

apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, 

maka capaiannya sejumlah 116,40%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah karena 

peran besar seluruh personel dan operator Siwas dan Sipropam bekerja 

sama dalam menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. 

Oleh karena itu Polresta Banyumas mendapatkan penghargaan dari 

Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagai Juara 1 Lomba 

Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tingkat Polda Jateng, 

diserahkan tanggal 1 Juli 2023 pada acara Upacara HUT Bhayangkara 

Ke-77 Tahun 2023 di Polda Jateng. 
 

Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
 

a) Melakukan   pendataan   pengaduan   masyarakat   untuk   segera 

menindaklanjuti ke satuan fungsi terkait berdasarkan dari isi 

pengaduan yang diterima, disesuaikan dengan tupoksinya untuk 

menjawab dan mencari solusi serta memperbaiki kinerja pelayanan 

publik, sehingga masyarakat terpuaskan; 
 

b) Melanjutkan  proses  lidik  dan  pemberkasan  agar  penanganan 

pengaduan masyarakat dapat diselesaikan; 

c) Melaksanakan himbauan dan peringatan terhadap anggota dalam 

rangka pencegahan terjadinya pelanggaran; 
 

d) Melaksanakan+..
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d) Melaksanakan  kegiatan  gaktiblin  secara  rutin  baik  di  Polresta 

maupun di Polsek jajaran Polresta Banyumas. 
 

 

5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah tiap fungsi 

melaksanakan pengawasan melekat secara hirarki di masing- 

masing Satfung/Polsek terhadap kinerja anggotanya untuk dapat 

meminimalisir pengaduan dari masyarakat. 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran dalam DIPA yaitu Giat Pertanggungjawaban Profesi, Giat 

Penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri serta Giat 

Pengawasan dan Pemeriksaan pada Program Dukungan 

Manajemen secara optimal, apabila diperkirakan sisa maka 

dilakukan revisi anggaran. 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. 

Penerimaan pengaduan masyarakat juga dapat diterima dari 

beberapa layanan baik secara langsung maupun melalui media 

sosial. 
 

 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sebagai berikut: 
 

a) Pembinaan  psikologis  bagi  personel  Polresta  Banyumas  yang 

bermasalah dalam rangka mengetahui kondisi psikologis anggota 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya; 
 

b) Sosialisasi    layanan    pengaduan    masyarakat    baik    dengan 

pemasangan banner di ruang pelayanan publik, maupun melalui 

media sosial; 
 

c) Sipropam  mengadakan  gaktiblin  secara  berkala  serta  memberi 

pemahaman bahwa perkara yang dihadapi oleh anggota dapat 

mempengaruhi karirnya dalam instansi, sehingga diharapkan 

personel dapat bertindak lebih aktif dan tidak antipati terhadap 

provost; 

d) Sipropam  melaksanakan   sidang  disiplin/KKEP  dalam  rangka 

penyelesaian pengaduan masyarakat, dengan terlebih dahulu 

melakukan koordinasi dengan Sikum; 

f. IKP12+..
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f. IKP12.  Persentase  penyelesaian  masalah  hukum  yang  dihadapi  Polri, 

penanggungjawab Sikum 
 

1)     Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target tahun ini 
 

Tabel IKP12 

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri tahun 

2023 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

Target 
 

Realisasi 
 

% 

 

Persentase penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi Polri 

 

100 
 

100 
 

100% 

 
Dari tabel IKP12 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi indikator 

kinerja pendukung persentase penyelesaian masalah hukum yang 

dihadapi Polri pada tahun 2023 mencapai 100 dari target 100 dengan 

capaian kinerja sebesar 100%, sehingga dapat mencapai target yang 

ditetapkan. 
 

Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri 

dihitung dari jumlah masalah hukum yang diselesaikan oleh Sikum untuk 

Polresta Banyumas dibagi jumlah masalah hukum yang dihadapi dikali 

100%. Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penyelesaian 

masalah hukum yang dihadapi Polri tahun 2023 dihitung sebagai berikut: 
 

Tabel IKP12.1 

Pengukuran elemen indikator kinerja persentase penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi Polri tahun 2023 
 

 

Rincian elemen 
 

 
 

Nilai 

 
 

Skor 
indeks 

 
 

Level 
kinerja 

 

Jumah masalah 
yang dihadapi 

 

Jumlah masalah 
yang diselesaikan 

 

21 
 

21 
 

100% 
 

5 
 

5 (4,5-<5) 

 
Dari tabel IKP12.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah masalah yang 

diselesaikan 21 kasus dari 21 masalah yang dihadapi Polresta 

Banyumas, sehingga capaiannya 100% dengan skor indeks 5 berada 

pada level kinerja 5. 
 

Jumlah masalah yang dihadapi Polresta Banyumas selama tahun 

2023 yakni 21 masalah antara lain: 
 

a) Praperadilan  sejumlah  4  masalah,  diselesaikan  dengan  hasil 

gugatan dari seluruh pemohon ditolak; 
 

b) Pengaduan+..
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b) Pengaduan   masyarakat   sejumlah   14   masalah,   diselesaikan 

dengan pendampingan anggota yang bermasalah pada 7 sidang 

disiplin dan 7 sidang KKEP; 
 

c) Perdata sejumlah 1 masalah, diselesaikan dengan hasil gugatan 

dari pemohon ditolak; 
 

d) Pidana sejumlah 2 masalah, diselesaikan dengan pendampingan 

anggota yang bermasalah pada sidang, hasil putusan penjara. 

 
Jenis masalah yang dihadapi Polresta Banyumas tahun 2023 dapat 

disajikan dalam grafik berikut: 
 

Grafik 14 

Jenis masalah yang dihadapi Polresta Banyumas tahun 2023 
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Dari grafik 14, dapat dilihat bahwa jenis masalah yang bersumber 

dari pengaduan masyarakat terhadap personel Polresta Banyumas 

merupakan terbanyak yaitu 14 masalah. 
 

 

2)     Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu 
 

Tabel IKP12.2 

Perbandingan persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi 

Polri tahun 2023 dengan tahun 2022 
 

 

Indikator Kinerja Pendukung 
 

2023 
 

2022 
 

% 

 

Persentase penyelesaian masalah 

hukum yang dihadapi Polri 

 

100 
 

- 
 

- 

 

Dari+..
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Dari tabel IKP12.2 dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase 

penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri  pada tahun 2023 

sejumlah 100 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini 

dikarenakan adanya perbedaan peraturan dalam cara penghitungan, 

sehingga capaian tahun sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai 

pembanding. 
 

 

3)     Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dalam 

Renstra 

Tabel IKP12.3 

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 

dengan target jangka menengah dalam Renstra 
 

 
Indikator Kinerja Pendukung 

 

Target 

Renstra 

 

Target 

2023 

 

Realisasi 

2023 

 
% 

 

Persentase penyelesaian 

masalah hukum yang 

dihadapi Polri 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100% 

 
Dari tabel IKP12.3 dapat dijelaskan bahwa target jangka menengah 

Renstra sama dengan target tahun 2023 yaitu 100 sehingga realisasi 

kinerja tahun 2023 sejumlah 100 apabila dibandingkan dengan target 

jangka menengah dalam Renstra, maka capaiannya sejumlah 100%. 
 

 

4)     Analisa penyebab keberhasilan 
 

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian kinerja adalah adanya 

koordinasi dan komunikasi yang baik antara Sikum dengan anggota yang 

bermasalah, Satfung terkait dan Bidkum Polda Jateng. 
 

Upaya yang telah dilakukan Sikum dalam pencapaian kinerja antara 

lain: 
 

a) memberikan   sosialisasi   dan   penyuluhan   ke   anggota   agar 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang 

berlaku untuk menghindari terjadinya gugatan baik praperadilan 

maupun PTUN, serta melakukan pendampingan sidang dalam 

penyelesaian masalah hukum; 
 

b) melakukan  koordinasi  dan  komunikasi  dengan  anggota  yang 

bermasalah,  Satfung terkait  dan  Bidkum  Polda  Jateng  tentang 

masalah hukum yang dihadapi; 
 

c) melakukan pendampingan anggota yang bermasalah pada saat 

pelaksanaan sidang. 
 

 

5) Analisa+..
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5) Analisa  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber  daya  baik  personel, 

anggaran maupun sarana prasarana yang telah dilakukan antara lain: 
 

a)     Analisa efisiensi penggunaan personel 
 

Analisa efisiensi penggunaan personel adalah penyelesaian 

masalah hukum dilaksanakan oleh Sikum berkoordinasi dengan 

anggota yang bermasalah, Satfung terkait dan Bidkum Polda 

Jateng. 
 

b)     Analisa efisiensi penggunaan anggaran 
 

Analisa efisiensi penggunaan anggaran adalah menyerap 

anggaran dalam DIPA antara lain anggaran Bantuan Hukum, 

Penyuluhan Hukum dan Penerapan Hukum pada Program 

Dukungan Manajemen secara optimal, apabila diperkirakan sisa 

maka dilakukan revisi anggaran. 
 

c)      Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana 
 

Analisa efisiensi penggunaan sarana dan prasarana adalah 

menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia. 
 

6) Analisa program/kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian 

indikator kinerja ini adalah sosialisasi/penyuluhan hukum   ke anggota 

dan masyarakat, melakukan pendampingan sidang bagi anggota 

bermasalah hukum. 
 

 

Demikian analisis capaian kinerja dari setiap sasaran strategis di tahun 2023, secara 

umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator 

kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja yang gagal dan belum 

optimal memenuhi target dalam tahun 2023 ini. Untuk sasaran maupun target indikator 

yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan 

evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaian 

kinerja di masa yang akan datang. Pengukuran Kinerja Polresta Banyumas Tahun 2023 

dijabarkan dalam sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase 

capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel pada lampiran Formulir Pengukuran Kinerja. 
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140.641.478 

   
    

    

  

 

 
B.    REALISASI ANGGARAN POLRESTA BANYUMAS 

 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target 

rencana kinerja, selain sumber daya personel dan sarana prasarana, Polresta Banyumas 

didukung dengan penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA), yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/ Lembaga (RKA- 

K/L). Rincian Kertas kerja RKA-K/L berisi tentang rincian program, kegiatan, output, 

suboutput, komponen, subkomponen, akun belanja dan detil anggaran yang dijadikan 

petunjuk operasional kegiatan. Anggaran yang disediakan oleh negara digunakan untuk 

pembayaran gaji dan tunjangan, mendukung kegiatan operasional dan tupoksi kepolisian. 
 

 

Pada   awal   T.A.   2023,   jumlah   anggaran   yang   dikelola   adalah   sebesar Rp. 

142.497.096.000,-, namun dengan adanya revisi berupa pengurangan anggaran maka 

pagu DIPA revisi terakhir T.A. 2023 adalah Rp. 140.641.478.000,-. Revisi yang dilakukan 

selama tahun 2023 berupa revisi administrasi, revisi pagu anggaran berubah serta 

pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. Perkembangan DIPA 

selama T.A. 2023 (dalam ribuan rupiah) dapat dilihat sebagai berikut: 
 

 

Grafik 15 
 

Perkembangan DIPA T.A. 2023 hasil revisi 

(dalam ribuan rupiah) 
 

143.000.000 

 
 

142.500.000 

 

 
142.497.096                                         

142.402.152

 
 

142.000.000 
 
 

141.500.000 
 
 

141.000.000 
 
 

140.500.000 
 

 

140.000.000 
 

139.500.000  
Pagu Awal                                     Pagu Rev Pamobvit                          Pagu Rev Bel. Pegawai

 

 

Pada grafik 15 dapat dilihat perkembangan anggaran selama T.A. 2023, pada akhir 

tahun 2023 anggaran Polresta Banyumas sejumlah Rp. 140.641.478.000,-, mengalami 

pengurangan   sejumlah   Rp.   1.855.618.000,-   (1,3%)   dari   pagu   awal   sejumlah 

Rp. 142.497.096.000,-. 
 

Revisi+..
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Revisi DIPA yang dilaksanakan selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Revisi DIPA pertama, revisi administrasi terkait penyesuaian Rencana Penarikan 

Dana   untuk Triwulan I T.A. 2023 pada Halaman III DIPA yang mendapatkan 

pengesahan dari Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jateng pada  tanggal 

12 Februari 2023; 
 

2. Revisi  DIPA  kedua,  revisi  administrasi  terkait  pemutakhiran  data  POK  yang 

mendapatkan pengesahan  dari  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan Provinsi  Jateng 

pada tanggal 9 Maret 2023; 
 

3. Revisi DIPA ketiga, revisi administrasi terkait penyesuaian Rencana Penarikan 

Dana   untuk Triwulan II T.A. 2023 pada Halaman III DIPA yang mendapatkan 

pengesahan dari Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jateng pada  tanggal 

11 April 2023; 
 

4. Revisi DIPA keempat, revisi administrasi terkait penyesuaian Rencana Penarikan 

Dana   untuk Triwulan III T.A. 2023 pada Halaman III DIPA yang mendapatkan 

pengesahan dari Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jateng pada  tanggal 

12 Juli 2023; 
 

5. Revisi DIPA kelima, revisi administrasi terkait penyesuaian Rencana Penarikan 

Dana   untuk Triwulan IV T.A. 2023 pada Halaman III DIPA yang mendapatkan 

pengesahan dari Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan  Provinsi  Jateng pada  tanggal 

20 September 2023; 
 

6. Revisi DIPA keenam, revisi penyesuaian target dan pagu Pamobvit fungsi PNBP 

T.A.  2023  yang  mendapatkan  pengesahan  dari  Direktorat  Jenderal  Anggaran 

Kemenkeu RI pada tanggal 12 Oktober 2023, dilakukan pengurangan anggaran 

belanja barang sumber PNBP sejumlah Rp. 94.944.000,-, sehingga pagu semula 

Rp. 142.497.096.000,- menjadi Rp. 142.402.152.000,-; 
 

7. Revisi DIPA ketujuh, revisi pergeseran anggaran antar Program/Kegiatan T.A. 2023 

yang mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI 

pada tanggal 31 Oktober 2023; 
 

8. Revisi DIPA kedelapan, revisi penyesuaian pagu belanja pegawai T.A. 2023 yang 

mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu RI pada 

tanggal 11 Desember 2023. Revisi dilaksanakan dengan pengurangan anggaran 

belanja   pegawai   sejumlah   Rp.   1.760.674.000,-,   sehingga   pagu   semula 

Rp. 142.402.152.000,- menjadi Rp. 140.641.478.000,-; 
 

9. Revisi DIPA kesembilan, revisi administrasi terkait pemutakhiran data POK yang 

mendapatkan pengesahan  dari  Kanwil  Ditjen  Perbendaharaan Provinsi  Jateng 

pada tanggal 18 Desember 2023. 

 
Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian maka anggaran yang diulas pada 

laporan kinerja ini adalah pagu revisi terakhir di tahun 2023 yang telah mendapatkan 

pengesahan yaitu sejumlah Rp. 140.641.478.000,-. 

Dalam+..
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Dalam rangka tertib adminitrasi guna pengelolaan anggaran yang transparan dan 

akuntabel, maka realisasi anggaran Polresta Banyumas perlu dilaporkan ke pembina 

fungsi satuan atas dan pihak terkait secara berkala. Fungsi yang mengemban tugas 

pelaporan realisasi anggaran adalah Bagren dan Sikeu. Penyerapan anggaran 

dilaporkan setiap bulan ke pembina fungsi di satuan atas yaitu Rorena Polda Jateng 

sebagai pembina fungsi dari Bagren, dan Bidkeu Polda Jateng sebagai pembina fungsi 

dari Sikeu, serta dilakukan rekonsiliasi dengan data KPPN Purwokerto. Realisasi 

penyerapan anggaran per sumber anggaran Polresta Banyumas pada tahun 2023 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Realisasi anggaran Polresta Banyumas per sumber anggaran tahun 2023 
 

 

Sumber anggaran 
 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

 

RM 
 

135.747.852.000 
 

135.641.198.986 
 

106.653.014 
 

99,92% 

 

PNBP 
 

4.893.626.000 
 

4.869.410.584 
 

24.215.416 
 

99,51% 

 

Jumlah 
 

140.641.478.000 
 

140.510.609.570 
 

130.868.430 
 

99,91% 

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa anggaran Polresta Banyumas terdiri dari 2 (dua) 

sumber anggaran yaitu Rupiah Murni (RM) sejumlah Rp. 135.747.852.000,- dengan 

realisasi Rp. 135.641.198.986,- (99,92%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sejumlah Rp. 4.893.626.000,- dengan realisasi Rp. 4.869.410.584,- (99,51%). Untuk 

realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja Polresta Banyumas pada tahun 2023 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 

Realisasi anggaran Polresta Banyumas per jenis belanja tahun 2023 
 

 

Jenis Belanja 
 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

 

Belanja Pegawai 
 

105.005.210.000 
 

105.001.019.095 
 

4.190.905 
 

100,00% 

 

Belanja Barang 
 

35.636.268.000 
 

35.509.590.475 
 

126.677.525 
 

99,64% 

 

Jumlah 
 

140.641.478.000 
 

140.510.609.570 
 

130.868.430 
 

99,91% 

 

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 realisasi anggaran Polresta 

Banyumas sejumlah Rp. 140.510.609.570,- (99,91%) dari pagu Rp. 140.341.478.000,-, 

sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 130.868.430,- yang terdiri dari belanja 

pegawai sejumlah Rp. 4.190.905,- dan belanja barang sejumlah Rp. 126.677.525,-. 

Anggaran belanja pegawai terserap sejumlah Rp. 105.001.019.095,- (100%) dari pagu 

Rp.  105.005.210.000,-  dan  belanja  barang  terserap  sejumlah  Rp.  35.509.590.475,- 

(99,64%) dari pagu Rp. 35.636.268.000,-. 
 

Anggaran+..
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Anggaran didistribusikan ke Satfung dan Polsek jajaran Polresta Banyumas dan 

digunakan mendukung kegiatan operasional dan tupoksi kepolisian. Realisasi angaran 

per satfung dan Polsek jajaran Polresta Banyumas pada tahun 2023 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 3 
 

Realisasi anggaran per Satfung dan Polsek Jajaran Polresta Banyumas tahun 2023 
 

Satfung/Polsek Pagu Realisasi Sisa % 

Bagops 4.456.821.000 4.451.365.375 5.455.625 99,88% 

Bagren 117.967.000 117.967.000 0 100,00% 

Bag SDM 22.920.000 22.920.000 0 100,00% 

Baglog 9.419.539.000 9.376.921.192 42.617.808 99,55% 

Sidokkes 34.382.000 34.382.000 0 100,00% 

Sikum 23.880.000 23.880.000 0 100,00% 

Sihumas 173.990.000 173.990.000 0 100,00% 

Siwas 134.560.000 134.560.000 0 100,00% 

Sipropam 129.434.000 123.691.200 5.742.800 95,56% 

Si TIK 428.640.000 428.322.408 317.592 99,93% 

Sikeu 105..457.750.000 105.453.559.095 4.190.905 100,00% 

Sium 19.890.000 19.890.000 0 100,00% 

SPKT 112.785.000 112.785.000 0 100,00% 

Sattahti 1.187.494.000 1.130.977.500 56.516.500 95,24% 

Satbinmas 409.373.000 409.373.000 0 100,00% 

Satlantas 1.114.107.000 1.112.907.000 1.200.000 99,89% 

Satintelkam 1.102.643.000 1.102.643.000 0 100,00% 

Satsamapta 1.247.098.000 1.234.510.000 12.587.200 98,99% 

Satresnarkoba 668.179.000 667.739.000 440.000 99,93% 

Satreskrim 2.454.832.000 2.453.032.000 1.800.000 99,93% 

Polsek Jajaran 11.925.194.000 11.925.194.000 0 100,00% 

Jumlah 140.641.478.000 140.510.609.570 130.868.430 99,91% 

 

Dari+..
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Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa beberapa Satfung dalam menyerap anggaran 

secara optimal seperti Bagren, Bag SDM, Sidokkes, Sikum, Sihumas, Siwas, Sium, 

SPKT, Satbinmas dan Satintelkam, sedangkan Satfung dengan penyerapan terendah 

yaitu Sattahti dengan penyerapan anggaran sejumlah Rp. 56.516.500,- (95,24%) dari 

pagu Rp. 1.187.494.000,- untuk sisa anggaran makan dan rawat tahanan. Realisasi 

penyerapan anggaran Polresta Banyumas per program pada tahun 2023 dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
 

Tabel 4 
 

Realisasi anggaran Polresta Banyumas per program tahun 2023 
 

 

PROGRAM 
 

PAGU 
 

REALISASI 
 

SISA 
 

% 

 

Profesionalisme    Sumber 

Daya Manusia Polri 

 

5.000.000 
 

5.000.000 
 

0 
 

100,00% 

 

Penyelidikan                dan 

Penyidikan Tindak Pidana 

 

5.163.349.000 
 

5.103.392.500 
 

59.956.500 
 

98,84% 

 

Modernisasi Almatsus dan 

Sarana Prasarana Polri 

 

8.477.123.000 
 

8.434.430.783 
 

42.692.217 
 

99,50% 

 

Pemeliharaan   Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat 

 

20.077.889.000 
 

20.057.003.234 
 

20.885.766 
 

99,90% 

 

Dukungan Manajemen 
 

106.918.117.000 
 

106.910.783.053 
 

7.333.947 
 

99,99% 

 

Jumlah 
 

140.641.478.000 
 

140.510.609.570 
 

130.868.430 
 

99,91% 

 

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan penyerapan anggaran Polresta 

Banyumas mencapai Rp. 140.510.609.570,- (99,91%) dari pagu Rp. 140.641.478.000,-, 

sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 130.868.430,- tersebar pada 4 (empat) 

program dapat dievaluasi sebagai berikut: 
 

1. Program  Penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  Pidana,  terdapat sisa  anggaran 

sebesar Rp. 59.956.500,-, antara lain: 
 

a.  Pengembalian TP Umum Polres Rp. 280.000,-; 
 

b.  Makan Tahanan Rp. 41.938.700,-; 
 

c.  Rawat Tahanan Rp. 14.577.800,-; 
 

d.  Pengembalian TP Narkoba Polres Rp. 440.000,-; 
 

e.  Pengembalian Tipikor Rp. 1.520.000,-; 
 

f.   Pengembalian TP Laka Lantas Rp. 1.200.000,-. 
 

 
2. Program+..
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2. Program  Modernisasi  Almatsus  dan  Sarana  Prasarana  Polri,  terdapat  sisa 

anggaran sebesar Rp. 42.692.217,-, antara lain: 
 

a.     Har Ranmor R4 Opsnal Rp. 10.777.276,-; 
 

b.     BMP Rutin PNBP Rp. 31.000,-; 
 

c.     Pengembalian Dukmin BMP Rutin PNBP Rp. 72.000,-; 
 

d.     BMP Lantas PNBP Rp. 3.000,-; 
 

e.     Pengembalian Dukmin BMP Lantas PNBP Rp. 11.000,-; 
 

f.      Har Ransus Rp. 20.449.418,-; 
 

g.     Har Ranmor R4 Polres Rp. 1.304.108,-; 
 

h.     Har Ranmor R4 Polsek Rp. 334.648,-; 
 

i.      Har Ranmor R2 Polres Rp. 1.445.342,-; 

j.      Har Ranmor R2 Polsek Rp. 5.191.765,-; 

k.     Har Repeater Rp. 75.000,-; 

l.      Biaya Listrik Rp. 1.606,-; 

m.    Biaya Air Rp. 2.898.150,-; 

n.     BMP Rutin Rp. 97.000,-; 

o.     Penggantian Inventaris Lama/Pegawai Baru Rp. 904,-. 
 

3. Program  Pemeliharaan  Keamanan  dan  Ketertiban  Masyarakat,  terdapat  sisa 

anggaran sebesar Rp. 20.885.766,-, antara lain: 
 

a.     ULP Non Organik Makan Jaga Polres Rp. 8.219.400,-; 
 

b.     Sisa kontrak ATK Perijinan SKCK Rp. 140,-; 

c.     Sisa kontrak Jasa Kebersihan Polsek Rp. 1,-; 

d.     Jaspamobvit Rp. 12.120.000,-; 

e.     Minops Operasi Zebra sumber PNBP Rp. 1.000,-; 
 

f.      BMP Operasi Mantap Brata 2023 Rp. 78.000,-; 
 

g.     Pengembalian Posko Panel Data OMB 2023 Rp. 25,-; 
 

h.     Sisa kontrak Makan Satwa Rp. 467.200,-. 
 

4. Program Dukungan Manajemen, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.333.947,- 

antara lain: 
 

a.     Gaji dan Tunjangan Rp. 4.190.905,-; 
 

b.     Biaya Telepon Rp. 101.449,-; 
 

c.     Sisa kontrak Pengadaan ATK Polres Rp. 450,-; 
 

d.     Biaya Internet Rp. 141.143,-; 
 

e.     Biaya Lidik Paminal Rp. 2.900.000,-. 
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Pada T.A. 2023, penentuan target penyerapan anggaran dihitung sesuai pagu jenis 

belanja yang dimiliki oleh Satker berdasarkan indikator kinerja penyerapan anggaran 

pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Target penyerapan anggaran 

Polresta Banyumas dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 5 

Target penyerapan anggaran Polresta Banyumas T.A. 2023 
 

 
Jenis Belanja 

 

Target IKPA 

TW IV 

 
Pagu 

 
Nilai Target 

 
% 

 

Belanja Pegawai 
 

95% 
 

105.005.210.000 
 

99.754.949.500 
 

95,00% 

 

Belanja Barang 
 

90% 
 

35.636.268.000 
 

32.072.641.200 
 

90,00% 

 

Jumlah 
 

140.641.478.000 
 

131.827.590.700 
 

93,73% 

 

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa target penyerapan anggaran sampai dengan akhir 

triwulan IV tahun berjalan adalah 93,73%. Pada tahun 2023 realisasi anggaran Polresta 

Banyumas mencapai Rp. 140.510.609.570,- (99,91%) dari pagu Rp. 140.641.478.000,-, 

dengan demikian Polresta Banyumas dapat melebihi target yang telah ditetapkan. 
 

 

Dalam pengelolaan anggaran, jumlah anggaran yang dikelola oleh Polresta 

Banyumas berbeda tiap tahunnya, terlebih pada T.A. 2023 tidak ada anggaran belanja 

modal. Perkembangan anggaran dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 (dalam 

ribuan rupiah) dapat dilihat dalam grafik berikut: 
 

Grafik 16 
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Dari grafik 16 dapat dilihat bahwa anggaran Polresta Banyumas dari tahun 2019 

sampai dengan tahun 2023  setiap tahunnya  berbeda. Pada  tahun 2022  dan 2023 

Polresta Banyumas mengalami penurunan karena tidak mendapatkan anggaran belanja 

modal. Perkembangan realisasi penyerapan anggaran dari tahun 2019 sampai dengan 

2023 dapat dilihat dalam grafik berikut: 
 

 

Grafik 17 
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Dari grafik 17 dapat dilihat bahwa meskipun anggaran yang dikelola memiliki nilai 

pagu anggaran yang tinggi namun realisasi penyerapan anggarannya tinggi pula. Data 

realisasi anggaran sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 6 

Realisasi anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 
 

 

No 
 

Tahun 
 

Pagu 
 

Realisasi 
 

Sisa 
 

% 

 

1 
 

2019 
 

145.082.489.000 
 

144.844.236.428 
 

238.252.572 
 

99,84% 

 

2 
 

2020 
 

144.463.782.000 
 

143.870.177.620 
 

593.604.380 
 

99,59% 

 

3 
 

2021 
 

145.120.296.000 
 

144.976.131.447 
 

144.164.553 
 

99,90% 

 

4 
 

2022 
 

138.911.562.000 
 

138.751.249.489 
 

160.312.511 
 

99,88% 

 

5 
 

2023 
 

140.641.478.000 
 

140.510.609.570 
 

130.868.430 
 

99,91% 
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Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2019 sampai dengan 

2023 selalu melebihi 95%. Persentase realisasi penyerapan anggaran selama tahun 

2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut: 
 

Grafik 18 

Persentase realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 
100,00 

 
 

99,90 

 
 
 

 
99,84 

 
 

99,90                           
99,88                           

99,91

 

99,80 

 
 

99,70 
% 

 

99,60 
99,59

 
 

99,50 

 

99,40  
T.A. 2019                    T.A. 2020                    T.A. 2021                    T.A. 2022                    T.A. 2023

 

 

Dari grafik 18 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran Polresta Banyumas pada 

tahun 2023 sejumlah 99,91%, mengalami peningkatan sejumlah 0,03% apabila 

dibandingkan tahun 2022 dengan realisasi sejumlah 99,88%. 

 
Selain anggaran dari DIPA, pada tahun 2023 Polresta Banyumas juga menerima 

anggaran tertentu (Non-DIPA) baik dari Polda maupun dari Mabes Polri yaitu anggaran 

Dana Kapitasi BPJS dari Biddokkes Polda Jateng sejumlah Rp. 158.400.000,- untuk jasa 

medis Poliklinik Bhayangkara Polresta Banyumas. Data penerimaan selama tahun 2023 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel 6 

Penerimaan Dana Kapitasi BPJS tahun 2023 
 

No Jasa medis Indeks (Rp) Bulan Jumlah (Rp) 

1 Dokter penanggung jawab 3.700.000 12 44.400.000 

2 Dokter umum Mitra 3.250.000 12 39.000.000 

3 Dokter gigi Mitra 2.500.000 12 30.000.000 

4 Apoteker Mitra 3.000.000 12 36.000.000 

5 Tenaga kebersihan 750.000 12 9.000.000 

Jumlah 13.200.000 
 

158.400.000 

 
BAB IV+..
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

Dari penjabaran akuntabilitas kinerja pada capaian kinerja dan realisasi anggaran yang 

dilaksanakan Polres Wonosobo selama tahun 2024, dapat disimpulkan dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 
 

1. Secara  umum  sasaran  impact  dan  sasaran  strategis  yang  telah  ditetapkan  dapat 

dipenuhi oleh Polres Wonosobo, namun demikian masih ada beberapa indikator kinerja 

yang belum optimal berhasil diwujudkan dalam tahun 2024 ini. Dari jumlah total indikator 

kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 16 indikator yang terdiri dari 1 indikator kinerja 

impact, 2 indikator kinerja utama dan 13 indikator kinerja pendukung, sejumlah 13 

indikator dapat memenuhi target bahkan capaiannya ada yang melebihi target yang 

ditetapkan, kemudian sebanyak 2 indikator kinerja pendukung yang belum dapat 

memenuhi pencapaian target, namun memiliki progres kemajuan dalam pencapaian 

kinerjanya, sedangkan jumlah indikator yang sama sekali tidak tercapai sebanyak 1 

indikator. Capaian kinerja Polres Wonosobo tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut: 
 

a. Sasaran   impact,   terwujudnya   keamanan   dan   ketertiban   wilayah   Polres 

Wonosobo,  dengan  indikator  kinerja  impact  indeks  keamanan  dan  ketertiban 

masyarakat Banyumas, target kinerja 4,50, realisasi kinerja 4,74, sehingga capaian 

kinerja 105.53%; 
 

b.     Sasaran strategis I, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah 

Wonosobo, dengan indikator kinerja utama indeks harkamtibmas, target kinerja 

84.90, realisasi kinerja 92.83, sehingga capaian kinerja 109.34%; 
 

c. Sasaran strategis II, terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan, dengan 

indikator kinerja utama indeks gakkum, target kinerja 96.40, realisasi kinerja 97.66, 

sehingga capaian kinerja 103.10%; 
 

d.     Sasaran strategis III, profesionalitas SDM Polres Wonosobo dengan  

Pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut: 
 

1) Indeks profesionalitas SDM Polres Wonosobo dengan target kinerja 64.24, 

realisasi kinerja 62.02, sehingga capaian kinerja 95.59%; 
 

2)     Persentase  pemenuhan  prolat  Polres Wonosobo dengan  target  kinerja 

68.02, realisasi kinerja 46.42, sehingga capaian kinerja 52.73%. 
 

e. Sasaran strategis IV, modernisasi teknologi Polres Wonosobo, dengan 

Pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut: 
 

1) Persentase pemenuhan alkom siap operasional dengan target kinerja 68.27, 

realisasi kinerja 66.07%, sehingga capaian kinerja 96.84%; 

2) Persentase+..
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2) Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran Polres Wonosobo dengan 

target kinerja 66.67, realisasi kinerja 0, sehingga capaian kinerja 0%; 
 

3) Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini dengan target 

kinerja 70.49, realisasi kinerja 68.55 sehingga capaian kinerja 117.10%; 
 

4) Persepsi user terhadap kemudahan akses data dengan target kinerja 3,60, 

realisasi kinerja 3,66, sehingga capaian kinerja 101.67%. 
 

f. Sasaran strategis V, sistem pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan 

melayani di Polres Wonosobo, dengan Pencapaian tiap indikator kinerja sebagai 

berikut: 
 

1) Nilai AKIP  dengan target kinerja  75.25, realisasi kinerja  75.16, sehingga 

capaian kinerja 99.89%; 
 

2) Penyajian Laporan Keuangan dengan target kinerja 3, realisasi kinerja 3, 

sehingga capaian kinerja 100%; 

3)      Nilai Reformasi Birokrasi Polri (RBP) dengan target kinerja 72.25, realisasi 

95.41 sehingga capaian kinerja sebesar 132.05%; 
 

3) Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) dengan target kinerja 97.80, 

realisasi kinerja 80.47, sehingga capaian kinerja 82.28%; 
 

4) Nilai kinerja anggaran dengan target kinerja 99.05, realisasi kinerja 98.94, 

sehingga capaian kinerja 99.89%; 
 

5) Persentase penanganan pengaduan masyarakat dengan target kinerja 100, 

realisasi kinerja 100, sehingga capaian kinerja 100%; 
 

6) Persentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri dengan target 

kinerja 100, realisasi kinerja 100, sehingga capaian kinerja 100%. 
 

 

2. Realisasi  penyerapan  anggaran  Polres Wonosobo pada  tahun  2024  mencapai Rp. 

69,040,729,859,- (98.84%) dari pagu Rp. 69,847,650,000,-, sehingga terdapat sisa 

anggaran sejumlah Rp. 806,920,141,-. Berdasarkan pada penilaian Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran, dijelaskan bahwa target penyerapan anggaran sampai dengan 

akhir triwulan IV tahun berjalan adalah 98.84%, dengan demikian Polres Wonosobo dapat 

melebihi target yang telah ditetapkan. 

 
Kunci keberhasilan Polres Wonosobo antara lain karena adanya komitmen dan dukungan 

pimpinan serta jajaran yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja 

di lingkungan Polres Wonosobo Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan 

yang ada menjadikan kinerja Polres Wonosobo masih belum maksimal. Permasalahan yang 

dihadapi Polres Wonosobo dalam rangka pencapaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Jumlah kuota pelaksanaan pendidikan prolat ditetapkan oleh Polda Jateng, tidak sesuai 

dengan usulan pengajuan sehingga dapat menjadi kendala untuk meningkatkan 

persentase pemenuhan prolat Polres Wonosobo ; 
 

2. Sulitnya+..
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2. Sulitnya  mendapatkan  anggaran  belanja  modal  dalam  DIPA  untuk  pemenuhan 

pembangunan di jajaran Polres Wonosobo; 

3. Masih kurangnya integritas, performa petugas dan minimnya fasilitas unit pelayanan 

publik di tingkat Polsek; 

4. Pengusulan  anggaran  bersifat  bottom-up  hanya  pada  saat  penyusunan  rencana 

kebutuhan ideal saja, sedangkan untuk pagu indikatif hingga menjadi DIPA disusun 

secara top-down dari pembina fungsi satuan atas, sehingga perlu dilaksanakan revisi 

anggaran untuk dapat mendukung kegiatan yang belum terdukung anggaran. 
 

 

Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  dan  tantangan  dalam  rangka 

pencapaian kinerja dari target yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut: 

1. Pengusulan untuk mengikuti program pelatihan yang diadakan satuan atas agar anggota 

memiliki kualifikasi dan standar kompetensi sesuai bidang tugasnya, sebagai titik penting 

dalam pengelolaan sumber daya manusia yang profesional di lingkungan Polres 

Wonosobo; 

2. Mengajukan  usulan  pembangunan  pada  saat  penyusunan  anggaran  dalam  rangka 

pemenuhan pembangunan, peningkatan  sarana, prasarana  dan kualitas lingkungan 

kerja, serta melakukan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana guna mendukung 

tupoksi dan operasional Polres Wonosobo. Selain itu, juga dilakukan koordinasi dan 

pengajuan pembangunan ke Pemda Kabupaten Wonosobo melalui hibah barang; 

3. Penguatan organisasi melalui pemberian arahan dan petunjuk dari pimpinan tentang 

penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP sebagai bentuk 

pengawasan melekat agar seluruh personel dapat memahami serta melaksanakan 

kewajiban dan tanggungjawab sesuai tupoksi masing-masing, terutama untuk 

meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, Siwas selaku Aparatur Pengawas Internal 

Pemerintah juga melakukan monitoring pengawasan sampai ke unit pelayanan publik 

tingkat Polsek; 

4. Melakukan revisi anggaran untuk mendukung kegiatan yang dukungan anggarannya 

belum sesuai kebutuhan riil dengan berpedoman peraturan yang berlaku, serta 

mengusulkan kebutuhan anggaran pada saat penyusunan tahun berikutnya. 
 

 

Sebagai tindaklanjut atas penyusunan LKIP Polres Wonosobo tahun 2024 maupun 

tahun berikutnya adalah sebagai berikut: 

1. Menyarankan   agar   setiap   Kasatfung   penanggungjawab   indikator   kinerja   dapat 

menjelaskan capaian kinerjanya sesuai dengan tupoksi dan sumber daya yang ada yang 

menjadi tanggungjawabnya serta melakukan kegiatan anev kinerja secara periodik terkait 

realisasi dan capaian kinerja dari target yang telah ditentukan guna pengumpulan data 

yang lebih sistematis dan terstruktur; 

2. Masing-masing pembina fungsi secara periodik melakukan analisa dan evaluasi serta 

memberikan petunjuk dan arahan terkait dengan penjabaran tugas, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban kegiatan terutama terkait pelayanan publik. 

Demikian.....
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penyampaian kendala yang dihadapi selama tahun 2023, denga 

referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kin 

menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja di tahun selanjutnya, d 

masukan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan lebih la 
 
 
 
 

Purwokerto,     1    F 

KAPOLRESTA BANYUMA
 

 
 
 
 
 

EDY SURANTA SITE 
KOMISARIS BESAR POL 

 

 
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Wonosobo Tahun 2024 

disusun sebagai bahan pertanggungjawaban dan evaluasi hasil pelaksanaan kinerja serta 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda 
tangan di bawah ini: 

 

Nama           :  EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. 

Pangkat        :  KOMISARIS BESAR POLISI 

Jabatan        :  KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANYUMAS 

selanjutnya disebut pihak pertama 
 
Nama           :  Drs. AHMAD LUTHFI, S.H., S.ST., M.K. 

Pangkat        :  INSPEKTUR JENDERAL POLISI 

Jabatan        :  KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH 

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua: 
 
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka 
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi 
tanggung jawab kami. 

 
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil 
tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi. 

 

okerto,        Januari  2023 

Pihak Kedua Pihak Pertama 
LISIAN RESOR KOTA BANYUMAS 
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 

POLRES KOTA BANYUMAS 

 
 

No 
 

Sasaran Strategis 
 

Indikator Kinerja 
 

Target 

(1) (2) (3) (4) 

SASARAN Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban 
masyarakat Banyumas 

 

Indeks Keamanan dan Ketertiban masyarakat Banyumas 
 

4,43 IMPACT 

 

1 
Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat di wilayah Banyumas 

 

Indeks Harkamtibmas 
 

83,78 

 

2 
 

Penegakkan hukum secara berkeadilan 
 

Indeks Gakkum 
 

94,63 

 
 

3 

 
Profesionalitas SDM Polresta 
Banyumas 

 

a. 
 

Indeks Profesionalitas SDM Polresta Banyumas 
  

43,94 

 

b. 
 

Persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 
  

83,75 

 
 
 
 
 

 
4 

 

 
 
 
 
 

Modernisasi teknologi Polresta 
Banyumas 

 

 

a. 

 

 

Persentase pemenuhan Alkom siap operasional 

  

 
79,59 

b. Persentase    Pemenuhan    pembangunan    di    Jajaran Polresta 
 

40,00 
 Banyumas   

 

c. 
 

Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini 
 88,10 

 

d. 
 

Persepsi user terhadap kemudahan akses data 
 3,54 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistem Pengawasan yang akuntabel, 
bersih, terbuka dan melayani di Polresta 
Banyumas 

 
 
 
 

a. 

 
 
 
 

Nilai  AKIP 

 
 
 
 

76,36 

 

b. 
 

Indek persepsi korupsi 
 

13,80 

 

c. 
 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 
 

64,77 

 

d. 
 

Nilai Kinerja Anggaran 
 

91,20 

 

e. 
 

Presentase penanganan pengaduan masyarakat 
 

86,33 

 

f. 
 

Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri 
 

100 



 

 
KEPALA KEPOLISIA 

 

 
 
 
 
 

EDY SURANT 
KOMISARIS BES 

 

 
 
 
 
 

Program  :                                                                                                                 Anggaran 

 

1. Profesionalisme SDM Polri Rp. 5.000.000,- 

2. Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 5.163.349.000,- 

3. Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 8.482.673.000,- 

4. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 20.176.284.000,- 

5. Dukungan Manajemen Rp. 108.678.791.000,- 
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PENGUKURAN KINERJA



 

No Sasaran Strategis/Impact Indikator Kinerja Utama/Pendukung Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH JAWA TENGAH 

                  RESOR KOTA BANYUMAS   
 

 

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 
 

 
 

Satker                     :         POLRESTA BANYUMAS 
Tahun Anggaran   :         2023 

 
 
 

 
SI Terwujudnya       keamanan       dan 

ketertiban masyarakat Banyumas 
Indeks    keamanan    dan    ketertiban    masyarakat 
Banyumas 

4,43 4,67 105,54% 

SS1 Pemeliharaan      keamanan      dan 
ketertiban   masyarakat   di   wilayah 
Banyumas 

Indeks harkamtibmas 83,78 88,81 106,01% 

SS2 Penegakan         hukum         secara 
berkeadilan 

Indeks gakkum 94,63 99,37 105,01% 

SS3 Profesionalitas      SDM      Polresta 
Banyumas 

a.  Indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas 43,94 64,03 145,72% 

b.  Persentase pemenuhan prolat Polresta Banyumas 83,75 44,12 52,68% 

SS4 Modernisasi     teknologi     Polresta 
Banyumas 

a.  Persentase pemenuhan alkom siap operasional 79,59 81,76 102,73% 

b.  Persentase pemenuhan pembangunan di jajaran 
Polresta Banyumas 

40,00 0,00 0,00% 

c.  Modernisasi    sarana    dan    prasarana    sesuai 
teknologi terkini 

88,10 94,80 107,61% 

d.  Persepsi user terhadap kemudahan akses data 3,54 3,66 103,39% 

SS5 Sistem pengawasan  yang 
akuntabel, bersih, terbuka dan 
melayani di Polresta Banyumas 

a.  Nilai  AKIP 76,36 76,86 100,65% 

b.  Indeks persepsi korupsi 13,80 12,83 92,93% 

 

c. Indeks+..



 

 
 

140.641.478.000,- 
 
140.510.609.570,- (99,91%) 
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KAPOLRESTA BANYUMA 
 

 
 
 
 
 

EDY SURANTA SITE 
KOMISARIS BESAR POL 

 

No Sasaran Strategis/Impact Indikator Kinerja Utama/Pendukung Target Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 
  c.  Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK) 64,77 80,27 123,93% 

d.  Nilai kinerja anggaran 91,20 91,41 100,23% 

e.  Persentase penanganan pengaduan masyarakat 86,33 100,00 115,83% 

f. Persentase  penyelesaian  masalah  hukum  yang 
dihadapi Polri 

100,00 100,00 100,00% 

 

 
 

Jumlah Anggaran Tahun 2023     :         Rp. 
 

Realisasi Anggaran Tahun 2023  :         Rp. 
 

 
 
 
 

Februari 2024 
 

S POLDA JATENG 
 

 
 
 
 
 

PU, S.I.K., M.H. 
ISI NRP 78081201
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100,00      100,00          100,00         100,00%       Berhasil 

 
 

Purwokerto,     1     Februari 2024 

KAPOLRESTA BANYUMAS POLDA JATENG 

 
 
 

EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. 

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081201 

71,41     71,51     71,61     76,36     78,50        73,88            76,86 

13,50     13,60     13,70     13,80     13,90        13,70            12,83 

64,39     64,46     64,62     64,77     64,91        64,63            80,27 

0,00       0,00       0,00      91,20     91,26        91,23            91,41 

84,73     85,83     86,08     86,33     86,58        85,91           100,00 

0,00       0,00       0,00     100,00 

 
 
 
 
 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH JAWA TENGAH 

RESOR KOTA BANYUMAS 
 

 
 

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA 

POLRESTA BANYUMAS TAHUN 2023 
 

 
SASARAN IMPACT/STRATEGIS/ 

INDIKATOR KINERJA UTAMA /PENDUKUNG 

TARGET RENSTRA REALISASI 

2023 

CAPAIAN 

2023 
KET 

2020 2021 2022 2023 2024 SD 2024 

1 2 3 4 5 6 7=(2;6)/5 8 9 10 

IK IMPACT 

Stakeholder 

SI Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Banyumas 4,26 4,43 4,42 4,43 4,44 4,40 4,67 106,30% Berhasil 

S1 Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Banyumas 4,26 4,43 4,42 4,43 4,44 4,40 4,67 106,30% Berhasil 

IK UTAMA 

Internal Process 

SS1 Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di 

wilayah Polresta Banyumas 

82,78 83,36 83,58 83,78 84,00 83,50 88,81 106,36% Berhasil 

IKU1 Indeks harkamtibmas 82,78 83,36 83,58 83,78 84,00 83,50 88,81 106,36% Berhasil 

SS2 Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan 88,33 95,15 94,73 94,63 94,88 93,54 99,37 106,23% Berhasil 

IKU2 Indeks gakkum 88,33 95,15 94,73 94,63 94,88 93,54 99,37 106,23% Berhasil 

IK PENDUKUNG 

SS3 Profesionalitas SDM Polresta Banyumas 32,50 35,63 38,75 63,85 70,47 48,24 54,07 112,10% Berhasil 

IKP1 Indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas 0,00 0,00 0,00 43,94 50,94 47,44 64,03 134,97% Berhasil 

IKP2 Persentase pemenuhan Prolat Polresta Banyumas 65,00 71,25 77,50 83,75 90,00 77,50 44,12 56,93% Progres 

SS4 Modernisasi Teknologi Polresta Banyumas 2,50 5,00 7,50 52,81 56,10 24,78 45,06 181,81% Berhasil 

IKP3 Persentase pemenuhan Alkom siap operasional 0,00 0,00 0,00 79,59 80,00 79,80 81,76 102,46% Berhasil 

IKP4 Persentase Pemenuhan pembangunan di Jajaran Polresta 

Banyumas 

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 30,00 0,00 0,00% Gagal 

IKP5 Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini 0,00 0,00 0,00 88,10 90,75 89,43 94,80 106,01% Berhasil 

IKP6 Persepsi user terhadap kemudahan akses data 0,00 0,00 0,00 3,54 3,64 3,59 3,66 101,95% Berhasil 

SS5 Sistem Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani di 

Polresta Banyumas 

39,01 39,23 39,34 72,08 72,53 52,44 76,89 146,65% Berhasil 

IKP7 Nilai AKIP        104,04% Berhasil 

IKP8 Indek persepsi korupsi        93,61% Progres 

IKP9 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)        124,20% Berhasil 

IKP10 Nilai kinerja anggaran        100,20% Berhasil 

IKP11 Presentase penanganan pengaduan masyarakat        116,40% Berhasil 

IKP12 Presentase penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Polri          
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EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. 

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 

76,36              76,86 

13,80              

12,83 n Kepolisian (IKLK)                                         64,77              

80,27 

91,20              91,41 

pengaduan masyarakat                                   86,33             

100,00 masalah hukum yang dihadapi Polri              100,00            

100,00 

 
 
 
 
 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DAERAH JAWA 

TENGAH 

              RESOR KOTA BANYUMAS   

 
 

 
PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA PADA TIAP SASARAN STRATEGIS 

POLRESTA BANYUMAS TAHUN 2023 

 
 

SASARAN IMPACT/STRATEGIS/ 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 

 

TARGET 
 

REALISASI 
 

CAPAIAN 
 

KET 

IK IMPACT 

Stakeholder 

SI Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Banyumas 4,43 4,67 105,54% Berhasil 

S1 Indeks keamanan dan ketertiban masyarakat Banyumas 4,43 4,67 105,54% Berhasil 

IK UTAMA 

Internal Process 

SS1 Terwujudnya pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat di wilayah Polresta Banyumas 

83,78 88,81 106,01% Berhasil 

IKU1 Indeks harkamtibmas 83,78 88,81 106,01% Berhasil 

SS2 Terwujudnya penegakkan hukum secara berkeadilan 94,63 99,37 105,01% Berhasil 

IKU2 Indeks gakkum 94,63 99,37 105,01% Berhasil 

IK PENDUKUNG 

SS3 Profesionalitas SDM Polresta Banyumas 63,85 54,07 84,70% Progres 

IKP1 Indeks profesionalitas SDM Polresta Banyumas 43,94 64,03 145,72% Berhasil 

IKP2 Persentase pemenuhan Prolat Polresta Banyumas 83,75 44,12 52,68% Progres 

SS4 Modernisasi Teknologi Polresta Banyumas 52,81 45,06 85,32% Progres 

IKP3 Persentase pemenuhan Alkom siap operasional 79,59 81,76 102,73% Berhasil 

IKP4 Persentase Pemenuhan pembangunan di Jajaran Polresta 

Banyumas 

40,00 0,00 0,00% Gagal 

IKP5 Modernisasi sarana dan prasarana sesuai teknologi terkini 88,10 94,80 107,61% Berhasil 

IKP6 Persepsi user terhadap kemudahan akses data 3,54 3,66 103,39% Berhasil 

SS5 Sistem Pengawasan yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani 
di 

72,08 76,89 106,68% Berhasil 

IKP7 Nilai AKIP   100,65% Berhasil 

IKP8 Indek persepsi korupsi   92,93% Progres 

IKP9 Indeks Kepuasan Layana   123,93% Berhasil 

IKP10 Nilai kinerja anggaran   100,23% Berhasil 

IKP11 Presentase penanganan   115,83% Berhasil 

IKP12 Presentase penyelesaian   100,00% Berhasil 



 

 

 

 
Purwokerto,    1     Februari   2024 

KAPOLRESTA BANYUMAS POLDA JATENG 
 

 
 
 

EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. 

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081201 

140.641.478.000       140.510.609.570               130.8 

135.747.852.000       135.641.198.986               106.6 

4.893.626.000           4.869.410.584                24.2 

140.641.478.000       140.510.609.570               130.8 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH JAWA TENGAH 

RESOR KOTA BANYUMAS 

 
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2023 

POLRESTA BANYUMAS 
 

 
 

NO 
 

1 

 

PROGRAM 
 

PROFESIONALISME SDM POLRI 

 

PAGU 
 

5.000.000 

 

REALISASI 
 

5.000.000 

 

SISA 
 

- 

 

% REALISASI 
 

100,00 

 

% SISA 
 

- 

 52. BELANJA BARANG 5.000.000 5.000.000 - 100,00 - 

 - RM 5.000.000 5.000.000 - 100,00 - 

       
2 PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 

 
52. BELANJA BARANG 

5.163.349.000 

 
5.163.349.000 

5.103.392.500 

 
5.103.392.500 

59.956.500 

 
59.956.500 

98,84 

 
98,84 

1,16 

 
1,16 

 - RM 5.066.870.000 5.008.113.500 58.756.500 98,84 1,16 

 - PNBP 96.479.000 95.279.000 1.200.000 98,76 1,24 

       
3 MODERNISASI      ALMATSUS      DAN      SARANA 

PRASARANA POLRI 

8.477.123.000 

 
8.477.123.000 

8.434.430.783 

 
8.434.430.783 

42.692.217 

 
42.692.217 

99,50 

 
99,50 

0,50 

 
0,50 52. BELANJA BARANG 

- RM  7.326.287.000 7.294.489.059 31.797.941 99,57 0,43 

 - PNBP 1.150.836.000 1.139.941.724 10.894.276 99,05 0,95 

       
4 PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN 

MASYARAKAT 

52. BELANJA BARANG 

20.077.889.000 

 
20.077.889.000 

20.057.003.234 

 
20.057.003.234 

20.885.766 

 
20.885.766 

99,90 

 
99,90 

0,10 

 
0,10 

 - RM 16.431.578.000 16.422.813.374 8.764.626 99,95 0,05 

 - PNBP 3.646.311.000 3.634.189.860 12.121.140 99,67 0,33 

       
5 DUKUNGAN MANAJEMEN 

51. BELANJA PEGAWAI 
106.918.117.000 

105.005.210.000 
106.910.783.053 

105.001.019.095 
7.333.947 

4.190.905 
99,99 

100,00 
0,01 

0,00 

 - RM 105.005.210.000 105.001.019.095 4.190.905 100,00 0,00 

 52. BELANJA BARANG 1.912.907.000 1.909.763.958 3.143.042 99,84 0,16 

 - RM 1.912.907.000 1.909.763.958 3.143.042 99,84 0,16 

       
51. BELANJA PEGAWAI 

52. BELANJA BARANG 

105.005.210.000 

35.636.268.000 

105.001.019.095 

35.509.590.475 

4.190.905 

126.677.525 

100,00 

99,64 

0,00 

0,36 

JUMLAH TOTAL PER JENIS BELANJA   68.430 99,91 0,09 

JUMLAH RM   53.014 99,92 0,08 

JUMLAH PNBP   15.416 99,51 0,49 

JUMLAH TOTAL PER SUMBER ANGGARAN   68.430 99,91 0,09 



 

 

NO POLSEK PAGU REALISASI % SISA % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PURWOKERTO BARAT 341.625.500 341.625.500 100,00 0 0,00 

2 BATURADEN 501.025.500 501.025.500 100,00 0 0,00 

3 SUMBANG 541.125.500 541.125.500 100,00 0 0,00 

4 KEMBARAN 515.845.500 515.845.500 100,00 0 0,00 

5 SOKARAJA 531.010.500 531.010.500 100,00 0 0,00 

6 KALIBAGOR 403.385.500 403.385.500 100,00 0 0,00 

7 BANYUMAS 408.325.500 408.325.500 100,00 0 0,00 

8 SOMAGEDE 328.955.500 328.955.500 100,00 0 0,00 

9 TAMBAK 398.325.500 398.325.500 100,00 0 0,00 

10 SUMPIUH 448.085.500 448.085.500 100,00 0 0,00 

11 KEMRANJEN 443.945.500 443.945.500 100,00 0 0,00 

12 KEBASEN 415.175.500 415.175.500 100,00 0 0,00 

13 PATIKRAJA 427.415.500 427.415.500 100,00 0 0,00 

14 RAWALO 359.185.500 359.185.500 100,00 0 0,00 

15 PURWOJATI 363.475.500 363.475.500 100,00 0 0,00 

 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DAERAH JAWA 

TENGAH 

RESOR KOTA BANYUMAS 
 

 
 

RANKING REALISASI ANGGARAN SATFUNG/POLSEK 

JAJARAN POLRESTA BANYUMAS SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2023 

 
I. REKAP PER SATFUNG 

NO SATFUNG PAGU REALISASI % SISA % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 BAGREN 117.967.000 117.967.000 100,00 0 0,00 

2 BAG SDM 22.920.000 22.920.000 100,00 0 0,00 

3 SIDOKKES 34.382.000 34.382.000 100,00 0 0,00 

4 SIKUM 23.880.000 23.880.000 100,00 0 0,00 

5 SIHUMAS 173.990.000 173.990.000 100,00 0 0,00 

6 SIWAS 134.560.000 134.560.000 100,00 0 0,00 

7 SIUM 19.890.000 19.890.000 100,00 0 0,00 

8 SPKT 112.785.000 112.785.000 100,00 0 0,00 

9 SATBINMAS 409.373.000 409.373.000 100,00 0 0,00 

10 SATINTELKAM 1.102.643.000 1.102.643.000 100,00 0 0,00 

11 SIKEU 105.457.750.000 105.453.559.095 100,00 4.190.905 0,00 

12 SATRESNARKOBA 668.179.000 667.739.000 99,93 440.000 0,07 

13 SATRESKRIM 2.454.832.000 2.453.032.000 99,93 1.800.000 0,07 

14 SI TIK 428.640.000 428.322.408 99,93 317.592 0,07 

15 SATLANTAS 1.114.107.000 1.112.907.000 99,89 1.200.000 0,11 

16 BAGOPS 4.456.821.000 4.451.365.375 99,88 5.455.625 0,12 

17 BAGLOG 9.419.539.000 9.376.921.192 99,55 42.617.808 0,45 

18 SATSAMAPTA 1.247.098.000 1.234.510.800 98,99 12.587.200 1,01 

19 SIPROPAM 129.434.000 123.691.200 95,56 5.742.800 4,44 

20 SATTAHTI 1.187.494.000 1.130.977.500 95,24 56.516.500 4,76 

JUMLAH 128.716.284.000 128.585.415.570 99,90 130.868.430 0,10 

 
II. REKAP PER POLSEK URBAN 

NO POLSEK PAGU REALISASI % SISA % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 PURWOKERTO TIMUR 546.289.000 546.289.000 100,00 0 0,00 

2 PURWOKERTO SELATAN 498.054.000 498.054.000 100,00 0 0,00 

3 PURWOKERTO UTARA 545.299.000 545.299.000 100,00 0 0,00 

JUMLAH 1.589.642.000 1.589.642.000 100,00 0 0,00 

 
III. REKAP PER POLSEK RURAL



 

 

2 

10.335.552.000               10.335.552.000 

140.641.478.000             140.510.609.570 
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BA 

 

 
 
 
 

EDY 

SURANT 

KOMISARIS 

BES 

 
 
 

1          Februari 
2024 

NYUMAS POLDA JATENG 
 
 
 
 
 

A SITEPU, S.I.K., M.H. 

AR POLISI NRP 78081201 

 

NO POLSEK PAGU REALISASI % SISA % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 JATILAWANG 391.750.500 391.750.500 100,00 0 0,00 

17 WANGON 410.735.500 410.735.500 100,00 0 0,00 

18 LUMBIR 375.565.500 375.565.500 100,00 0 0,00 

19 GUMELAR 369.845.500 369.845.500 100,00 0 0,00 

20 PEKUNCEN 458.265.500 458.265.500 100,00 0 0,00 

21 AJIBARANG 479.205.500 479.205.500 100,00 0 0,00 

22 CILONGOK 549.855.500 549.855.500 100,00 0 0,00 

23 KARANG LEWAS 418.335.500 418.335.500 100,00 0 0,00 

24 KEDUNGBANTENG 455.085.500 455.085.500 100,00 0 0,00 

JUMLAH   100,00 0 0,00 

TOTAL JUMLAH   99,91 130.868.43 0,09 



 

 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA DAERAH JAWA 

TENGAH 

RESOR KOTA BANYUMAS 

 
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PER PROGAM DAN PER SUB 

KOMPONEN POLRESTA BANYUMAS T.A. 2023 

 
 

NO 
 

KODE 
 

JENIS BELANJA/MAK 
 

PAGU/DIPA 
 

REALISASI 
 

SISA 
ANGGARAN 

 

% 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4*100 

1 060.01.BD PROFESIONALISME SDM POLRI 5.000.00
0 

5.000.00
0 

0 100,00
%  JH Pendaftaran dan Seleksi Bintara 5.000.00 5.000.00 0 100,00

       
2 060.01.BI PENYELIDIKAN  DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA 5.163.349.00

0 
5.103.392.50
0 

59.956.50
0 

98,84%

 HE Penyelenggaran Kedokteran forensik 15.600.00 15.600.00 0 100,00

 HF Penyelenggaran Identifikasi 69.000.00 69.000.00 0 100,00

 DX Peningkatan Kemampuan Satker 2.170.00 2.170.00 0 100,00

 HL Tindak Pidana Umum Polres 1.490.000.00 1.489.720.00 280.000 99,98

 HM Tindak Pidana Umum Polsek 984.000.00 984.000.00 0 100,00

 HR Tindak Pidana yang Melibatkan Perempuan dan anak 168.000.00 168.000.00 0 100,00

 US Anggaran WBK-WBBM 135.125.00 135.125.00 0 100,00

 HC Pengadaan Makan Tahanan 894.275.00 852.336.30 41.938.70 95,31

 HW Pengadaan Perawatan Tahanan 232.505.00 217.927.20 14.577.80 93,73

 HN Tindak Pidana Narkoba 627.000.00 626.560.00 440.000 99,93

 HO Tindak Pidana Ekonomi Khusus 7.000.00 7.000.00 0 100,00

 HP Tindak Pidana Korupsi 339.195.00 337.675.00 1.520.00 99,55

 LN Cyber Crime 56.000.00 56.000.00 0 100,00

 GY Penyelidikan dan Penyidikan Laka Lantas 96.479.00 95.279.00 1.200.00 98,76

 HQ Tindak Pidana Tertentu 35.000.00 35.000.00 0 100,00

 HS Koordinasi dan Pengawasan PPNS 12.000.00 12.000.00 0 100,00

       
3 060.01.BP MODERNISASI ALMATSUS DAN SARANA 

PRASARANA POLRI 

8.477.123.00
0 

8.434.430.78
3 

42.692.21
7 

99,50%

 AZ Perawatan Ranmor R4/6/10 Opsnal PNBP 151.000.00 140.222.72 10.777.27 92,86

 BC Perawatan Ranmor R2 Opsnal PNBP 77.000.00 77.000.00 0 100,00

 BJ Perbaikan Peralatan Fungsional 16.380.00 16.380.00 0 100,00

 BK Har Aplikasi Penyetoran dan Penerimaan PNBP 19.710.00 19.710.00 0 100,00

 CL Pengadaan BMP PNBP 442.906.00 442.803.00 103.000 99,98

 UC BMP Fungsi Lantas PNBP 443.840.00 443.826.00 14.000 100,00

 AP Perawatan Gedung Kantor Polres 237.495.00 237.495.00 0 100,00

 AQ Perawatan Gedung Kantor Polsek 450.300.00 450.300.00 0 100,00

 AV Perawatan Ransus 274.925.00 254.475.58 20.449.41 92,56

 AZ Perawatan Ranmor R4/6/10 Polres 575.000.00 573.695.89 1.304.10 99,77

 BA Perawatan Ranmor R4/6/10  Polsek 810.000.00 809.665.35 334.648 99,96

 BC Perawatan Ranmor R2 Polres 308.475.00 307.029.65 1.445.34 99,53

 BD Perawatan Ranmor R2  Polsek 609.500.00 604.308.23 5.191.76 99,15

 BJ Perbaikan Peralatan Fungsional 409.536.00 409.461.00 75.000 99,98

 BO Biaya Listrik 1.025.414.00 1.025.412.39 1.606 100,00

 BN Biaya Gas dan Air 39.467.00 36.568.85 2.898.15 92,66

 CL Pengadaan BMP 2.060.865.00 2.060.768.00 97.000 100,00

 KC Perbaikan Peralatan Kantor Polres 327.220.00 327.220.00 0 100,00

 KD Perbaikan Peralatan Kantor Polsek 106.680.00 106.680.00 0 100,00

 UG Penggantian Inventaris Lama/Pegawai Baru 91.410.00 91.409.09 904 100,00

       
4 060.01.BQ PEMELIHARAAN  KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN MASYARAKAT 

20.077.889.00
0 

20.057.003.23
4 

20.885.76
6 

99,90%

 DY Giat Pembinaan (Pulbaket, Kirka, Kirsus, dll) 42.800.00 42.800.00 0 100,00

 EP Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek) Bidang Politik 31.995.00 31.995.00 0 100,00

 KQ Deteksi Aksi Polres Bidang Politik 4.095.00 4.095.00 0 100,00

 KT Lidik Taktis Bidang Politik 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 KW Pembentukan Jaringan Intelijen Polres Bidang Politik 28.000.00 28.000.00 0 100,00

 KZ Pembinaan Intelijen Polres Bidang Politik 32.205.00 32.205.00 0 100,00

 LC Pengamanan Intelijen Polres Bidang Politik 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 LD Pengamanan Intelijen Polsek Bidang Politik 72.360.00 72.360.00 0 100,00

 LF Penggalangan Sasaran Perorangan Bidang Politik 198.000.00 198.000.00 0 100,00

 EP Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek) Bidang Ekonomi 98.820.00 98.820.00 0 100,00

 KQ Deteksi Aksi Polres Bidang Ekonomi 5.945.00 5.945.00 0 100,00

 KT Lidik Taktis Bidang Ekonomi 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 KW Pembentukan Jaringan Intelijen Polres Bidang Ekonomi 21.000.00 21.000.00 0 100,00

 KZ Pembinaan Intelijen Polres Bidang Ekonomi 24.200.00 24.200.00 0 100,00



2 

 

 

 
 
 
 

 
 

NO 
 

KODE 
 

JENIS BELANJA/MAK 
 

PAGU/DIPA 
 

REALISASI 
 

SISA 
ANGGARAN 

 

% 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4*100 

 LC Pengamanan Intelijen Polres Bidang Ekonomi 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 LD Pengamanan Intelijen Polsek Bidang Ekonomi 108.540.00 108.540.00 0 100,00

 LF Penggalangan Bidang Ekonomi 110.000.00 110.000.00 0 100,00

 EP Deteksi Kegiatan Masyarakat (Polsek) Bidang Sosbud 69.525.00 69.525.00 0 100,00

 KQ Deteksi Aksi Polres Bidang Sosbud 5.945.00 5.945.00 0 100,00

 KT Lidik Taktis Bidang Sosbud 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 KW Pembentukan Jaringan Intelijen Polres Bidang Sosbud 14.000.00 14.000.00 0 100,00

 KZ Pembinaan Intelijen Polres Bidang Sosbud 16.495.00 16.495.00 0 100,00

 LC Pengamanan Intelijen Polres Bidang Sosbud 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 LD Pengamanan Intelijen Polsek Bidang Sosbud 108.540.00 108.540.00 0 100,00

 LF Penggalangan Bidang Sosbud 154.000.00 154.000.00 0 100,00

 EG Pendataan dan Pengawasan Orang Asing Polres 9.000.00 9.000.00 0 100,00

 EJ Penertiban, Pendataan dan Pengawasan Senpi, Handak 
dan 

1.500.00
0 

1.500.00
0 

0 100,00
% 

 EP Deteksi Kegitan Masyarakat (Polsek) Bidang Kamneg 113.265.00 113.265.00 0 100,00

 KQ Deteksi Aksi Polres Bidang Kamneg 6.315.00 6.315.00 0 100,00

 KT Lidik Taktis Bidang Kamneg 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 KW Pembentukan Jaringan Intelijen Polres Bidang Kamneg 14.000.00 14.000.00 0 100,00

 KZ Pembinaan Intelijen Polres Bidang Kamneg 16.155.00 16.155.00 0 100,00

 LC Pengamanan Intelijen Polres Bidang Kamneg 1.400.00 1.400.00 0 100,00

 LD Pengamanan Intelijen Polsek Bidang Kamneg 108.540.00 108.540.00 0 100,00

 LF Penggalangan Bidang Kamneg 110.000.00 110.000.00 0 100,00

 ER Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 

Terkait 

6.800.00
0 

6.800.00
0 

0 100,00
% 

 FT Duk Opsnal Polres 503.504.00 503.504.00 0 100,00

 FU Duk Opsnal Polsek 622.500.00 622.500.00 0 100,00

 FZ Jaga Fungsi Polres 1.082.736.00 1.074.516.60 8.219.40 99,24

 GA Jaga Fungsi Polsek 2.059.330.00 2.059.330.00 0 100,00

 LA Pembinaan Intelijen Polsek 43.740.00 43.740.00 0 100,00

 R Penyelenggaraan  Sistem Akuntansi Pemerintah 176.400.00 176.399.86 140 100,00

 WA Honor PNBP 107.400.00 107.400.00 0 100,00

 FU Duk Opsnal Polsek (Jasa Kebersihan) 668.800.00 668.799.99 1 100,00

 GS Bantuan Pelayanan Masyarakat 10.800.00 10.800.00 0 100,00

 GG Menyelenggarakan Turjawali Polsek PNBP 1.105.650.00 1.105.650.00 0 100,00

 IE Menyelenggarakan Turjawali  Polres PNBP 298.800.00 298.800.00 0 100,00

 UT Penyelenggaran  PNBP Pam Obvitnas Tertentu 604.920.00 592.800.00 12.120.00 98,00

 LK Internet 10.100.00 10.100.00 0 100,00

 GL Pembinaan Lalu Lintas 30.054.00 30.054.00 0 100,00

 WC Administrasi Tilang 77.720.00 77.720.00 0 100,00

 WD ETLE Nasional 132.111.00 132.111.00 0 100,00

 GI Menyelenggarakan Turjawali Lantas Polres PNBP 73.000.00 73.000.00 0 100,00

 GJ Menyelenggarakan Turjawali Lantas Polsek PNBP 146.000.00 146.000.00 0 100,00

 WG Operasi Keselamatan 166.286.00 166.286.00 0 100,00

 WH Operasi Patuh 164.517.00 164.517.00 0 100,00

 WI Operasi Zebra 163.270.00 163.269.00 1.000 100,00

 BO Biaya Listrik PNBP 134.003.00 134.003.00 0 100,00

 WA Honor PNBP (Bendahara/Pelaksana) 201.240.00 201.240.00 0 100,00

 BV Supervisi 12.600.00 12.600.00 0 100,00

 EX Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas 

(Polres) 

57.752.00
0 

57.752.00
0 

0 100,00
% 

 EY Menyelenggarakan Bimbingan, Pengayoman dan Linmas 

(Polsek) 

76.464.00
0 

76.464.00
0 

0 100,00
% 

 FA Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Pengamanan 

Swakarsa (Polres) 

37.184.00
0 

37.184.00
0 

0 100,00
% 

 FD Pemberdayaan kemitraan dengan Lemdik, Masy, Tokoh 

Masy, Instansi, Swasta, Jasa Pengaman, Tokoh Agama 

dan LSM (Polres) 

104.429.00
0 

104.429.00
0 

0 100,00
% 

 FG Asistensi Pokdar Kamtibmas Polres 4.248.00 4.248.00 0 100,00

 FH Asistensi Pokdar Kamtibmas Polsek 120.960.00 120.960.00 0 100,00

 FM Pertemuan Kemitraan Polri dan Masyarakat 40.764.00 40.764.00 0 100,00

 IX Operasi Binmas 158.700.00 158.700.00 0 100,00

 IY FGD 18.000.00 18.000.00 0 100,00

 IW Operasional Babinkamtibmas 5.323.500.00 5.323.500.00 0 100,00

 TY Operasi Mantap Brata 2.431.160.00 2.431.081.97 78.025 100,00

 CW Penyelenggaraan Pengamanan Kepolisian 11.680.00 11.680.00 0 100,00

 FV Penyelenggaraan Operasional Kepolisian 143.547.00 143.547.00 0 100,00

 TT Operasi Terpusat Lilin 264.180.00 264.180.00 0 100,00
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Purwokerto,       1        Februari 
2024 

KAPOLRESTA BANYUMAS POLDA 
JATENG 

 
 
 

EDY SURANTA SITEPU, S.I.K., M.H. 

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 

 

Birokrasi (ITK)                                25.760.000               
25.760.000 

DIPA                                                 20.575.000               
20.575.000 

 
140.641.478.000       140.510.609. 

 
 
 
 

 
 

NO 
 

KODE 
 

JENIS BELANJA/MAK 
 

PAGU/DIPA 
 

REALISASI 
 

SISA 
ANGGARAN 

 

% 

1 2 3 4 5 6=4-5 7=5/4*100 

 TU Operasi Terpusat Ketupat 986.000.00 986.000.00 0 100,00

 GQ Pelayanan kesehatan dan makan satwa 160.600.00 160.132.80 467.200 99,71

       
5 060.01.W

A 
Dukungan Manajemen 106.918.117.00

0 
106.910.783.05
3 

7.333.94
7 

99,99%

 S Penyelenggaraan Humas 151.220.00 151.220.00 0 100,00

 AB Pengkajian dan Analisis Reformasi Birokrasi 3.995.00 3.995.00 0 100,00

 AE Musrenbang 4.460.00 4.460.00 0 100,00

 AG Sosialisasi 9.710.00 9.710.00 0 100,00

 AJ Penyelenggaraan Humas. Protokol dan Pemberitaan 15.000.00 15.000.00 0 100,00

 DT Kerohanian dan Keagamaan 2.620.00 2.620.00 0 100,00

 DW Jaldis 94.705.00 94.705.00 0 100,00

 DY Kegiatan Pembinaan 5.000.00 5.000.00 0 100,00

 G Penyusunan dan Evaluasi LKIP 2.125.00 2.125.00 0 100,00

 JZ Honorarium Pengelola Keuangan 46.800.00 46.800.00 0 100,00

 N Pengadaan Makan / Minum Penambah Daya Tahan 6.650.00 6.650.00 0 100,00

 R Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah 9.245.00 9.245.00 0 100,00

 S Penyelenggaraan Humas 2.400.00 2.400.00 0 100,00

 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 105.005.210.00 105.001.019.09 4.190.90 100,00

 BP Biaya Telepon 16.450.00 16.348.55 101.449 99,38

 BX Pengadaan peralatan/perlengkapan  kantor Polres 684.924.00 684.923.55 450 100,00

 BY Pengadaan peralatan/perlengkapan  kantor Polsek 450.000.00 450.000.00 0 100,00%

 LK Internet 180.876.00 180.734.85 141.143 99,92%

 DC Penegakan Hukum Anggota/PNS Polri (KKEP) 5.000.00 5.000.00 0 100,00

 GM Pembinaan Pengamanan Polri 18.000.00 15.100.00 2.900.00 83,89

 DC Penegakan Hukum Anggota/PNS Polri 61.320.00 61.320.00 0 100,00

 CU Penyelenggaraan  Pemeriksaan dan Pengawasan 30.950.00 30.950.00 0 100,00

 CX Penyelenggaraan  Audit Kinerja 33.000.00 33.000.00 0 100,00

 IA Bantuan 

hukum/saksi/penterjemah/biaya 

4.770.00
0 

4.770.00
0 

0 100,00
% 

 IB Penyuluhan Hukum 8.500.00
0 

8.500.00
0 

0 100,00
%  IC Penerapan Hukum 10.610.00

0 
10.610.00
0 

0 100,00
%  E Penyusunan Program, Anggaran dan Rencana Kerja 6.232.00 6.232.00 0 100,00

 TV Penyusunan Perjanjian Kerja 2.010.00 2.010.00 0 100,00

 AB Pengkajian dan Analisis Reformasi   0 100,00

 F Penyusunan RKA-KL, SRAA dan   0 100,00

       
JUMLAH  570 130.868.43

0 

99,91%
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STRUKTUR ORGANISASI POLRES 
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STRUKTUR ORGANISASI POLSEK 

(TIPE B - URBAN) 
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